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SALINAN

BUPATI KARAN GANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 80 TAHUN 2018 -
. TENTANG |

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI KARANGANYAR,

Menimbéng:'a. bahwa ‘dengan adanya perubahan pengatﬁran Dana

Bantuan Operasional Sekolah dan penyederhanaan
pengaturan penyusutan aset tetap maka Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor . 19 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu diganti; -

~ b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

vl.Undang-'Undang Nomor 13 Tahun 1950 = tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 4286); =

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

F;Undarig-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara - Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemermtah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- Pemerintahan Daerah (Lembaran ‘Negara Republik

Indonesia Tahun 2014.Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

_telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



| Undang Nomor 9 Tahun 2015 tehtahg Perubahan Kédua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Repubhk Indonema Nomor 5679); D ,
. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
" Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

‘Nomor 4502), sebagaimana  telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

 Tahun 2005 - tentang Pengelolaan Keuangan Badan
- Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
~ Tahun 2012 Nomor- 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

. - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
“Dana Perimbangan (Lembaga Negera Repubhk Indonesia
“Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4575);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata

~ Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah
serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4597);
11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun - 2006 tentang

- Pelaporan- Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara - Republik
 Indonesia Nomor 4614), .

12.

Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang'
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

“Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219}; o

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

 Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

15.

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272); .
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

_ Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Negara
" Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



16.

Peraturan Pemermtah Nomor 14 Tahun 2005 tentang'

"Tata Cara Penghapusan Piutang ‘Negara/Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

 Peraturan Pemerintah Nomor 35 ‘Tahun’ 2017 tentang

T

Perubahan Kedua atas (Lembaran Negara : . Republik

‘Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan ‘Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6 119); N

‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan - Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

~Negeri - Nomor 13 Tahun 2006 tentang : Pedoman.
' Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

“Daerah, sebagaimana telah  diubah beberapa kali

_terakhir "dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

" tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuian Sosial

19.

‘yang bersumber dar1 Anggaran Pendapatan dan Belanja‘
-Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013‘

‘tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerlntahan

~ Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

20.

21

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penylslhan
Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerga.h '
)
M“‘MUTUSKAN ‘gé

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN pNTANSI
' PEMERINTAH DAERAH ' S RIS
- ‘ e
BAB I

- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. :.
2.,

- kewenangan Daerah otonom.
~ Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. S
Pemerintah Daerah adalah Bupati s'ebeigé‘i’ unsur

~ penyelenggara Pemerintahan Daerah yang; memlmpm

pelaksanaan urusan Pemerintahan yan { menjadi




11,
12,
13,

14.

15.

~ serta penyajian laporan. . B

adalah  Badan Keuangan
Karanganyar

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ;selanjutnya o
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

pada  Pemerintah  Daerah selaku Pengguna»

vAn ggaran/ Pengguna Barang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Daerah yang dlbahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah dan dxtetapkan dengan

- Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selan_]utnya
disingkat PPKD adalah Kepala Badan yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan’ 'bertmdak
sebagai Bendahara Umum Daerah. E ’

Pengguna Anggaran  adalah ’ PCJabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran<~:.” untuk

~melaksanakan tugas pokok dan fung51 SKPD yang

dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah PeJabat pemegang kewenangan

penggunaan barang milik daerah. e
- 10.

Entitas Pelaporan adalah unit Pemermtahan yang terdm
atas 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi yang-menurut

 ketentuan  peraturan Perundang- undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggung]awaban berupa
laporan keuangan. N “

Akuntansi adalah proses pencatatan plé‘ﬁgukuran
pengklasifikasian,  pengikhtisaran transak31 dan

kejadian keuangan pengmterpreta&an atag'hasﬂnya

Entitas Akuntansi adalah unit Pemermtahan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib
menyelengarakan akuntansi dan menyusml laporan
keuangan untuk dlgabungkan pada entitas pelaporan

Standar Akuntansi’. Pemerintahan yang selanJutnya
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

~diterapkan dalam menyusun dan menyapkan laporan
‘keuangan Pemermtah ’ :

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang s :anjutnya

‘disingkat SAPD adalah serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan ‘
data, pencatatan, penglkhtlsaran dan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan Pemerintah: Daerah

Kebljakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah
prinsip-prinsip, - dasar-dasar, konvenm—konvenm,

aturan-aturan, dan praktik- praktik spesifik yang dipilih

dalam penyusunan dan penyajian laporan: keuangan

~ yang dlbangun atas dasar Kerangka Konseptual




16. Bagan Akun Standar yang selanjutnya dlsmgkat BAS

17.

18.

19,

W

(2)

®

-

(5)

':’A,,Kebuakan Akuntansi Pemermtah Daerah T

v .terplsahkan dan Peraturan Bupatl ini, o0

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkalt transaksi

- keuangan yang disusun  secara sxstematxs sebagai
pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan"'f'

elaporan
keuangan pemerintah daerah. :

errangka Konseptual Akuntansi Pemerlnta an:: adalah

prinsip-prinsip yang mendasari penyusinan dan

- pengembangan Standar Akuntansi Pemerlhtahan bagi
‘Komite  Standar - Akuntansi Pemermtahan dan

merupakan rujukan penting 'bagl Komite' ~Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan,
dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu

“masalah yang belum diatur secara Jelas dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. /

Bendahara Umum Daerah ‘yang selanjutnya dlsmgkat
BUD adalah Pejabat yang diberi tugas. untuk
meIaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah

Kas ‘Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten

Karanganyar. ' - ‘ . o -
- BABII _

- KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

SAP Berbasis Akrual. .
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdm atas:

~ a. kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan dan

b. kebijakan Akuntansi akun.
Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagalmana

- dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat pen_]elasan atas
“unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai

panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

" Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dlmaksud pada
~ayat (2) huruf b mengatur definisi, pengakuan,

pengukuran, penyajxan, dan pengungkapan transak31

- atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP!atas :

i iikebljakaﬁ

a. pemilihan metode  akuntansi atasl
Akuntansi dalam SAP; dan :

‘. b. pengaturan yang lebih rinci atas kebuakan Akuntan51

dalam SAP.

Ketentuan mengena1 Kebijakan Akuntansi, Pemermtah‘
Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ‘tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian’ yang tldak




A 'BAB oo
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

'is..':Dalam rangka pertanggung]awaban' pelaksanaan APED,
.',Entltas Pemerintah Daerah. sebaga1 Entita ;;Pelaporan

- wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan L

: Tahunan yang setidak- tldaknya terdiri dari: :
- a. laporan realisasi anggaran Pemermtah Daerah

'_'_Daerah »

.neraca Pemermtah Daerah
. laporan operasmnal Pemerintah Daerah
- laporan arus kas Pemerintah Daerah; - - S
* laporan perubahan ekuxtas Pernerlntah Daerah dan
~g. catatan atas laporan keuangan Pemermtah Daerah

o a0

: (2) ‘: Dalam rangka pertanggungjawaban’ pelaksanaan APBD, f'_’}ff::? S

b laporan perubahan saldo anggaran Ieblh Pemerlntah PR

~ SKPD - sebagai Entitas Akuntansi wa_ub menyusun_;j{f-.j o |
~ Laporan. Keuangan Tahunan yang setldak-tldaknya ed

- terdiri dari :

A laporan reahsa31 anggaran SKPD
RN ,b ‘laporan operasional SKPD;-
N laporan perubahan ekultas SKPD :
B ‘jd neraca SKPD;dan. .
. e. catatan atas laporan keuangan SKPD .
“Dalam - rangka pertanggung]awaban L

pengelolaan

laporan realisasi anggaran PPKD
. laporan operasmnal PPKD

- neraca PPKD; EREIE
“laporan arus kas ; :
“laporan’ perubahan ekuitas PPKD dan
f"ca’ratan atas Iaporan kcuangan PPKD

meeces

 BaB IV ST
o . KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

X Pada saat Peraturan Bupat1 1n1 mulau berlaku maka

S perbendaharaan Daerah BUD wajib menyusun Laporan L
- Keuangan PPKD yang set1dak-t1daknya terd1r1 darl Sl

a Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 119 Tahun 2017‘;.'_j.:-'v-:‘f“_’f-‘ o
' tentang Kebijakan Akuntansi’ Pemerintah Daerah (Benta:*" I
- Daerah. Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 1 19) I

b Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2015 T
- tentang Penyusutan Barang Milik ‘Daerah berupa aset -
tetap (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun ‘20 15 o

e vNomor 31), dlcabut dan dlnyatakan t1dak berlaku




. _'pada tanggal 3 Desember 2018

Peraturan Bupat1 v

o L ._i‘i_i_i:f? mula1 berlaku pada tanggal
,.dlundangkan e

,Y:C_Agar SCtlap orang mengetahulnya’ memermtahkan"i":,_:f”j"
- pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya_
dalam Berxta Daerah Kabupaten Karanganyar LT

E D1tetapkan d1 Karanganyar ,} LN g
. pada tanggal 3 Desember 2018
ff} BUPATI KARANGANYAR

Sl R e e R JULIYATMONO
| Dlundangkan d1 Karanganyar L R R A

B ZYSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SR ,BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 80 o

B Sahnan sesua1 dengan ashnya

'SEKRETARIAT DAERAH ..j i
- KABUPATEN KARANGANYAR

gl Bagiqn Hukum m

Ny 1P;197508
SIRANG?

11‘ 199903 1 009




LAMPIRAN '

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR &0 TAHUN 20 18
TENTANG ,

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH '
DAERAH ’

A KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

I KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI
Komponen utama Kebljakan Akuntansa Pernermtah Daerah terd1r1 atas
1. Kerangka Konseptual ' | |
ﬁMemuat prinsip Akuntans1 dasar dalam penyusunan dan penyayan

laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat |

masalah Akuntansu yang belum dmyataka.n baik dalam SAP maupun S

~dalam Kebgakan Akuntansi terka.lt akun laporan keuangan

2. §Keb13akan Akuntan31 pelaporan keuangan _
Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan sérta
berfungm sebaga1 panduan dalam proses pelaporan keuangan |

3. Kebijakan Akuntansi akun _ -
Mengatur deﬁIIlSl, pengakuan pengukuran dan pengungkapan
transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan SAP atas :
a. pem;llhan metode Akuntar}m atas kebijakan pengakuan‘dan/atau

pengukuran di SAP yang mémberikan beberapa‘pilihan r'netod'e;”}.

b, pengaturan yang lebih rinci atas kebuakan pengakuan dan/atau

'pengukuran yang ada di SAP dan
c. pengaturan_ha! -hal yang belum dxatur SAP.

II KERANGKA KON SEP’I‘UAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A.. PENDAHULUAN
1 TUJUAN - v . , v
- a. Tujuan Kerangka Konseptual Akuntanm adalah sebagal acuan
bagi: , . o . .
1) penyusun Laporan Keﬁaingah dalam menanggulén“gi masalah
| : vAkunténsi yang belum"diatur dalam Kebijakan Akuntansi; |
2) "pemerisksa dalam memberikan péhdépat mengenai apakah |
’ lapofan .~ keuangan disusun sesuai vdengan'b Kebijakan

”"Akuntansi; dan



3) para >péngguzna laporan keuangan dalam menafsitkan
informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang

. - disusun sesuai dengan Kebl_lakan Akuntansi. - '

b. Kerangka konseptual 1n1 berfungsi sebagai acuan dalam hal
terdapat masalah Akuntan31 yang belum dmyatakan dalam
Kebijakan Akuntansi.

. c. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip—prinsip Akuntansi yang telah

; dipilih berdasarkan SAP untuk diterapkan dalam penyusunén

| dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Tujuan Kébijakan" 'Akuntahsi adalah mengatur penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan
umum dalam rangka meningkatkan keterbahdingan laporan
kéuahgah terhadap anggaran dan antar periode.

Dalam hal terjadi pértentangan‘;antara kerangka konseptual dan
Kebijakan Akuritansi, maka ketentuan Kebijakan Akuntarisi
diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam -
| Jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan
sejalan dengan pengembangan Kebijakan Akuntansi di masa.

depan

2 RUANG LINGKUP

a. Kerangka konseptual ini membahas
1) Tujuan kerangka konseptual; -
2) Asumsi dasar;.
3) Karakteristik kualitatif laporan keuangan; |
4) Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan; dan

_ 5) Kendala informasi Akuntansi. -

b. Kerangka Konseptual ini berlaku bag1 pelaporan keuangan setxap
Entltas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah,
yang memperoleh 'anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.

3 ASUMSI DASAR , ,
" Asumsi dasar dalam Laporan Keuangan Pemermtah Daerah adalah
anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar Kebijakan Akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri
atas:



a. Asumsx kemandman Entltas,
b Asumsi kesinambungan Enutas, v _
c. Asum81 keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)
Secara rinci dapat diuraikan sebaga1 benkut
a. Kemandlnan Entitas
Asumsi kemandlrlan Entltas yang berartl bahwa unit Pemerintah
Daerah sebagau ‘Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
dzanggap sebaga.l unit yang mandiri dan mempunya1 kewajiban
untuk meny_ajlkan laporan keuangan sehlngga tidak terjadl
kekacauan antar unit pefnerintahah dalam pélaporan keuangan.
Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya
kewehangan}fiff Entitas - ‘*’__untnk : menyusun - anggaran dan
rnelaksanakannya‘ dengan tanggung jawab penuh. Entitas
bertanggung j‘awab atas pengelolaan aset dan sumber daya di
luar neraca untuk kepentmgan pelaksanaan tugas pokoknya,-
termasuk atas ,
1) kehllangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud
2] utang plutang yang terjadl aklbat pembuatan keputusan
" Entitas; serta '
3) terlaksana atau tldaknya program dan keglatan yang tclah ,
dltetapkan ‘ ‘ '
b Kesmambungan Entltas v
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi

- bahwa Pemenntah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan

tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi. '

C. Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyapkan setiap
kegxatan yang dlasum31kan dapat dinilai dengan satuan uang. |
Hal ini diperlukan agar memungkinkan dllakukannya anahsxs

dan pengukuran dalam Akuntan31

B KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
‘Karaktenstlk kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatlf ‘yang perlu dlwujudkan dalam informasi Akuntansi sehlngga
dapat memenuhi tu_]uannya. , Keernpat karakteristik berikut ini

merupakan prasya:at normatif yang diperlukan agar Laporan



_Keuangan Pemermtah Daerah dapat memenuhi kualitas yang‘
| dlkehendakl : |

' : 1 Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan

' 4. Dapat dipahami
. Dapat diuraikan sebagai berikut :
. , . ,

Relevan .

Laporan Keuangan Pemermtah Daerah dikatakan relevan apabila
1nformasx yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhl
keputusan pengguna Laporan Keuangan dengan membantunya'
dalam mengevalua31 peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa

depan dan menegaSkan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguria

laporan di masa lalu. Dengan demlklan informasi Laporan

Keuangan yang relevan adalah yang dapat dlhubungkan dengan

maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

X a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artlnya bahwa

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi

- * yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau

. mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;

? b Memiliki manfaat pred1kt1f (predzctwe value), artinya ‘bahwa

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi
yang dapat membantu. pengguna laporan untuk mempredlksi”
masa yang akan datang berdasarkan hasﬂ masa lalu dan

~ kejadian masa kini;

c. Tepat waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah harus disajikan tepat  waktu sehingga ‘dapat
berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan :
‘pengguna Laporan Keuangan; dan |
d. Lengkap, artinya bahwa penyajian Laporan - Keuangan
Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang s‘eiengkap‘_
mungkin, ‘yaitu mencakup semua informasi Akuntansi yang

dapat mempengaruhl pembuatan keputusan pengguna laporan



23 .f-,Andal

Informa31 dalam Laporan Keuangan Pemermtah Daerah harus _‘ ‘,; -

'Informa31 Akuntan31 yang relevan, tetap1 Jlka haklkat atau'-'v' |

- penya_uannya tldak dapat dlandalkan maka penggunaan 1nformas1_"s‘

i vtersebut secara potensml dapat menyesatkan Informas1 yang andal

-harus memenuh1 karaktenstlk

a. Penya_uannya Jujur | artlnya bahwa Laporan Keuangan""f:

’.bebas darl pengertlan Yang menYesatkan dan kesalahan matenal S

: ‘menya.;lkan setlap kenyataan secara jujur, serta dapat dlvenﬁkas1 .

"3';Pemer1ntah Daerah harus memuat 1nforma31 ~yang .- S

N menggambarkan dengan _]1.1)111‘ transaksx serta peI’lStl‘Wa lamnya B

: """_"fYang seharusnya dlsajlkan atau yang secara Wajar dapat

o “dlharapkan untuk dlsajlkan

- b B Dapat dlvenﬁka31 . (venﬁabzllty) artlnya bahwa Laporan Sl

’YfKeuangan Pemermtah Daerah harus memuat 1nforma31 yang o

B "';dapat dlujl, dan apab1Ia pengujlan d11akukan 1eb1h dan sekali -

L . oleh plhak yang berbeda hasﬂnya ha.rus tetap menunjukkanv : o

,i Slmpulan yang tldak _]aUh berbeda

o c Netrahtas artmya bahwa LapOI’éln Keuangan Pemermtah Daerahg' B

L harus memuat 1nforma31 yang d1arahkan untuk memenuhll S

f"..__fkebutuhan umum dan bukan pada kebutuhan plhak tertentu DU

:»ledak boleh ada usaha untuk | menyfvl.llkan informasi yang .

o ".>"f,i»"menguntungkan plhak tertentu sementara hal tersebut akan‘;v ERE

o ‘meruglkan plhak lam

3. : Dapat D1band1ngkan

InformaSI yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemermtah‘;wj R

. ':":Daerah akan leb1h berguna Jlka dapat dlbandmgkan dengan‘ S

laporan keuangan penode sebelumnya atau Laporan Keuangan’ R

Pemerlntah Daerah lain pada umumnya Perbandmgan dapat S

R dllakukan secara 1nternal dan eksternal

- 'bb'v'f,,fiPerbandlngan secara mternal dapat dllakukan b11a Pemermtah» o
- - Daerah menerapkan kebljakan Akuntan31 yang sama dan tahun ke R
. ; tahun Perbandmgan secara eksternal dapat dllakukan b11a R

o ﬁjngemermtah Daerah yang d1perband1ngkan menerapkan kebljakan' o

o Akuntan31 yang sama Apablla Pemermtah Daerah akanv'_

rnenerapkan kebuakan AkuntanSI yang leblh balk darlpada



Kebljakan Akuntan81 yang sekarang d1terapkan Perubahan'}f |

Kebljakan Akuntan81 harus dlungkapkan pada penode terjadlnya" o

perubahan tersebut
4 Dapat D1paham1 » o o S .
vInformas1 yang dlsa_}lkan dalam Laporan Keuangan Pemenntah' o

Daerah harus dapat dlp"’lhaml oleh pengguna Iaporan keuangan

dan dlnyatakan dalam bentuk serta 1st11ah yang dlsesualkan v‘

dengan batas pemahaman para pengguna laporan Untuk itu,

| pengguna Iaporan d1asums1kan mem111k1 pengetahuan yang‘ R

o memada1 atas keglatan dan llngkungan operas1 Pernenntah Daerah :

. _‘g;_»vserta adanya kemauan pengguna 1aporan untuk mcmp elajambv S :

._ 1nforma31 yang d1maksud ) . :_: U

C PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

. .Pr1n31p Akuntans1 dan pelaporan keuangan dlmaksudkan sebagaif( -

'ketentuan yang harus d1paham1 dan dltaatl oleh penyelenggara o

Akuntanm ‘dan pelaporan Keuangan Pemermtah Daerah dalam - -

melakukan keglatannya serta oleh pengguna laporan dalam e

) memaharm laporan keuangan yang d1sa_|1kan Benkut ini. adalahf .

delapan pr1n31p yang dlgunakan dalam Akuntan51 dan pelaporan': ': i -

| N keuangan Pemenntah Daerah

.‘-_‘Bas1s Akuntan81 ' o

:fPr1n51p n11a1 hlStOI‘IS, = -

. Prinsip rea11sa31 ‘ | |
:Pnn51p substan31 mengungguh formahtas, L
iPnn51p penod131tas, S ’ ‘ o
iiPr1n51p kon51sten51, |

. ;Pr1n51p pengungkapan Iengkap, dan

"OO“ N o 014:. Co'_.' N *-4“

.‘,Pnns1p penyajlan Wajar o

Secara r1n01 dapat dluralkan sebaga1 benkut
1) Bas1s Akuntan31 ” o ‘_ - I | | N
a Ba81s Akuntans1 yang dlgunakan dalam Laporan Keuangan' .

; ,ﬁ, Pemermtah Daerah adalah ba31s akrual untuk pengakuan
o :,.'pendapatan-LO beban, aset kewaﬁban dan ekultas Dalam hal -

5 'peraturan perundangan mewajlbkan dlsa_;lkannya laporan
. keuangan dengan bas1s kas, maka Ent1tas Wa_]lb menyajlkan |

’ laporan demlklan



b Basxs akrual untuk Laporan Operasxonal berart1 bahwa‘

i»v_’_‘{'pendapatan d1aku1 pada saat hak untuk memperoleh

" pendapatan telah terpenuhl walaupun kas belum dlterxma di -

) _;rekemng Kas Urnum Daerah atau oleh Entltas Pelaporan dan
}}5'__bbeban dlakul pada saat kewajlban yang mengaklbatkan"">'

penurunan n11a1 kekayaan bers1h telah terpenuhl walaupun kas
'»_“:_; belum dlkeluarkan dan Rekenmg Kas Umum Daerah atau :

R "}:Entltas Pelaporan Pendapatan sepertl bantuan plhak luar/ asmg”:

R dalam bentuk Jasa dlsa_ukan pula pada Laporan Operas1onal

c Dalam hal anggaran dlsusun dan dllaksanakan berdasar basis -

o kaS’,v? maka v Laporan | Reahsas1 Anggaran ' (LRA) dlsusun R

B berdasarkan ba31s kas, berart1 bahwa Pendapatan-LRA dan’v, |

E penenmaan pcmblayaan d1aku1 pada saat kas dltenma di

rekenmg Kas - Umum Daerah atau oleh Entltas Pelaporan‘ S

B Belanja, transfer dan pengeluaran pemblayaan d1aku1 pada saatj
kas dlkeluarkan dari rekemng Kas Umum Daerah Bllamana
anggaran dlsusun dan d1laksanakan berdasarkan ba81s akrual .
v " maka LRA d1susun berdasarkan basxs akrual. ' |
d Ba31s akrual untuk Neraca berart1 bahwa aset kewajlban, dan'_' -
i ekultas dlakm dan dlcatat pada saat ter_]admya transaks1, atau

" ‘vvpada saat kejadlan atau kond131 hngkungan berpengaruh pada

- »keuangan pemerlntah tanpa memperhatxkan saat kas atauv o

‘setara kas d1ter1ma atau d1bayar

. Prm81p N11a1 HlStOI‘lS .

B }ﬁ-Aset dlcatat sebesar jumlah kas Yang dlbayar atau sebesar mlau o

: ‘wajar darl 1mba1an (conszderatlon) untuk memperoleh Aset tersebut“ .

pada saat perolehan Kewa_]lban dlcatat sebesar Jumlah kas yang T

L - d1harapkan akan d1bayarkan untuk mernenuh1 kewajlban di masa .

o ‘yang akan datang dalam peIaksanaan keglatan Pemenntah Daerah o

Prmsap Rea.hsaSI

o Pendapatan baSlS kas yang tersedla yang telah dlotorxsa31kan"

' melalui anggaran Pememntah Daerah suatu penode AkuntanSI akan : |

‘;_.v‘dlgunakan untuk membayar utang dan belan_la dalam perlode

_tersebut Pendapatan atau belan_]a bas1s kas d1aku1 setelah. '
- dlotonsa31 melalul anggaran dan telah menambah atau mengurangl

v, kas.‘v v



4 Prms.lp Substanm Mengunggull Bentuk Formal

Informa81 Akuntan31 dlmaksudkan untuk menyapkan dengan Jujur,

‘.'transakm serta perlstlwa lam yang seharusnya dlsaﬂkan maka - .

harus dlcatat dan dlsajlkan sesua1 dengan substan51 dan realitas
*:ekonoml, bukan hanya menglkutl aspek formahtasnya Apablla '

' substan31 transak81 atau pensnwa lain t1dak konsmten/ berbeda"' |

o dengan aspek formahtasnya maka hal tersebut harus d1ungkapkan' ‘v L

- dengan Jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

| 5 Pr1n31p Perlodlsttas

Keglatan AkuntanS1 dan peLapora.n ' Keuangan , Pemerlntah

Daerahperlu d1bag1 menjadl penode pemode pelaporan sehmgga -

kinerja Pemerlntah Daerah dapat dlukur dan pOSISl sumber daya |

yang dlmlllkmya dapat dltentukan Perlode utama yang d1gunakan.»

g,ladalah tahunan R ST
- 6 Prms1p Kon31stens1

; 'Perlakuan Akuntansx yang sama dlterapkan pada keJadlan yang

‘serupa dan penode ke pemode oleh suatu Entltas Pelaporan (pr1n31p c i :
. kon31sten31 mtemal) Hal ini t1dak berart1 bahwa tidak boleh terjadl -

vperubahan dar1 satu metode Akuntan31 ke metode Akuntan31 yang‘ .

»V‘a_'lam

'Metode Akuntan31 yang dxpaka1 dapat dlubah dengan syarat bahwa_’ |

f vmetode yang baru dlterapkan mampu membemkan mformas1 yang -

3:;.-.'Ieblh baik dlbandlng metode lama Pengaruh atas ‘perubahan.

'penerapan metode 1n1 d1ungkapkan dalam Catatan atas Laporan B

o Keuangan R
7. Prln31p Pengungkapan Lengkap | T
,‘ . i{-'Laporan Keuangan Pemerlntah Daerah menya_ukan secara Iengkap -

1nforma31 yang dlbutuhkan oleh pengguna Informa31 yang |

d1butuhkan oleh pengguna laporan keuangan 'dapat dltempatkan R

Pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan o
| atas Laporan Keuangan , - , | o o

- 8 Pnns1p Penyajlan Wajar -

. a. Laporan keuangan rnenya_ukan dengan Wajar Laporan Reallsa81 R

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leb1h Neraca,
v:_ Laporan Operasmnal Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan ‘ |

Ekultas, dan Catatan atas Laporan Keuangan



b. Dalam rangka penyajiah wajar, faktor perﬁmbangan -~ sehat
- diperlukan  bagi ‘penyusun Laporanv Keu‘angan‘ Pemerintah
- Daerah ketika menghadapi ketidakpaStiaﬁ peristiwa dan keadaan v

‘tertentu.  Ketidakpastian  seperti ~itu  diakui  dengan
) mengungkapkan hakikat serta txngkatnya dengan menggunakan
‘ pemmbangan sehat dalam penyusunan laporan ‘keuangan
" Pemerintah Daerah o . ' ,

- vPertlmbangan sehat mengandung unsur kehati- hatian pada saat -
- melakukan prakn'aan dalam kondisi ketldakpastlan sehmgga R

aset atau ~pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan

"‘kewa_uban tidak dmyatakan terlalu rendah. Namun demlklan
'penggunaanv} pertimbangan sehat tidak memperkenankan,
" misalnya, pembentukan cadangan tersé-rhbunyi, sengaja
| menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau
"sengaja mencatat kewajlban atau belanja yang terlampau tmggl

sehmgga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

D. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI _ ,
Kendala 1nforma81 Akuntan81 dan laporan keuangan adalah setlap
keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal

: dalam menyajlkan ‘informasi Akuntansi dan Laporan Keuangan
Pemermtah Daerah yang relevan dan andal aklbat keterbatasan atau
: karena alasan—alasan kepraktxsan Tiga hal yang memmbulkan kendala
: dalam 1nformasa Akuntansi dan laporan ‘keuangan Pemerintah Daerah,
Jaitu: . -- ST
P Matcnahtas, v , |
‘2 Perumbangan biaya dan manfaat, dan
3. Keselmbangan antar karakteristik kuahtatlf ‘
Secara rinci dapat dluralkan sebaga1 berikut:

1. Matcnahtas - . _
;Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1dealnya memuat segala

l,;mformaS1, tetapl hanya dlharuskan memuat mfo‘rmasx yang

l’mcmehuhl kriteria materlalltas Informasi dipandang material
apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam
mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan

pengguna laporan.



2 Pertlmbangan Bxaya dan Manfaat
Manfaat yang d1hasﬂkan dari informasi yang dimuat dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang
diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. ' ’
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  tidak semestmya
menyapkan informasi yang manfaatnya lebih kecil dlbandmgkan ’
. biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan
manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya
dimaksud juga tldak harus dlplkul oleh pengguna informasi yang
menikmati manfaat | | _
3.0 Kese1mbangan Antar Karaktenstlk Kualitatif
: Keseimbangan antar karakteristik kuahtanf dxperlukan untuk
mencapai suatu keselmbangan yang tepat di antara berbagal tujuan
normatif yang diharapkan dipenuhi oleh Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. 'KépAentihgan,relatif antar karakteristik dalam

berbagai kasus Befbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. N

» III KEBIJAKAN AKUI\TANSI PELAPORAN KEUANGAN
A PENDAHULUAN |
1. TUJUAN
- a. Tujuan kebl_]akan Akuntansx ini adalah mengatur penyajlan
laporan keuangan untuk  tujuan umum (general purpose
financial ~ statements)  dalam rangk_a meningkatkan
keterbandingan Iapbran keuangan baik terhadép ‘anggaran,
antar penode, maupun antar Entitas Akuntan81
| " b. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebljakan Akuntan31 ini
v menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyapan :
‘laporan keuangan pedoman struktur laporan keuangan, dan
~ persyaratan mmlmum isi laporan keuangan.
c Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporanf
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan Pengakuan pengukuran, dan‘
pengungkapan transaksi-transaksi spesxﬁk dan penstlwa—’
“pé,ristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan Akuntansi yang

khusus.
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2 RUANG 'LINGKUP o ,
o a. Laporan keuangan untuk tujuan - umum yang dlsusun dan
disajikan dengan basis akrual. ’

b. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang

. Adlmaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang

dimaksud - dengan pengguna adalah masyarakat leglslatlf

lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau

_ berberanvdvalam proses doriasi, investasi, dan pinjaman, serta

- pernermtah yang lebih tlnggl (Pemerlntah Pusat, Pemenntah
Provinsi). S

L c. Laporan keuangan mellputl laporan keuangan yang dxsajlkan

terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang dlsajlkan

dalam dokurnen publik lainnya seperti laporan tahunan.

) “d. Kebijakan ini berlaku untuk Ent1tas Pelaporan dan Entitas

Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan
3 BASIS AKUNTANSI ' _
_ Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan
Pemermtah Daerah yaltu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran
' disusun dan dilaksanakan berdasar basis- kas, maka Laporan

Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1 Tujuan umum laporan keuangan adalah menya_ukan informasi

mengenai pOSISl keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran

- lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu Entitas
- Pelaporan yang bermanfaat bagi para 'pengguna dalam membuat

- dan mengevaluasi keputusan mengena1 alokasi sumber daya.

2. Secara spes1fik tujuan pelaporan keuangan Pemermtah Daerah

adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
| ’pengambilan‘ keputusan 'dan untuk menunjukkan akuntabilitas
. v, Entltas Pelaporan atas sumber daya yang dlpercayakan kepadanya, -
. dengan menyedlakan informasi mengena1
: ~a. posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, , daﬁ ckuitas
| , pemenntah ‘ | | '
| b. perubahan posisi sumber daya ekonorm kewajlban, dan ekuitas
| pernermtah ’

~ c. sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
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d. ketaatan realisasi terhadapvangggrannya;
e. cara Entitas Pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi
‘kebutuhan kasfiya; | : |
f. potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraari kegiatan
| pemerihtahan, serta o | |
g. informasi yang berguna untuk mengevaluasx kemampuan
' Entitas Pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. |
. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna
mengenai 'in‘dika'si apakah sumber daya»‘ telah diperoleh dan -
digunakari:' | " |
a. sesuai dengan anggaran; dan | )
b. sesuai }denga'n‘ ketentuan, termasuk batas -anggaran yang'
dltetapkan oleh DPRD. -
Untuk memenuh1 tUJuan umum ini, | laporan keuangan
menyediakan informasi mengenai Entitas Pelaporan dalam hal :
| Aset; A : | v
Kewajiban;
- Ekuitas; _
Pendapatan-LRA'; |
Belanja;
' Transfer;

Pembiayaan;

PRt ae g op

Saldo Anggaran Lebih;
Pendapatan-LO;

e
.

~j. Beban; dan
k. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk
memenuhi tujuan pelapOran 'kéuangan, namun tidak dapat

sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan,

termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama -

dengan- laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehen31f mengenai aktlvxtas suatu Entltas Pelaporan selama
satu periode.

Pemerintah Daerah menyajlkan informasi tambéhan untuk
membantu para pengguna dalam memperklrakan kinerja keuangan

Entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan

12



S evalua31 keputusan mengena1 aloka31 sumber daya ekonom1 B

:v : Informa81 tambahan 1n1 termasuk rmCIan mengena1 output Entltas-'
R dan outcomes dalam bentuk 1nd1kator kmelja keuangan laporan
kmexja keuangan tlnjauan program dan laporan lam rnengena;' ’

s jf:g}pencapa1an kxnerja keuangan Entltas selama perlode pelaporan B

o ::';vf C TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN v : :
‘ ‘1) Tanggung Jawab penyusunan dan penyajlan laporan keuangan o
S berada pada plmpman Entltas : ’

L 2) Tanggung Jawab penyusunan dan penyaJ1an Laporan Keuangan e

Pemermtah Daerah berada pada Bupat.l

K 3) Tanggung Jawab penyusunan dan penyajlan Iaporan keuangan SKPD E e

dan PPKD berada pada kepala SKPD dan PPKD

' D KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1 Kornponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan

i keuangan terdln dan laporan pelaksanaan anggaran (budgetary, -

o _:‘ reports) dan laporan ﬁnan31al sehlngga seluruh komponen menjadl_ o

b 'sebagal berlkut ] :
a Laporan Reahsa81 Anggaran, o

b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leblh
o Nemtg e R

o d. :Laporan Operasmnal

el _eA. f-VLaporan Arus Kas, -
f Laporan Perubahan Ekultas, o “
B g fi Catatan atas Laporan Keuangan - o

- 2 Komponen—komponen Iaporan keuangan tersebut dlsallkan °leh"¥‘v»

o N setlap Entxtas Akuntan51, kecuah Laporan Arus Kas dan Laporan‘j .

-, Perubahan Saldo Anggaran Leblh yang hanya dlsajlkan oIeh Entltas o

Pelaporan ;

L E STRUKTUR DAN ISI
‘1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- ‘a. Laporan Reahsasx Anggaran mengungkapkan keglatan keuangan o

e L Pemermtah Daerah yang mcnunjukkan ketaatan terhadap APBD
b. Laporan Reahsa& Anggaran menggambarkan perbandmgan_

o }' antara anggaran dengan reahsasmya dalam satu pemode
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‘pelaporan dan rnenyajlkan sekurang-kurangnya unsur-unsur
sebagai berikut: '

1) Pendapatan-LRA;

2) Belanja; |

3) Transfer; ,

4) Surplus/ Deﬁé.it-LRA;

5) Pembiayaan,;

6) Sisa lebih/kurang pemblayaan anggaran, )

Laporan Realisasi Anggaran dljelaskan lebih lan_]ut dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Pen_lelasan tersebut memuat
hal-hal yang mempengaruh1 pelaksanaan anggaran sepertl
kebuakan fiskal dan moneter, sebab terjadinya perbedaan yang
material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar yang
merinci lebih lanjut angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan
Entitas ’Akuﬁtansvi/ Entitas Pelaporan menyajikahv Laporan
Rcalisési Anggafan dalam dua format yang berbeda, yaitu format
sesuai dengan Peraturan Pemerintah _Nomor 71 Tahun 2010
| tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
yang  telah beberaipa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negcn Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
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€. Co‘ntoh format Lapo'rah Realisasi Anggaran sébagai berikut :
1) LRA SKPD sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemenntahan

PEMERINTAH K.A.BUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
’UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Urusan Pemerintahan -
Bidang Pemerintahan |
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

 {|; ANGGARAN ||: REALISASI {|:
i20X1 i 20X1 !

w5 s Ty

4 PENDAPATAN - LRA

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA

141

4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah-LRA

4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah-LRA -

4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
j Daerah yang Dipisahkan o

4.1.4 | Lain- Lain PAD Yang Sah-LRA

5  |BELANJA |

5.1 | BELANJA OPERASI

5.1.1 [ Belanja Pegawai o

5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa

5.2 BELANJA MODAL

5.2.1 | Belanja Modal Tanah v

5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.4 | Belanja Modal Jalan Inga31 dan Jaringan .
5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya '

SURPLUS/ (DEFISIT) _
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA)

Karanganyar, 31 Desember 20X1

- Kepala SKPD

( Nama Kepala SKPD )
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2) LRA SKPD sesuai format Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13

'vTahun 2006 yang terakhxr diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman :

: Pengelolaan Keuangan Daerah.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI;ANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi ’
Sub Unit Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DAERAH

L T )

‘ ... [ANGGARAN:].
._URUT | T | 20X1
1 . PENDAPATAN i
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah ,
1.1.2 . Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3 ; Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -
.14 ° Lain- Lain PAD Yang Sah
2 BELANJA
2.1 | | BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1 | Belanja Pegawai
22 ;. BELANJA LANGSUNG
2.2.1 Belanja Pegawai .
222 ! Belanja Barang dan Jasa
2.23 ' | Belanja Modal

SURPLUS/ (DEFISIT)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA) -

Karanganyar, 31 Desember 20X1
- Kepala SKPD.

( Nama Kepala SKPD )
NIP. Kepala SKPD
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3) LRA PPKD sesua1 Format Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntas1 Pemermtahan. N

. PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR : '
i LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk tahun yang berakhzr sampaz dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

, Urusan Pemenntahan

- Bidang Pemerintahan - :
_Unit Organisasi = "t
Sub Unit Orgamsasx o

REALISAS)

1 REALISAS]

SISA LEBIH PEMBIA‘(AAN ANGGARAN (SILPA)

3 NO f
4 URUT. i[|.Z 20X1 20X0
4 : PENDAPATAN-LRA . . )
42 - | | PENDAPATAN TRANSFER-LRA .
421 Pendapalan Transer Pemerintah Pusat LRA
4211 BagiHasil Pajak-LRA =~ . - :
4212 ; Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA
4213 ¢ - Dana Alokasi Umum-LRA .-~
4114 | - DanaAlokasi Khusus -LRA -
422 - | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lalnnya LRA
4221 | DanaOtonomi Khusus—LRA - .
4222 - Dana Keistimewaan - LRA -
4223 . Dana Penyesuaian-LRA . - : '
423 - | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah La:nnya LRA
4231 .| - Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA *
4232 : Pendapatan Bagi Hasil Lamnya LRA
424 ¢ | Bantuan Keuangan-LRA - ‘
4241 . Bantuan Keuangan dari Pemenntah Daerah vamsn LRA
4242 . Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - I.RA
4243 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA )
43 j- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LRA
431 | PendapatanHibah~LRA
"1 432 | DanaDarurat~LRA R
‘| 433 ;. | Pendapatan Lainnya-LRA T
5 ¢ | BELANJA Lo
51 { | BELANJAOPERAS!
513 i | BelanjaBunga -
514 Belanja Subsidi .
"1 645 ;- | BelanjaHibah . o
516 : | BelanjaBantuanSosial - .
53 . | BELANJATAKTERDUGA =~
531v . | BelanjaTakTerduga
6. TRANSFER :
61 - TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah »
1 642 . - { Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6.2 - | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN - :
6214 .| Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lamnya v
622 - | Transfer BantuanKeuangankeDesa =~ -
623 . - Transfer Bantuan Keuangan Lamnya o S
R ’ R SURPLUSI(DEFISIT)
7 PEMBIAYAAN : : e
A RIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN
741 | Penggunaan SILPA "
712 ;- | Pencairan Dana Cadangan R
7.3 . | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dlplsahkan .
1 714 | Pinjaman Dalam Negeri . , '
7.2 - - | PENGELUARAN PEMBIAYAAN -
721 -, | Pembentukan Dana Cadangan
722 ; Penyertaan Modal /investasi Pemerintah Daerah
723 : . | Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negen
724 - Pembenan ijaman Daerah BE
R PEMBIAYAAN NETTO

Karanganyar 31 Desember 20X1
’ KepaIa PPKD

(Nama Kepala PPKD )
" NIP. Kepala PPKD

17



4) LRA PPKD sesual format Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 13 o
v;:;Tahun 2006 yang terakhlr d1ubah dengan Peraturan Menten Dalam :, -

» Negen Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan, | |

o Menten Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomanf?:

| ’  Pengelolaan Keuangan Daerah

SRS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR ; SRR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- Untuk tahun yang berakhtr sampaz dengan 31 Desember 20X 1 dan 20X 0

v :“..:UrusanPemenntahan N
- Bidang Pemenntahan :-‘ PR

Unit Organisasi R
‘ .;Sub Unit Organlsam R I
NO. t REALISASI& iREALISASIg R
jURUTg v e Poo2ox1 fEEel amx0 oM o
1 | PENDAPATAN _ - T .
12. ¢ DANA PERIMBANGAN - .
121 - Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil BukanPajak
122+ . §. DanaAlokasiUmum - - - o _
123 Dana Alokasi Khusus S
13 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
. Pendapatan Hibzh - o
Dana Darurat -

. DanaBagi Hasl Pajak Provms: dan Pemenntah Daerah Lamnya
| - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus .
1 Bantuan Keuangandan Provmsl dan Pemenntah Daerah Lamnya e

. BELANJA .

BELANJA TIDAK LANGSUNG

~ BelanjaBunga "~

* Belanja Subsidi

- Belanja Hibah . DL ,

" Belanja Bantuan Sosial o SR
Belanja Bagi Hasil Kepada PrownsulKabupaten.’Kota dan -

- Belanja Baniuan Keuangann kepada PrownwKabupatenﬂ'(otaIPemenntah
Desa dan Partai Poliik -

219 " Belanja TldakTerduga o
22" ;. | BELANJA LANGSUNG - e
_ SURPLUS!(DEFIS)
3o PEMB[AYAAN DAERAH e B
317 PENERIMAAN PEMBIAYAANdAERAH : T
344: | Sisalebh Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya S
312, -. Pencairan Dana Cadangan . .- I
3.1.3; -+ Hasil Penjualan Kekayaan Daerahyang Dlplsahkan S
: Dst... - .
32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
32140 | PembentukanDanaCadangan ST e
322 . | Penyertaan Modal finvestasi Pemenntah Daerah
3.2.35' g Pemb;ayaanPokokUtang :
N Dst oo v ‘ S
" PEMBIAYAAN NETTO

» - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Karanganyar, 31 Desember 2OX1
Kepala PPKD '

( Nama Kepala PPKD )
NIP Kepala PPKD
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5) LRA Pemerlntah Daerah Sesua1 Format Peraturan Pemermtah Nornor"} T
71 Tahun 20 10 tentang Standar Akunta31 Pemermtahan '

PEMERINTAH KABUPATEN KAR.ANGANYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk tahun yang berakhzr sampaz dengan 31 Desember 20X 1 dan 20X 0

ANGGARAN HH REALISASI 5k

TREAUSASI]|

20%1 . e 20X 7§ C20X0 -

14 PENDAPATAN-LRA ..
41. i . | PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)-LRA
4.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA . g
412 Pendapatan Retribusi Dagrah-LRA -~
413 - . | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaananrah yang D:pnsahkan
414 ©: | Lain-LainPADYangSah-LRA .- . e
42. -~ | PENDAPATAN TRANSFER-LRA |
424 i | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA
4211 ¢ . Bagi Hasil Pajsk-=LRA . - :
4242 | - | . BagiHasil Bukan Pajak/SDA - LRA
4213 ;.| DanaAlckasiUmum-LRA .. °
4114 > Dana Alokasi Khusus - LRA . A
422 - | Pendapatan Transfer Pemerintah PusatLalnnya LRA
4221 ° - | DanaOCtonomiKhusus— LRA -
4222 - Dana Keistimewaan - LRA -
4223 - " DanaPenyesvalan~LRA - - - -
423 . . Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah La:nnya LRA
4231 ' Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA - )
4232 - | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya -LRA - -
424 | BantuanKeuangan-LRA - . -
4241 - |  Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA R
4242 - | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - -LRA .
4243 . - Banfuan Keuangan dani Pemerinfah Daerah Kota~LRA -~ . . .
43 . | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LRA o
431 : -} Pendapatan Hibah-LRA -
432 ;. | DanaDarurat-LRA ~ " .
433 - Pendapatan Lamnya LRA L
5 i BELANJA -
51 0 BELANJAOPERASI
511 .| Belanja Pegawai
;. | Belanja Barang dan Jasa -

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial -

BELANJA MODAL ~

Belanja Modal Tanah - Lo

Belanja Modal Peralatan dan Mesin . L
Belanja Modal Gedung dan Bangunan . . . -

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - -~ -

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
BELANJATAKTERDUGA - -

Belan;a Tak Terduga

TRANSFER

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah .~ :
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya -~ -

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN -

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lamnya
Transfer Bantuan Kevanganke Desa . - .~
Transfer Bantuan Keuangan Lalnnya IR

el . - SURPLUS!(DEFISEI)
IR ARTE PEMBIAYAAN .~ ..

74 ¢ | PENERIMAAN PEMBIAYAAN i

74.1 © - | Penggunaan SILPA v S

742 ° | Pencairan DanaCadangan = -

743 . | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang D:plsahkan

7144 - | Pinjaman Dalam Negeri - - .

72 ;. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN :

721 . | Pembentukan Dana Cadangan . ’

722 © .| Penyertaan Modal Anvestasi PemenntahDaerah

723 " | Pembiayaan Pokok Pinjaman Da!am Negen :

724 - Pembenan Plnjaman Daerah C ,
PEMBIAYAAN NETTOV

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
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6) LRA Pemenntah Daerah sesuai format Peraturan Menten Dalam Negeri
Nomor 13 'I‘ahun 2006 yang terakhn' diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
: PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
. Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

[ NO. f;

— — .| ANGGARAN | REALISASI ;[* (%) |: REALISASI
S URUT 4] 777 T e Rt SR < N I N L 20X0
T [ PENDAPATAN .
11 . | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah -

1.1.2 . | Pendapatan Retribusi Daerah

143 ; | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
114 . | Lain-Lain PAD Yang Sah

12 - : | DANA PERIMBANGAN

121 ¢ Bagi Hasil Pajak/ Bagl Hasil Bukan Pajak
122 Dana Alokasi Umum

123 . Dana Alokasi Khusus

13 : | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1 . | Pendapatan Hibah

1.3.2 Dana Danurat

133 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.34 - | DanaPenyesuaian dan Otonomi Khusus

135 Bantuan Keuangandari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

2 BELANJA

21 BELANJA TIDAK LANGSUNG

21.1 ~ | Belanja Pegawai

212 | BelanjaBunga

243 © | Belanja Subsidi

214 . | Belanja Hibah

215 ° | Belanja Bantuan Sosial

2.1.6 - | Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsiKabupatenKota dan -
218 | Belanfa Bantuan Keuangann kepada ProvinsiKabupaten/Kota/Pemerintah
Desa dan Partai Politik

219 Belanja Tidak Terduga

22 -, | BELANJA LANGSUNG

221 Belanja Pegawai

222 Belanja Barang dan Jasa

223 Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT)

3 . | PEMBIAYAAN DAERAH

31 . | PENERIMAAN PEMBIAYAAN dAERAH B
3.4.1: | SisaLebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya =
312 . { Pencairan Dana Czdangan '

313. g:sil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

32 .- | PENGELUARAN PEMBIAYAAN

321 | Pembentukan Dana Cadangan .

322." | Penyertaan Modal /Investasl Pemerintah Daerah .
323 | Pembiayaan Pokok Utang

: Dst .

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
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o2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
a Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajlkan secara

i komparatxf dengan periode sebelumnya pos pos berikut:

: 1) Saldo Anggaran Lebih awal
- 2] Penggunaan Saldo Anggaran Lebxh

3) Sisa Lebih / Kurang Pemblayaan Anggaran tahun berjalan

4) ‘Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya,

- 5) Lam lain; :
6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

'b. Pemerintah Daerah menya_]lkan rinéian lebih lanjut. dari unsur-

unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran

_ Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan

" ¢. Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan
;- Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

' LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

! - URAIAN

s-»-myf-w S e P S e R oy

T 20m1

B e D

20X0

.

Saldo Anggaran Leblh Awal
Penggunaan SAL sebagal Penerlmaan Pembuayaan Tahun o
, Berjalan ’

Subtotal

/) Sisa Lébih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

‘Lain-l.ain -'

“Subtotal |-

~ Saldo Anggaran Lebih Akhir |:

3. NERACA

. a. Neraca menggambafkan posisi keuangan Pemerintah Daerah

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

b. Pemerintah Daerah mengklasxﬁkasﬂ{an asetnya dalam aset lancar

dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi
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kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang

-merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada

tanggal laporan.

~Saldo ekuitas di Neraca berasal darl saldo akhlr ekultas pada

Laporan Perubahan Ekuitas

Neraca mencantumkan Sekurang-kurangnya pos-pos benkut
1) kas dan setara kas,

2) investasi Jangka pendek

' 3) plutang’

4) persediaan;

5) investasi jahgka panjang;'
6) éset tetap; .

7) aset lainnya -

8) kewajiban Jangka pendek;

9) kewajiban jangka panjang;
10) ekuitas. ’

Contoh format Neraca sesuai dengan PP No 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai
berikut:

‘'NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
‘Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

- ASET LANCAR

URAIAN 20X1 20X0
ASET :

_ Kas diKas Caerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas Lainnya
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pendapatan
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI| JANGKA PANJANG - -
Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya -
Investasi dalam Obligasi :
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Penmanen Lainnya

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Pelmanen

~ Investasi Jangka Panjang Pemmanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi permanen Lainnya

Jumlah Inveslasi Jangka Panjang Permanen

JUMLAH INVESTAS!I JANGKA PANJANG
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ASET TETAP

. Tanah -

. Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, ligasi, dan Jaringan

. Aset Tetap Lainnya ,
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

JUMLAH ASET TETAP

DANA CADANGAN
Dana Cadangan

JUMLAH DANA CADANGAN

~ ASET LAINNYA v
Tagihan Jangka panjang -
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK B
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ‘
Utang Bunga
. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
" Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Beban
Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Datam Negeri
Utang Jangka Panjang Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS

 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS -

4. LAPORAN OPERASIONAL
‘a. Laporan operasional menyajikan berbaga1 unsur pendapatan-LO
beban, surplus/deﬁmt dari kegiatan operaswnal surplus/ defisit
dari kegiatan non operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar,’
biésa pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang dipeiflukan'
untuk penyajlan yang wajar secara kornparatlf ' | |
 ‘ b. Laporan operaswnal dljelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Lapoxfan Keua.ngan, yang memuat hal-hal yang bevrh_ubungan ,
déngan aktivitas keuan'gan» selama satu tahun sepérti kcbijakah'
_ ﬁlskal dan moneter, serta daftar-daftar yahg merinci lebih
» lanjut angka-angka 'yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
' ¢. Dalam laporan operasional harus diidehtiﬁkasikan secara jelaé '
| dan jlka dianggap perlu diulang pada setlap halaman laporan
‘informasi berikut: v
1) Nama Entitas Pelaporan atau sarana 1dent1ﬁka31 lainnya;
2) Cakupan Entitas Pelaporan,;
3) Periode yang dicakup;

23




4) mata uang pelaporan dan o

| "'5) satuan angka yang dlgunakan

o Laporan operaswnal menya_] 1kan pos-pos sebaga1 benkut
P 11) Pendapatan—LO dan keglatan operasmnal

2‘)} Beban dari keglatan operasxona]

- 3) | Surplus / deﬁsn dan keglatan operasxonal

4 Keglatan Non Operasmnal o
- ) 5) Surplus / deﬁ31t sebelum Pos Luar B1asa ‘, :_

- 6) Pos luar b1asa

» ) 'surplus / defi81t-L0

e. Saldo Surplus/ Deﬁ31t-L0 pada B akhir . peri‘c‘idé ~ pelaporan

- | 'dlpmdahkan ke Laporan Perubahan Ekultas.

Contoh format Laporan Operasxonal sesua1 dengan PP No 71_

‘ A”j-tahun 2010 tentang Standar Akuntan31 Pemermtahan adalah
) sebaga1 berlkut _ e

1) Format Laporan Operasmnal SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 LAPORAN OPERASIONAL - ‘

Untuk Tahun Yang Berakhtr SAMPAI Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

' Urusan Pemerintahan -
. ‘Bldang Pemermtahan

 Unit Organisasi =
o Q_Sub Umt Orgamsa& MRS

NOURUT | TURAIAN T 201 [120%0 [ KENAIKAN/ [% .
8 - PENDAPATAN-LO“ - . -
81 : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) o |
811 'v o Pendapatan Pajak Daerah LO
“ | 812 | Pendapatan Retribusi Daerah - LO
: 8‘.1.3:‘_ ' Pendapatan Hasil Pengelolaan S
- Kekayaan Daerah yang Dlplsahkan-LO
814 -lamPADYangSah Lo
9 BEBAN :
191 BEBAN OPERASI‘
9.1.1° | Beban Pegawai = .-
9.1.2 | Beban Barangda.nJasa } ST
917 | Beban Penyusutan dan Arnort.tsaSI RN B
lo1s Beban Penyls1han Piutang - A
o : SURPLUS/DEFISIT—LO,

Kepala SKPD »

. Nama Kegala SKPD
- NIP Kepala SKPD
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2) Format Laporan Operasmnal PPKD

PEMERINTAH KABUPA’I‘EN KARANGANYAR

i IR LAPORAN OPERASIONAL A ‘
i Untuk Tahun Yang Berakhzr Sampaz Dengan 31 Desember 2OX 1 dan 20X0

Urusan Pemermtahan “':_'_ ‘

o Bldang Pemerlntahan s

- Unit Organisasi et
o Sub Umt Organlsa31 R

NO. . URAIAN - 20X1 | 20X0 | KENAIKAN/ | %
(PENURUNAN)
- PENDAPATAN - LO | R
" |82 | PENDAPATAN TRANSFER - LO
| 8.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO .
1822 Pendapatan Transfer Pemenntah Pusat ~La1nnya
8 2. 3" v’Pendapatan Transfer Pemenntah Daerah Lamnya- |
'LO B . :
] 8. 2 4’ - Bantuan Keuangan LO -
" | 8.3 - | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
1 | vyaNGsSAH-LO
8.3.1 | Pendapatan Hlbah~L0
8.3.2 | DanaDarurat-LO , ,
8.3.3 Pendapatan Lamnya - LO -
9 BEBAN -
9.1' | BEBAN OPERASI
9.1.3 | Beban Bunga - -
9.1.4 |  Beban Subsidi . -
9.1.5 | Beban Hibah
" 19.1.6 | Beban Bantuan Sosial -
'19.2 | BEBAN TRANSFER : ’ o
9.2.1 | Beban Transfer Bagi Hasil Pa_]ak Daerah 1
9.2.2' | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9.2.3 || Beban Transfer Bantuan keuangan ke Pemenntah v
9.2.4 | Beban Transfer bantuan Keuangan ke Desa
9.4 . :  BEBAN LUAR BIASA Ty
9 4 1 j Beban Luar Bxasa o
SURPLUS/DEFISIT-LO | .

5 »Karanganyar 31 Desember 20X1 o

Jabatan Kepala PPKD

S vNai‘m‘a Képval'-a‘ PPKD e
- NIP Kepala PPKD




3) Format Laporan Op'erav}s‘vi_onélb ‘P:er‘n}eri#ltah' Daerah |

* . PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
i o - LAPORAN OPERASIONAL Lo FE S
Untuk Tahun Yang Berakhzr Sampaz Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 '
NO.URUT URAIAN PR '-i 'zoxi“ 20):{0” CKENAIKAN/ | %
NN S - SR R (PENURUNAN)
8 PENDAPATAN - LO
81 . PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)~L0
8.1.1 ;. . Pendapatan Pajak Daerah -LO
8.1.2 = - Pendapatan Retribusi Daerah-LO .
8.1.3 . Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan e
R | .Daerah Yang Dipisahkan-LO - o
8.1.4 ¢ " Lain-lain PAD Yang Sah-LO
8.2 . { PENDAPATAN TRANSFER~-LO
8.2.1 ‘i Pendapatan 'I‘ransfer Pemerlntah Pusat-
8.2.2 ' Pendapatan ’i‘ransfer Pemenntah Pusat -

O 0101000 WWWY WY
NHHD—II—IHO—'t—lI—‘I—"
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SRS
oo
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|e23i
924

94
9.4.1 "

Lainnya ~ LO .

" Pendapatan Transfer Pemenntah Daerah
- Lainnya-LO - - . ’

. Bantuan Keuangan - LO AR
LAIN-LAIN PEN DAPATAN DAERAH ,
YANG SAH-LO ' .

Pendapatan Hlbah LO

..Dana Darurat - LO ! .
Pendapatan Lamnya -LO -

BEBAN
BEBAN OPERASI
- Beban Pegawai

" Beban Barang dan Jasa

" Beban Bunga .
-Beban Subsidi - -

- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosm!

Beban Penyusutan dan Amortlsa51

- Beban Penyisihan Piutang - =

BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Bagi Hésﬂ Pajak Daerah N S

. Beban Transfer Bag1 Has1l Pendapatan

Lainnya -

- Beban Transfer Bantuan keuangan ke o N

- Pemerintah )
~ Beban Transfer bantuan Keuangan ke
Desa - :

BEBAN LUAR BIASA .
Beban Luar Biasa .

SURPLUSIDEFISIT-LO




5. LAPORAN ARUS KAS

a. Laporan Arus Kas menya_]lkan informasi mengenal sumber,

o penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode
- Akuntansi, dan saldo kas dan setara kas ‘pada- tahggal
" pelaporan. | | ,

b Arus maéuk_ dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas opérasi, ihvestasi,‘ pendanaan, dan transitoris. |
Dapat diuraikan sebaga1 berikut :

1 1) Akt1v1tas Opera31 ,

a) Arus kas bersih aktmtas operasi merupakan 1nd1kator
~yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah
Daerah dalam menghasﬂkan kas yang cukup' untuk
meinbiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan
‘datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari
Iuér.' | | |

b) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh
dari antara lain:

(1) Penerimaan perpajakan;
(2) Penerimaan retribusi;
 (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dlplsahkan,
(4) Penerimaan transfer,
(5) Penerimaan hibah; |
6) 'Penerir‘naan dana darurat; ‘
(7) Penerimaan lain-lain/ penerimaém dari pendapatan
' luar biasa; - o

c) Ai'lis keluar kas“ untuk  aktivitas operasi tcrﬁtéma
digunakan untuk pe‘ngeluaran,‘ antara lain: -
(1) Belanja Pegawai;

" (2) Belanja Barang dan Jasa;
" (3) Belanja Bunga;
(4) Belanja Subsidi;
(5) Belanja Hibah;
(6) Belan_]a Bantuan Sosial
(7} Belanja Lain- lam/Tak Terduga, dan

(8) Transfer Keluar.
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2) Aktmtas Investa31 RS

penenmaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka' ;  L

'penenmaan dan pengeluaran kas yang berhubungani'vv'?; -

o dengan perolehan atau pemberlan plnjaman jangka -

;,'3 Aru kas dan vaktmtas mvestasx mencermmkan’ o

._,“_perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang |

_ bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung .
pelayanan Pemenntah Daerah kepada maSyarakat d1
.:"‘Jmasa yang akan datang R o
L Arus masuk kas dar1 akt1v1tas 1nvestas1 terdm dar1
SRRt Penjualan AsctTetap; ~
(2) Penjualan Aset Lamnya, BRI LTI

(3) Penca1ran Dana Cadangan

(4) Penerlmaan dar1 DIVCStasl’ ‘

Pl ‘v'ﬁ[5) PenJualan Investam dalam bentuk sekuntas
';f; (l) Perolehan Aset Tetap,

) -Arus keluar kas dar1 aktmtas 1nvestas1 terdm dar1

| ’(2) Perolehan Aset Lamnya

o - (3) Pembentukan Dana Cadangan,
ST »:_(4) Penyertaan Modal Pemermtah
B S vk(5) Pembehan Investas1 dalam bentuk sekuntas
N ;,,3) Aktwltas Pendanaan L o

a) Arus kas dan akt1v1tas pendanaan mencerrmnkan' “

. panjang

b)}‘,,"Arus masuk kas dar1 akt1v1tas pendanaan antara Iam AR

(1) Penerlmaan Utang Luar Negen, o
: (2) Penerlmaan dar1 Utang Obhgas1

: :‘(3) Penerlmaan Kembah Plnjaman kep«’:ld‘?l Pemerlntahb' " 1}

Daerah

: (4) Penenmaan Kembah ijaman kepada Perusahaan f- e

- Negara,

:’iArus keluar kas darl akt1v1tas pendanaan antara lam

(1) Pembayaran Pokok Utang Luar N egen, :

o l,‘,(2) Pembayaran Pokok Utang Obhga81, R

IR (3) Pengeluaran Kas untuk D1p1n_]amkan | kvepad‘é

Pemerlntah Daerah

L ggl Y



4)

(4) Pengeluaran Kas untuk ’Dipihjaﬁikéﬁ - kepada
| PerusahaanNegara o
Akt1v1tas Transﬁorls ‘ o , o v ‘
a) Akt1V1tas tranmtorls adalah akt1v1tas penenmaan dan'

- -'pengeluaran kas yang tldak termasuk dalarn akt1v1tas

o opera81, 1nvesta51, dan pendanaan,

b) vArus kas dan akt1v1tas tran31tons mencermmkan

,f,,penerlmaan dan pengeluaran kas bruto yang tldakv

“'mempengaruhl pendapatan beban dan pendanaanvv;”» ’
*'_pernenntah LT o N
<) Arus masuk kas dar1 akt1v1tas trans1torls mehpuu

penerlmaan PFK ‘dan’ penerlmaan transﬂoms sepe;jt‘l_": .

kmman uang masuk dan penerlrnaan kembah - uang

= persedlaan dari bendahara pengeluaran. o

- ﬁ:,.;,d) Arus keluar kas dari - akt1v1tas tran81torls | Il'lellputl -

. pengeluaran PFK dan pengeluaran transu:orls sepertl
»-};klrlman uang keluar dan pemberlan uang persedlaanv -~

kepada bendahara pengeluaran, o

. gf:) PFK menggambarkan kas yang berasal dar1 Jumlah dana_j

'yang dlpotong darl Surat Permtah Membayar atau dlterlmai'
e secara tunau untuk plhak ketlga rmsalnya potongan Taspen -
- dan Askes Klnman uang mcnggambarkan mutam kasﬁ'

i antar rekenmg kas umum negara/ daerah

c. Format Laporan Arus Kas adalah sebagal benkut

i
P
B

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
'  LAPORAN ARUS KAS .

Untuk Tahun Yang Berakhlr Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

" Metode Langsung :

;i'

i No ) Uralan S : S q- 20X1' S 20X0

1. Arus Kas dari Aktnwtas Operasl e : . N
2 Arus Masuk Kas
3 Penerimaan Pajak Daerah

-4 Penerimaan Retribusi Daerah :

- § Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Duplsahkan

X - - Penerimaan Lain-Lain Pad yang sah
7 - Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

-8 - Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumbe Daya Alam

g Penerimaan Dana Alokasi Umum

10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus
1. Penerimaan Dana Otonomi Khusus -

12 Penerimaan Dana Penyesuaian
13 - Penerimaan Pendapatan agi Hasil Pajak -
14 - Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
15 - Penerimaan Hibah
16 Penerimaan Dana Darurat
17 Penerimaan Lainnya - - :

18 Penenmaan dan Pendapatan Luar Blasa




Jumiah Arus Masuk Kas (3s.d 18)

20 Arus Keluar Kas
21 - Pembayaran Pegawai
22 - Pembayaran Barang
23 Pembayaran Bunga
24 Pembayaran Subsidi -
25 Pembayaran Hibah
26 Pembayaran Bantuan Sosial
- 27 Pembayaran Tak Terduga
28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak
29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
30 - Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
- 31 Pemtayaran Kejadian Luar Biasa
32 Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d 31)
33 Arus Kas Bersih dan Aktivitas Operasi (19-32)
34 Arus Kas darl Aktivitas Investasi
35 Arus Masuk Kas
36 Pencairan Dana Cadangan
37 Penjualan atas Tanah
38 Penjualan stas Peralatan dan Mesin
.39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan
- 40 - Penjualan alas Jalan, Irigasi dan Jaringan -
41 Penjualan Aset Tetap
42 Penjualan Aset Lainnya
43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Pemmanen
45 Jumiah Arus Masuk Kas (36 s.d 44}
46 Arus Keluar Kas
47 Pembentukan Dana Cadangan
48 Pervlehan Tanah
49 Perolehan Peralatan dan Mesin
50 Perolehan Gedung dan Bangunan
51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
52 . Perlehan Aset Telap Lainnya
- 83 - Perolehan Aset Lainnya
54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
56 Jumlah Arus Keluar Kas {47 s/d 55) -
- 57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 » 56)_
58 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan :
59 | Arus Masuk Kas
60 . Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
.61 Pinjaman Dalam Negeti - Pemerintah Daerah Lainnya
62 Piniaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Neg_ra
67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
68 Penerimaan Kernbali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lamnya
69 Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)
70 Arus Keluar Kas
- 71 Pembayaran Pokek Pinjaman Datam Negeri - Pemerintah Pusat
72 Pembayaran Pokek Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
- 74 —_Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
76 - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
77 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
78 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah -
79 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
80 Jumiah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)
- 81 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)
- 82 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
83 | Arus Masuk Kas
84 - Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK
85 Jumlah Arus Masuk Kas (84)
- 86 Arus Keluar Kas
87 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK
88 Jumlah Arus Keluar Kas (87)
89 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)_
- %0 Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)
91 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran
92 Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (80+81)
93 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas
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6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a.

~Laporan Perubahan Ekultas menyajxkan pos pos:

1) : Ekuitas awal _ v -
) Surplus/ defisit-LO pada perlode bersangkutan, '

b.

- 3) Korek&—korekm yang langsung menambah/ mengurang1

eku1tas, yang antara lain berasal dari dampak kumulanf
yang disebabkan oleh perubahan Keszakan Akuntansi dan
korek51 kesalahan mendasar, m1salnya '
a) koreksi kesalahan rnendasar dari persedlaan yang terJ adi
pada penode- eriode sebelumnya;
b) perubahan nilai aset tetap karena revalua31 aset tetap.
4) Ekuitas akhir. '

Format Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

' PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

~ Untuk Tahun Yang Berakhir SAMPAI Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO

URAIAN: ' 20X1 20X0

—

EKUITAS AWAL

N

SURPLUS/DEFISIT LO

w

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

SELISIH REVALUASI ASET TETAP

LAIN-LAIN

B B I K %00 I

EKUITAS AKHIR

a.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan Entitas 1aihnya

Catatan atas Laporan Keuangan dlsajlkan dengan susunan

sebaga1 benkut '

1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi; ’ '

2) Kebljakan fiskal/keuangan dan ekonbmi makrb'

- 3)  Ikhtisar pencapa1an target keuangan berikut hambatan dan

kendalanya;
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,44)

Kebijakan Akuntansi yang penting:

a) Entitas Akuntansi/ pelaporan;

~ b) Basis Akuntansi yang mendasan penyusunan laporan

S)

6)

7)

lvkeuangan, }

c)‘ Ba31s pengukuran yang dlgunakan dalam penyusunan
laporan keuangan; '

d) Kesesuaian kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang
diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan
Standar Akuntansi Pemenntahan oleh suatu - Entxtas
‘Akuntansi/pelaporan; |

e) Setiap Kebijakan Akuntansi tertentu yang d1perlukan

"~ untuk memahami laporan keuangan.

Penjelasan pos- pos Laporan Keuangan

'a)- Rmcxan dan pen_lelasan rnasmg—masmg pos Laporan

~ Keuangan; ‘ - .

b) Péhgungkapan informasi yang diharuskan oleh
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum dlsajlkan
“dalam lembar muka Laporan Keuangan -

Informa31 tambahan lainnya yang dlperlukan 'Séperti

gambaran umum daerah.

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar yang tidak dlsajxkan dalam lembar muka laporan

keuangan.

. Catatan atas' Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan' ‘Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus

mempunyai referensi silang déngan informasi terkait dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Di

dalam bagian penjelasan akan Kebijakan Akuntansi,

dljelaskan hal-hal berikut ini:

)

2)

Dasar pengakuan dan pengukuran yang dlgunakan dalam'
penyusunan laporan keuangan,

Kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang berka’itan‘A dengan
ketentuan-ketentuan masa vtran’sis_i, Standar Akuntansi

Pevm'érintaha}n diterapkan oleh suatu Entitas Pelaporan; dan
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3)

Setiap Kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan urituk

memaham1 laporan keuangan.

. Dalam menentukan apakah suatu Kebijakan Akuntansz perlu

dlungkapkan, manajemen harus mempertlmbangkan apakah 3

pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk

memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan

keuangan.

. Kebljakan -Kebijakan Akuntansi yang perlu dlpertlmbangkan

untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

mehputl, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebaga1 berikut:

1)
2

3)

4)
S)
6)
7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)

Pengakuan pendapatan-LRA;

Péngakuan pendapatan-LO

Perigékuan belanja; E

P}engékuanvbeban; - |
Prifisip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
Investasi; h

Pengakuan dan penghentlan /penghapusan aset berwujud
dan tidak berwujud;

Kontrak-kontrak konstrukéi; |

Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

Kemitraan dengan fihak ketiga;

Biaya penelitian dan pengembangan;

‘Persedlaan baik yang untuk dgual maupun untuk dipakai

sendm,
Dana cadangan;

Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
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f. Format C}atatan'étas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: -
' 1) }' Catatan atas Laporan Keuangan_ SKPD- |

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD .....

- [Bab1

| Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 sttemanka penulisan catatan atas laporan keuangan
SKPD

[Babll

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD o
2.1 Ikhtisar realisasi pencapauan target kmeqa keuangan
SKPD
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapa1an target
- yang telah ditetapkan : . .

Bab III

Kebijakan Akuntansi , »

3.1 Entitas Akuntan81/Ent1tas . Akuntansi/pelaporan
keuangan daerah SKPD

3.2 ‘Basis Akuntansi yang mendasan penyusunan laporan
 keuangan SKPD : v

3.3 Basis pengukuran yang mendasan penyusunan laporan

- keuangan SKPD

3.4 Penerapan Kebljakan Akuntansi berkaitan = dengan
ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

3.5 Kebijakan Akuntansi tertentu -

Bab IV_

Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
4.1 LRA
4.1.1 Pendapatan_LRA
'4.1.2  Belanja

| 4.2 Laporan Operasional

4.2.1 Pendapatan -LO
" 422 Beban E
' 4.2.3  Kegiatan Non Operasmnal
' 4.2.4  Pos Luar Biasa

| 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

' 4.3.1- Perubahan Ekuitas
4.4 Neraca :
. 441 Aset
5.4.2 Kewajiban
5.4.3 Ekuitas

BabV

Bab VI

Penjelasan atas 1nformasx-1nformas1 non keuangan SKPD
Penutup '

34




P 2) Catatan atas Laporan Keuangan PPKD }_
» PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
GNNHANATASLAPORANKEUANGANPPKD

o Babl Pendahuluan

1.1 Maksud dan tuJuan penyusunan laporan keuangan

. PPKD , 3

112 Landasan hukum pcnyusunan Iaporan keuangan PPKD ,

1.3' : S1stemat1ka penuhsan catatan atas laporan keuangan
 PPKD : :

| BabII- ‘Ekonomi makro, kebuakan keuangan dan pencapalan target
A kmeljaAPBD PPKD - . :

2.1 ~ Ekonomi Makro/ Ekonom1 Regwnal

2. 2 " Kebijakan keuangan o v
2.3 Indikator pencapaian target klner_]a APBD

Bab III .Ikhtlsar pencapaian kmel]a keuangan PPKD

i 3 1 - -Ikhtisar reahsaSI pencapalan target kmexja keuangan
' ,_PPKD o e
v 3.2 'Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapa1an

. target yang telah dltetapkan

BabliVv- Kebljakan Akuntansi -

o keuangan daerah PPKD =

4.2 - Basis Akuntansi yang mendasan penyusunan laporan '
|+ . keuangan PPKD - : ’
~14.3  Basis pengukuran yang mendasan penyusunan laporan

~ _ keuangan PPKD ' v .

4.4 Penerapan chljakan Akuntansx berkaltan'- dengan‘

| ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD
4.5 - Kebijakan Akuntansi tertentu :

4.1 = Entitas Akuntan31/ Entltas ‘ _Akuntansi/ jielaporah" I

BabV PenJelasan pos-pos laporan keuangan PPKD S
3 5 1- LRA
- S5.1.1 Pendapatan-LRA
T E - 5.1.2  Belanja -
e e e |0 | . 513 Pembiayaan
L SERNNEEE IR B 2 Laporan Operasional
521 Pendapatan-LO
522 Beban
~ 52.3  Kegiatan Non Operasxonal R
. |". . 524  PosluarBiasa = ’
| 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas ~
531 Perubahan Ekultas AR
5.4 :Neraca T e T
541 Aset_,,l, .i_ f S
' 5.4.2  ‘Kewajiban = .
- 543  Ekuitas
155 ALaporanArusKas o
. 55.1  ArusKas dari Opera31 - . -
- 5552  Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan o
' 5.5. 3 ~ Arus Kas dari Aktivitas Pemblayaan : '
5.5.4 - . Arus Kas dari AKtivitas Transitoris .

Bab VI ' | Penjelasan atas mformam-mformasu non keuangan PPKD

Bab VIl | Penutup

TR



' 3) Catatan atas Laporan Keuangan Pemermtah Daerah

' PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR‘ S

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

[Bab1

© [Babim

Pendahuluan - : R I
~.|1.1 Maksud dan - tuJuan penyusunan laporarr .
) keuangan v .
1.2 - Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
'1 3 sttematxka penulxsan catatan . atas laporan
Babll - Ekonom1 makro,‘kebxjakan keuangan dan pencaparan
o target kinerja APBD - g .
1 2.1 Ekonomi Makro/ Ekon0m1 Regmnal
2.2 Kebljakan keuangan R
2.3 - Indikator pencapaian target klneqa APBD
Ikhusar pencapaian kinerja keuangan 3 R
' 3 1  Ikhtisar reahsa31 pencapalan target k:lnelja
Lo - keuangan =~ )
32 Hambatan - dan kendala yang ”'ada dalam .
S b pencapaian target yang telah dltetapkan : 1
{BablV Kebljakan Akuntansi- - S
- - | 4.1 Entitas Pelaporan =~ -~ . Lo
‘1 4.2  Basis - Akuntansi- yang mendasan penyusunan
"~ laporan keuangan : o
4.3 . Basis pengukuran yang mendasan penyusunan o
| - laporan keuangan = - -
| 4.4  Penerapan Kebljakan Akuntans1 berkartan dengan -
" ketentuan yang ada dalam SAP FIRURTRE R
4.5 Kebijakan Akuntansi tertentu o
Penjelasan pos-pos laporan keuangan .
51 LRA
v v5.1.1 Pendapatan-LRA
- '5.1.2 " Belanja S
|" " 5.1.3  Pembiayaan -
152 Laporan Perubahan SAL
| 1 5.2.1 - Perubahan SAL
53 ;Laporan Operasional . -
0 58.38.1 Pendapatan-LO
o 5.3,2 "Beban - . IR
532 Keglatan Non Operas1ona1
| 534  PosLuarBiasa .
154 Laporan Perubahan Ekuitas
ol 541 Perubahan Ekmtas
155 - Neraca o
. 5.5.1 . Aset T ,f e
. .58.5.2 Kewajlban S
.~ . 553  Ekuitas -~ .
v5.'6“pLaporanArusKas SRR
.. . 5.6.1 . ArusKas dan Operas1 _ ke
: 5.6.2’;, Arus. Kas dari Investas1 Aset Non .
T .Keuangan o '
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e IV;"-'KEB'IJAKAN AKUNTANSI AI{UN’I EETT

' 1 Kebuakan Akuntan31 ini menjelaskan hal hal terkaut dengan ,': .

deﬁnlsl, pengakuan, pengukuran penyajlan dan pengungkapan

- akun- akun yang ada pada lembaran rnuka Laporan Keuangan.

- 2 Kebljakan Akuntansu yang d1susun oleh Pemermtah Daerah terkalt'; o

: dengan 1mplementa31 Akuntans1 berbasxs akrual didasarkan pada' -

| PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemermtahan B
,Jlka terdapat hal hal yang belum dlatur di ‘dalam Kebljakanv

o "Akuntans1 1m, maka Pernyataan Standar Akuntan31 Pernermtahan B

h .(PSAP] akan rnenjad1 rujukan perlakuan AkuntanSI (accountancy;

' ,ftreatment) atas transaks.1 yang terjadl '

. _dluralkan sebaga1 berlkut

Kebljakan Akuntan31 Aset o

. .erbl_]akan Akuntansx Kewajlban R
: erbljakan Akuntan31 Ekultas o :
."‘Kebl_]akan Akuntans1 Pendapatan LRA
}»._}_Kebljakan AkuntanSJ Belanja v :
‘Kebijakan Akuntan31 Transfer |

| Kebuakan Akuntans1 Pernb1ayaan | R

= qn;?- **'@ a0 oo

._.Kebg akan Akuntans1 Pendapatan LO

—

. Kebgakan Akuntan31 Beban _ o
Kebljakan Akuntansz Korek31 Kesalahan Perubahan Kebl_)akan

e

- ’""_}Akuntans1, Perubahan Estlmam Akuntans1, dan Opera31 Yang .
| """_,‘.-Tldak Dllanjutkan ' ' ' '

v KEBIJAKAN AKUN’I‘ANSI ASET
A UMUM S |

1 'rujuan r; RN RN SRR |

'I‘ujuan Kebgakan Akuntan51 aset adalah untuk mengatur’

P perlakuan Akuntans1 untuk aset dan pengungkapan 1nforma31- B

| "ﬁ 3 pentmg lamnya yang harus dxsajlkan dalam laporan keuangan |

| 2 Ruang L1ngkup

3. _Slstematlka penyajlan dalam Kebl_]akan Akuntans1 ini ~dapat

o Kebuakan ini dlterapkan dalam penyajlan seluruh aset dalam e

”laporan keuangan untuk tu_;uan umum yang dlsusun dan

E ’dlsajlkan dengan ba31s akrual untuk pengakuan pos pos aset, |
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kewa_uban, dan ekultas Kebl_]akan m1 dxtcrapkan untuk Entltas :

. v’tcrmasuk perusahaan daerah
| “73":.;Deﬁms1 B o

- ,,}Deﬁmsl Aset berdasarkan klasxﬁkasmya

’ lalu dan dar1 mana manfaat ekonom1 dan/ atau sos1a1 di
e masa depan dlharapkan dapat dlperoleh oleh Pcmenntah
Daerah serta dapat d1ukur dalam satuan uang, termasuk

‘: Surnber daya nonkeuangan Yang dlperlukan ‘untuk

B Akuntan31/Ent1tas Pelaporan Pemermtah Daerah tldak_,ﬂ""f--,x 3

v ‘a. Aset adalah sumber daya ekonom1 yang dlkuasal dan / atau S

- vvd1m111k1 oleh pemermtah sebaga1 ak1bat dari penstlwa masa o

'~,penyed1aan Jasa bag1 masyarakat umum dan sumber—

:¢  sumber daya yang d1pe11hara karena alasan sejarah dan' o

~ budaya. - R
E b. Aset Iancar adalah suatu aset yang dlharapkan segera untuk ! |

f.”dapat dlreahsasxkan atau d1m1hk1 untuk d1paka1 atau dgual R

L ,“V'_ydalam waktu 12 (dua belas) bulan se;ak tanggal pelaporan

¢ Aset lancar mehputl kas dan setara kas, 1nvestas1 Jangka‘ v' R

' ,,"pendek plutang, dan persedlaan

Cod }Aset non lancar adalah aset yang udak dapat dlmasukkan e

o dalam krlterla aset lancar yang mencakup aset yang ber31fat . o

.Jangka panjang dan Aset T1dak Berwumd yang dlgunakan S

vsecara langsung atau tldak langsung untuk keglatan

pernenntah atau yang d1gunakan masyarakat umum o
N "J_f}‘é'.»-;.Aset non lancar rnehputl 1nvestas: Jangka panjang, aset

R tetap, dana cadangan dan aset lalnnya R
B ASET LANCAR SR
: 1 Kas dan Setara Kas e

B a Deﬁmm Kas dan Setara Kas

1) Kas dan setara kas adalah uang tunal dan saldovz o

o 31mpanan d1 bank yang setlap saat dapat dlgunakan-f“.‘”

untuk memb1aya1 keg1atan Pemenntah Daerah atau“f‘ U

-.fmvestam Jangka pendek yang sangat llkl.lld yang siap -
o ; 'dlcalrkan menjadl kas serta bebas dam nsrko perubahan “ ‘

B _n11a1 yang mgmﬁkan
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.Kas adalah uang tuna1 dan saldo SImpanan d1 bank Yang'v'v‘}

S setlap saat dapat dlgunakan untuk mcmb1aya1 keglatan '

R pemermtahan

Kas terdm dar1

URY ! a) »“KaS di Kas Daer ah

v' o b}  Kas di Bendahara Penenmaan _ .
o ‘cv‘)""‘Kas d1 Bendahara Pengeluaran dan }‘ S
SRR ) d) ‘: Kas d1 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) . .
. *"f'g})".Setara kas a d alah mvestasl _]angka pendek yang Sangatgl ) ,
. ‘hkmd yang s1ap dl_]abarkan menjadl kas serta bebas dan" S |
o .':_‘,]Vns:ko perubahan nilai yang s:gmﬁkan o
: a) Sxmpanan di bank dalam bentuk depos1to kurang dar i

Setara kas terdm dan

3 (tlga) bulan, L

b) Investasi jangka pendek lamnya yang sangat hkmd o

atau kurang dam 3 (t]ga) bulan .

,Klas1ﬁkas1 kas dan setara kas secara term01 dluralkanv e

B . dalam Bagan Akun Standar (BAS)

v,."Pengakuan Kas dan Setara Kas "f e
1)

 a) pada saat potens1 manfaat ekonom1 masa depan L "

Secara umum pengakuan aset d11akukan

- ':dlperoleh oleh . Pemerlntah Daerah dan mempunyat
B - nilai atau blaya yang dapat dlukur dengan andal.

,’-‘b)}vﬂpada saat dxterlma atau kepem:hkannya dan/atau o

B kepenguasaannya berpmdah

."Atas dasar butxr b) angka I8 tersebut dapat dxkatakan B |

:"bahwa kas dan setara kas dtakw ‘pada saat kas dan

. setara kas dltcrlma dan / atau dlkeluarkan / dlbayarkan

[ ’.“}',Pcngukuran Kas dan Setara Kas

- : - Kas dan setara kas dlukur dan dlcatat sebesar mlal nommal R
C N11a1 nomlnal artmya dxsajlkan sebesar n11a1 ruplahnya

B Apablla terdapat kas dalam bentuk valuta asmg, d1konver31: -

o rnenjadl rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada’ Y

o tanggal neraca D
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d. Peh}fajian dan Péngungkapah vKas‘vda;h‘ Setar'av Kas o

H

al-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan

Pemermtah Daerahbcrka:tan dengan kas dan setara kas,

antara laln

.

rlnc1an dan mIa1 kas yang dlsajlkan dalam laporan

keuangan, _

2)

rincian dan nilai kas yang ada dalam rekenmg kas umum

~ daerah namun merupakan kas - tranmtorxs yang belum

: ,dlsetorkan ke plhak yang berkepentlngan

2. Investa31 Jangka Pendek

- a. Definisi Investasi Jangka Pendek

1)

Investasi adalah Aset yang dlrnaksudkan untuk

memperoleh manfaat ekonomIS sepert1 bunga, dmden dan

2)

royaltx atau manfaat sosial.

Investasi jangka pendek ~adalah investasi yang dapat

segera  diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam

rangka manajemen kas yang artinya Pemerintah Daerah

':dapat menjual investasi tersebut apabila  timbul

- kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta d1m1hk1 selarna

3)

kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan

_ dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b Pengakuan Investa31 J angka Pendek |

1)

Pengeluaran kas menjadl investasi Jangka pendek dapat

d1aku1 apablla memenuh1 kriteria sebagai berikut:

) Manfaat ekonom1 dan manfaat sosial atau jasa
pontensnal di masa yang akan datang atas suatu
investasi Jangka pendek tersebut dapat diperoleh
Pemermtah Daerah. Pemermtah Daerah perlu mengkaji
tmgkat kepastlan mengalirnya manfaat ekonomi dan
manfaat sosial atau Jasa ‘potensial di masa depan
berdasarkan b_uktl-buktl yang tersedia pada saat
pengakuan yang} pertama kali | o |

b) Nilai nominal afau nilai wajai investasi jangka pendek

dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya
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| transaksi pembelian atau pehempatén dana ‘yang
didukung dengan bukti yang  menyatakan/
‘meng1dent1fikasxkan biaya perolehannya/ n11a1 dana
; yang dltempatkan '

2) Penerimaan kas dapat diakui sebaga1 pelepasan/ pengurang

‘mvestasvl Jangka pendek apablla terjadi penjualan,"

"pclepasan hak, atau pencauran dana kaifena kebutuhan,

jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah

" Daerah.

- 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek,

antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan

~ deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh

~ sebagai pendapatan.

. C. Pengukuran Investa31 Jangka Pendck

=

2)

Secara umum untuk investasi yang mem111k1 pasar aktif |

yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar

'dapat dlpergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar,

Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka

}dapat dlpergunakan nilai nomlnal nilai tercatat atau nilai

wajar lalnnya v
Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan
sebagai berikut : |
a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
(1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka
investasi jangka ‘pendek diukur dan dicatat
~ berdasarkan harga transaksi investasi ditambah
komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya
lainnya yang timbul dalam rangka perolehan
tersebut. o , o #
| (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, :
maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat
berdasarkan nilai wajar' investasi pada tanggal
perolehannya yaitu sebeSar harga pasarnya. Dan
jika tidak terdapat nilai wajar, maka mvcstam

Jangka pendek dicatat: berdasarkan nilai wajar aset
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tersebut

dlukur dan dlcatat sebesar n1Ia1 nommalnya v

- d Penyajlan dan Pengungkapan Investa31 Jangka Pendek v
B 1) Investa81 Jangka pendek dlsajlkan sebaga1 baglan dan . |
o Aset Lancar L o

Iam yang dlserahkan untuk memperoleh 1nvesta31

b) Investa31 Jangka pendek dalam bentuk non saharn :

e 2) »Pengungkapan 1nvesta51 Jangka pendek dalam Catatan o

. atas Laporan Keuangan sekurang—kurangnya R

- mengungkapkan haI hal sebaga1 berlkut

- a) Kebljakan Akuntansx penentuan n11a1 1nvestas1 Jangka .

e pendek yang dumhk1 Pemenntah Daerah L

o b); 'Jems-jems 1nvestas1 Jangka pcndek yang d1m111k1 oleh E

| c Pemenntah Daerah ‘ I | “

o ¢ Perubahan n11a1 pasar 1nvestasx Jangka pendek Ulka;
ada), : : CoinTh REE

‘vd)‘v.Penurlvman _ nrlal | 1nvés"taé.1 _]angka pendek yang

o &gmﬁkan dan penyebab penurunan tersebut

| €) " Perubahan: pos 1nvesta31 yang dapat berupa

T»reklaSIﬁkaSI anCStaSI permanen menjadl 1nvesta31

Jangka pendek ' aset tetap, . aset Iam lam dan T

o sebahknya (]1ka ada)
3 Plutang . o
. a Defimsl Plutang

1) P1utang adalah Jumlah uang yang Wajlb dlbayar kepada " o

. Pemenntah Daerah dan/ atau. hak Pemenntah Daerah S Co

_yang dapat d1n11a1 dengan uang sebaga1 aklbatﬂ'ﬁ s

peqan_]lan/ atau aklbat lalnnya berdasarkan peraturan

R perundang—undangan atau aklbat lamnya yang sah.

| "’2})‘ : Penylsman Pmtang adalah tak51ran mlal p1utang yang : =

R kemungkman t1dak dapat d1tenma pembayarannya R

,dlmasa akan datang darl seseorang dan/ atau korporas1

BRE dan/ atau Entttas lam

o 3) = Penllalan kuahtas plutang untuk peny151han plutang tak o

tertaglh d1h1tung berdasarkan kuahtas umur p1utang,>\_ |
i Jenls / karakterlstlk' _p1uv1_:an}g, dan dlterapkan dengan‘ B

a2 o -




‘ melakukan mod1ﬁkas1 tertentu tergantung kOI‘ldlSl dari

| 4)"

_debiturnya

Kla31ﬁkas1 p1utang secara tenncx d1ura1kan dalam Bagan
Akun Standar (BAS)

b. Pengakuan Piutang

1)

Plutang pendapatan yang berasal dari peraturan

| perundang-undangan diakui pada saat timbul klaim/hak

untuk menagih uang atau manfaat ekonomi ‘lainnya

kepada Entitas, yaitu pada saat :

a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang
belum dilunasi ;

b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan |

2)

pené_gihan serta belum dilunasi.
Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu
peﬁStiwa’ yang :ti‘mbul dari pemvberian pinjaman,
penjualan, kemitraan, dan pembcrian fasilitas/jasa yang

diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di

. neraca, apabila rnemenuh1 kriteria:

a) harus dldukung dengan naskah peljanjlan yang

menyatakan hak dan kewajlban secara jelas; dan

. b)  jumlah plutang dapat diukur;

3)

a)

5)

Piutang BPJS/Jaminan Kesehatan Nas1onal diakui
berdasarkan konfirmasi klaim pembayaran oleh BPJS
Kesehatan dan telgh disetujui kedua belah pihak paling.
sedikit satu kali péda akhir periode pelaporan.
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan
dokumen sah yang d1terb1tkan pemermtah pusat atas
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dlbayarkan

- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya

- Alam diakui pada: saat Pemerintah PuSat mengakui dan

menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu

- pada akhir tahun anggaran. .

9

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan
dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas
Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.
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Plutang transfer Ialnnya d1aku1 apablla | o

{ a) }dalam h I penyaluran tldak , memerlukan”:;

S ditransfer akan menjadl hak taglh atau pxutang bagr S |

- dokumen sah yang chterbltkan pemenntah prov1n31 atas"” .

o tertuang dalam dokumen sah kurang transfer yang‘ -

'persyaratan apabrla sarnpa1 dengan aklur tahun

Pemermtah Pusat belum ' menyalurkan seluruh e

pembayarannya dan mengakm s1sa yang belum B

o ‘daerah penenma o ‘ ‘ S
‘b)*‘fdalam hal pencalran dana dlperlukan persyaratan, .

‘mlsalnya tmgkat pcnyelesalan pekerJaan tertentu,] B

B ~maka trmbulnya hak tagrh pada saat persyaratan‘

o sudah dlpenuhl dan Pemenntah Pusat rnengakm

| ”kekurangan transfer tersebut

Plutang Bag1 Ha31l dan pl‘OVll’lSl dlakul berdasa.rkan

I }, bagi hasﬂ dar1 provrns1 yang belum dlbayarkan :
9 Plutang transfer antar daerah d1h1tung berdasarkan has1l o
i I‘eahsaSI pendapatan yang bersangkutan yang menjadl o

'hak/ baglan daerah penenma yang belum dlbayar dan

R v'dlterbltkan pemerlntah daerah Iamnya -

tahun anggaran ada kelebihan - transfer Jlka keleblhan_,. :
| transfer belum dlkembahkan maka keleblhan dlmaksud R

Plutang keleblhan transfer ter_yadl apablla dalam suatu | RS

,, dapat drkompensasﬂcan dengan hak transfer penode A

o benkutnya

R ’I‘P/TGR harus dldukung dengan bukt1 SK Pembebanan_.]'_' o
| / SKP2K/SKTJM/Dokumen yang | dlpersamakan, “yang
‘menunjukkan v bahwa penyelesalan ;_atas o TP/TGR L

"i.ﬁ:jawab seseorang dan bersedxa menggant1 keruglan;.vf

Perlstlwa yang memmbulkan hak taglh berkaltan dengan - o

. ‘ dllakukan dengan cara dama1 (dlluar pengadllan) o
B SK Pembebanan/SKPQK/ SKTJM/Dokumen | yangf_ o
o .»,_'dlpersamakan merupakan surat keterangan tentangv S

»»pengakuan bahwa keruglan tersebut men_]adl tanggung

}‘ tersebut Apablla penyelesalan TP/TGR tersebut

dﬂaksanakan melalm _]alur pengadﬂan, pengakuan -
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plutang baru dllakukan setelah terdapat surat ketetapanv s
dan telah dlterbltkan Surat penaglhan ' ' |

(b) Pengukuran Plutang

1) -

Pengukuran plutang pendapatan yang berasal dan'

o peraturan perundang undangan adalah sebaga1 ber1kut

v a)

S :dengan tanggal pelaporan dari scnap taglhan yang
v d1tetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar :

o yang dlterbltkan, atau IR .

- :.dengan tanggal pelaporan dari seuap taglhan yang .

dlsajlkan sebesar nilai yang belum d1luna31 sampax»

dlsapkan sebesar n11a1 yang belum d11unas1 sampa1

telah dltetapkan terutang oIeh Pengadllan Pa_;ak* - o

o 'untuk Wajlb Pajak (WP) yang mengajukan bandmg, RN
~atau. . | »‘ R o

'disa_]lkan sebesar nllal yang belum dlluna31 sampalb‘

dengan tanggal pelaporan dan setlap taglhan yang' i

) }mas1h proses bandxng atas keberatan dan belum ‘

B d1tetapkan oleh majehs tuntutan gant1 rug1

Pengukuran plutang yang berasal darl perlkatan, adalah : ‘

o sebaga1 berikut:

. a)

mengcnal kewajlban bunga, denda commztment fee |

o Plutang pembenan plnjarnan d1n1la1 dcngan jumlahqv o

Pembenan panaman |

o yang dlkeluarkan dan Kas Daerah dan/ atau apabﬂa | :

. berupa barang/ Jasa harus d1n11a1 dengan nilai WaJar

Plutang dari penjualan d1aku1 sebesar nilai sosuai

pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa tersebut

vApablla dalam naskah perJan_]lan plnjaman d1atur

~*:.dan/ atau b1aya-b1aya plnjaman lamnya, ‘maka pada
- akhir perlode pelaporan harus dlaku: adanya bunga, -
"'denda, commztment fee dan/ atau blaya lalnnya pada ’

Yj penode bexjalan yang terutang (belum d1bayar) pada’.,j'

) akh1r penode pelaporan ' '

, Pen_]ualan

B naskah perjanpan pen_]ualan yang terutang (belurn'” |
dlbayar) pada akhn~ perlode pelaporan Apablla dalam
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. pelj anjian dlpersyaratkan adanya p‘c)tbngan‘ o

) pembayaran, maka n11a1 plutang harus dICatat

o sebesar mlal ber31hnya

) Kemltraan o

. "P1utang yang t1mbul dlakul berdasarkan ketentuan-

vketentuan yang dlpersyaratkan dalam naskah*

o per_lanjlan kemltraan

e d). Pembenan faS111tas/Jaéa S

o vl:vffPlutang yang t1mbul d1aku1 berdasarkan fas111tas atau o

Jasa yang telah d1ber1kan oleh pemenntah pada akh1r' |
. | penode pelaporan dlkurangl dengan pembayaran f. _-

L v,v:atau uang muka yang telah chtenma

. € ; _Pengukuran terkaxt p1utang BPJ S

3 |
o "a) Dana Bagl Hasﬂ dlukur pada saat Pernerlntah Pusat' S

Plutang BPJS/Jamlnan Kesehatan Nas1ona1 dlukur’ft"i :

| : berdasarkan konﬁrmasx klalm pembayaran oleh BPJS .
: Kesehatan dan’ tclah dlSCtUle kedua belah plhak L

pahng Sedlklt satu kali pada akhu' penode pelaporan
Pengukuran plutang transfer adalah sebaga1 benkut "

mengaku1 dan mcnetapkan adanya DBH terutang : 2

o sejumlah tertentu pada akhlr tahun anggaran

»:.‘b) Dana Aloka31 Umum (DAU) d1ukur berdasarkan :

dokumen sah yang d1terb1tkan pemermtah Pusat atas :
s c) Dana Aloka31 Khusus, dlukur berdasarkan dokumen o
9

- yang dlkemukakan, dlsaﬂkan sebaga1 aset lalnnya"»v.f S

R Vsebesar nilai yang dlluna31 berdasarkan surat ketentuan: IR

Dana Alokasu Umum (DAU) yang belum dlbayarkan

sah yang dlterbltkan pemermtah pusat atas Dana‘

" Alokasi Khusus (DAK) yang belurn dlbayarkan

'Iv‘Pengukuran plutang gantl rugl berdasarkan pengakuan ]

o penyelesalan yang telah dltetapkan, o

RS terhadap pengakuan awal plutang d1saJ1kan berdasarkan
. nllat nommal taglhan yang belum dilunasi . tersebut’

o d;kurangl penylslhan keruglan plutang ‘tidak tertaglh

Pengukuran R benkutnya ' (Subsequent Méasufément}' o

o Apablla t_e;]adlvvv_ kond151 . yang memungklnkan -

a6




6)

7)

8)

9)

penghapusan plutang maka ma31ng-mas1ng Jems piutang
disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
Pemberhentlan pengakuan plutang selain pelunasan juga

dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustaglhan '

, (wnte~oﬂ) dan penghapusbukuan (write down).

Plutang disajikan scbesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara
nilai no}minal piutarig dengan pényisihan piutang. ‘
Kualitas piutang bdikelompokkan meﬁjadi 4 (empat) |
dengan klasifikasi sebagai berikut: |
a) Kualitas Piutang Lancar; |

~ b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- ¢) Kualitas Piutang Diragukan;
- d) Kualitas Plutang Macet.

Penggolongan kriteria kualitas plutang pajak daerah

,dxklas1ﬁkas1kan berdasarkan cara pemungutan:

a) Pajak yang dlbayar ~sendiri oleh Wa_]lb pa_jak‘
(self assessment) dllakukan dengan ketentuan
(1) Kualitas Lancar dapat ditentukan dengan kntena
- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; |
dan/ atau '
}‘ (c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
| dah/ atau | ' =
(d) Wajib pajak kooperat'if" dan/atau
(e) Wajib pajak likuid; dan /atau
(0 Wapb pajak tidak mengajukan kcberatan/
" banding. R |
(2) Kualitas Kurang Lancar dapat dltentukan dengan
kntena |
(a) Umur pivutangb,l sampai dengan 2 tahun;
dan/atau -
(b) Apabﬂa wajib pajak dalam jangka waktu 1
(satu) bulan terhltung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;

dan/ atau
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",",'(C) Wa_]1b paJak kurang | k?Opéifatif dalam co

,b_‘.,-(d) Wa_]lb paJak menyetu_]ul_ Sebaglan h asﬂff_'_”’

- pemenksaan, dan/atau e

pemenksaan dan/atau R

R ‘ (e) Wajlb paJak mengajukan keberatan/ bandlng

'Kuahtas D1ragukan dapat dltentukan dengan - vf

o ‘krltena

o a)}v', ‘Umur plutang 1eb1h dan 2 tahun sampa1b'

: dengan 5 tahun dan/ atau L S v

‘, E b) ‘vv‘Apab1la Wajlb pa_]ak dalam Jangka waktu 1 o
""Q,;,(satu) bulan terhltung se_]ak tanggal Surat

Tag1han Kedua belum melakukan pelunasan, ';_: S

‘v»vb._'dan / atau

’;gil)v.f:’.Wa_ub paJak tldak kooperatxf dan/atau o
d) }Wajlb PaJak tldak menyetujul seluruh has11 - :

o 'pemerlksaan dan/ atau’

S "’:‘.‘Ve)v*"Wajlb paJak mengalam1 kesuhtan l1ku1d1tas
L (4‘)}..}

- a) Urnur p1utang leblh dam 5 tahun; dan/atau R

Kuahtas Macet dapat d1tentukan dengan krltena S

o R ; b) ”Apablla Wa_]lb paJak dalam Jangka waktu 1

' ="'(satu) bulan terhltung sejak tanggal Surat o
’vv"":.v»Taglhan Ketlga belum melakukan pelunasan,’“ o

‘dan/atau o

o ) WaJ1b pa_;ak tldak dxketahw keberadaannya |

bvb”d) Wapb pa_lak bangkrut/memnggal dunla, ' " ,
. fe) Wajlb ' paJak fl ._ riieﬁgaiami mus1bah -

b) PaJak yang dltetapkan oleh Bupat1 (oﬂ" czal assessment)v R

/ txdak dlketemukan, dan/ atau
dan/atau CnaE

(force majeure)

dllakukan dengan ketentuan N N
(1) Kuahtas Lancar, dapat d1tentukan dengan kriterla

e

Umur plutang kurang dari 1 tahun dan/ atau

'Ma81h dalam' tenggang Waktu Jatuh tempo

o ';»’.5.'b'dan/ atau

BCER

WaJlb pajak kOOpCratlf dan/atau R
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(d) Wajib pajak likuid; dan/atau
(e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan /bandlng
(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan
- kriteria: _ '
(@) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
(b) Apabila wajib pajak dalam jan'gka' waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama belufri melakukan pelunasan; dan/atau
(c) Wajib paJak kurang kooperatlf dalam pemerlksaan,
' dan/ atau
{d) Wajib pajak mengajukan keberatan/ bandmg
(3) Kuahtas Dlragukan, dapat ditentukan dengan Kkriteria:
(a) Umur pmtang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5
" tahun; dan/atau . - |
(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhltung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua_
belum melakukan pelunasan, dan/ atau
- () Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
(d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
(4) Kualitas Macet, 'dapat ditentukan dengan kriteria:
{a) Umur piutang lebih dari S tahun; dan/atau
(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Taglhan Ketlga
belum melakukan pelunasan; dan /atau
() Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;'
_ dan/atau o ’
(d) Wajib pajak bangkrut/ memnggal dunia; dan/ atau
(e) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

10) Pehggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk
objek retribusi, dapat d1bedakan berdasarkan karaktensuk
‘sebagai berikut: '

a) Kualitas Lancar .
(1) Umur piutang 0 (nol) sampa1 dengan l(satu) bulan
(2) Apablla wajib retribusi belum melakukan pelunasan

sampau dengan tanggal Jatuh tempo yang ditetapkan.
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“.',(1)- “,Umur plutang lebih’ dan 1 (satu) bulan Sampal-v S

Kuahtas Kurang Lancar |

. 'dengan 3 (tlga) bulan, dan/ atau

. 2) Apablla wa_ub retnbu31 belurn melakukan pelun asan |
»dalarn Jangka waktu 1 (satu) bulan terhltung Sejak_’."_"‘
'tanggal Surat ’I‘aglhan Pertarna tldak dllakukan L

S pelunasan

;-‘}Kuahtas Dlragukan T , B ,
(1) Umur p1utang 3 (tlga) bulan sarnpa1 dengan 12 (dua'. e

belas) buIan, dan/ atau -

(2} Apablla wajlb pa_]ak retrlbuSl belum melakukanvv}-

. v(’1)'. Umur plutang lcblh darl 12 (dua belas) bulan, dan/ o ;b N

(2) f'.Apablla wa_]lb retnbus1 belum melakukan pelunasan -

- pelunasan dalam Jangka waktu 1 (satu) bulan

v."terhltung sejak tanggal Surat Taglhan kedua t1dak S

L dllakukan pelunasan
Kuahtas Macet o "

Y j,-,'atau AT

terhltung sejak tanggal Surat Taglhan ketlga tldak' L

’dllakukan pelunasan atau P1utang dlserahkan:

- ,:»kepada 1nstan81 yang menangam pengurusan

~ plutang negara.

11) Penggolongan Kuahtas P1utang selam Pa_;ak dan Retnbusa,': o

‘ ‘dllakukan dengan ketentuan

a)

b)

R (satu) bulan terh1tung sejak tanggal _]atuh tempo} —
dan/ atau Surat Taglhan Pertama tldak dllakukan

' pelunasan o

“flv’v:bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo dan/atauﬁ_bf_:t‘;,' o

Kuahtas Lancar, apablla belum dllakukan pelunasan ”
- 'sampal dengan tanggal Jatuh tempo yang dltetapkan | R
f Kualltas Kurang Lancar apablla dalam Jangka waktu I -

.,"»Kuahtas D1ragukan, apablla dalam Jangka Waktu 2 (dua)

T Surat Taglhan Kedua txdak dllakukan pelunasan, dan
| '“‘_»".Vd):.’."
- »'-“;‘bulan terhltung seJak tanggal Jatuh tempo dan/ atau

) Kualitas macet apabila dalam jangka Waktu 3 (tzga) B :

o Surat Taglhan Ketlga txdak dllakukan pelunasan atau - | g

S s0



4

"Piutéihg"“'téléh' ""'disefahkan " kepada 1nstans1 yang“

:.‘ menangam pengurusan plutang negara R

- 12) Penentuan besaran Peny131han Plutang pada setlap akhn'. -

o perxode pelaporan d1tetapkan sebesar

AN a) ":Kuahtas lancar, sebesar 0 5% (setengah persen) darlf o

- Piutang yang mem111k1 kuahtas lancar, |

b) ‘vKuahtas Kurang Lancar, ‘sebesar 10% (sepuluh persen)-.&y

] }Vdarl Piutang dengan kuahtas kurang lancar, o

c) Kuahtas dlragukan, sebesar S0% (hma puluh persen)

5dar1 P1utang dengan kuahtas . d1ragukan setelah

| »ff'dlkurangl dengan mla1 agunan atau n11a1 barang s1taanj o

I []lka ada), dan

: d) Kuahtas macet, sebesar 100% (seratus persen) darl"' :

iy ~_P1utang dengan kuahtas macet setelah d1kurang1 dengan, o

s ’n11a1 agunan atau n11a1 barang S1taan (iika ada)

13)

Pencatatan transaksa peny1$1ha.n plutang dllakukan pada

S akhn' perxode pelaporan apablla ma31h terdapat saldo‘

p1utang, maka dlhltung nilai penyls1han pxutang ndak_ h

 tertagih sesua1 dengan kuahtas p1utangnya

o ‘14) Apablla kuahtas plutang awal tahun masih sama dengan , o

= kuahtas plutang pada tanggal pelaporan, maka tldak perIu}-f

| ’dﬂakukan Jumal penyesuajan cukup d1ungkapkan di dalam-‘:

o | ‘:CaLK

)

,‘Apablla kualltas p1utang menurun maka d1lakukan'

'pcnambahan terhadap nilai penyxslhan p1utang tldak tertaglh .

' sebesar sehsxh antara angka yang seharusnya dlsajlkan L

R dalam neraca dengan saldo awal

‘ - ;;*ffaklbat restruktunsasz, maka dzlakukan ' pengurangan )

Sebahknya, apablla kuahtas p1utang memngkat mlsalnya'

) ftcrhadap mla1 penylslhan plutang tldak tertaglh sebcsarv

se1131h antara angka yang seharusnya dlsajlkan dalam-

o neraca dengan saldo awal,

Pemberhenﬁan pengakuan dan penghapusbukuan plutang

‘)

Pemberhen’uan pengakuan ‘- atas plutang chlakukan .
berdasarkan s1fat dan bentuk yang chternpuh ‘dalam

penyeIesalan plutang d1maksud Sccara umum penghentxan"
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_2)

)

pengakuan p1uta.ng dengan cara membayar tuneu (pelunasan)

atau melaksanakan sesuatu sehlngga tagihan tersebut

selesai/. lunas.

Pemberhentian pengakuan piutaﬁg Seléin pelunasan juga

‘dikenal dengan dua cara yaitu :

"a) Penghapusbukuan (wnte down) atau pen'ghapusanari

bersyarat plutang, dan ) v ,
b) Penghapustaglhan (wnte-off) atau penghapusan mutlak |
_piutang. o : .
Penghapusbukuan atau pevn'ghapusan bersyarat piutang.
a) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang
 dapat dllakukan dengan pertimbangan:

(1) Plutang melampaul batas umur (kadaluwarsa) yang :
dltetapkan sebaga1 krltena kuahtas plutang macet
dan/ atau; -

(2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan‘
setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga dan/atau; - _ v

(3) Debltor  mengalami  musibah (force ‘ majeure}
dan/ataw; = I - R

(4) | Debitor menihggal dunia dengan tidak meninggalkan |
harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau
ahli waris tidak dapat dltemukan berdasarkan surat
keterangan dan pejabat yang berwenang dan/atau;

(5) Debitor tidak mempunyai hafta kekayaan lagi,'
dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat
yang b‘erwen'vang yéthg menyatakan bahwa ‘debitor
memang benar-benar sudah tidak mempunyal harta
kekayaan 1ag1 dan/atau;

(6) Debitor dmyatakan palht berdasarkan putusan
pengadilan dan/ atau o

(7 Debltor tldak dapat ditemukan lag1 karena :

(a) Pindah alamat atau alamatnya tidak Jelas/ tldak
Iengkap - berdasarkan = surat keterangan/ ,
pernyataén dari 'pejabat berwenang; dan/atau

~ (b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat

.kcterangén |/ pernyataan dari pejabat yang
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'(8) Dokumen—dokumen sebagal dasar penaglhan kepada )

""v-bersyarat plutang dﬂakukan mengacu pada ketentuan ‘}

;_‘mengurangl akun plutang dan akun Penylsman PIUtang
v tidak tertagih. - : v o
4

berwenang, dan / atau

debltor t1dak lengkap atau tldak dapat dltelusun lagi

dxsebabkan keadaan yang tldak dapat dlhlndarkan"_ f |

seperu bencana alam, kebakaran, dan sebagamya o

berdasarkan surat keterangan/ pernyataan pejabat L

yang berwenang

;._[9) Ob_]ek p1utang h1lang dan d1bukt1kan dcngan'

dokumen keterangan darl plhak kepohs1an

Tata cara penghapusan atau penghapusan plutang :

peraturan perundang-undangan

" Perlakuan L Akuntansx penghapusbukuan atau o

o -, j__penghapusan bersyarat plutang dxlakukan dengan cara‘ S

-:'vPenghapusbukuan p1utang t1dak ‘secara oto’r'natis‘}
" menghapus kegzatan penag:han plutang dan hanyav o
J dlmaksudkan untuk pengallhan pencatatan  dari -
f_intrakomptabel men3ad1 o ekstrakomptabel ' dan
- d dlungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
-bv‘(CaLK) B o o : N N
" Penghapusbukuan plutang adalah kebljakan 1ntérh o
E manajemen, merupakan proses ' dan keputusan
Akuntan31 yang berlaku agar ‘nilai p1utang dapat -
dlpertahankan scsual dengan n11a1 ber31h yang dapat "":‘ -
“'»'dlreahsamkan (net realzzable value) | | -

_“V;Krlterla penghapusbukuan p1utang, sebagau berlkut

| 1) Penghapusbukuan harus rnemben manfaat yang

o _"“»}”_(a) Memben gambaran obyektlf tentang kemampuan}._“:i"j

leblh besar darlpada kerug1an penghapusbukuanv I

o yaltu

keuangan Entltas Akuntan31 dan ' Enutas .

Pelaporan

B (b) Memben gambaran ekultas leblh obyektlf tentang ’

penurunan eku1tas [EEEE
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o (C) Mengurangl beban admlnlstra31/ Akuntans1

" untuk mencatat hal hal yang tak mungkln

tereahsas1 taglhannya

v (2)' -perlu kajlan yang mendalam tentang darnpak hukumi R

o vdarl penghapusbukuan pada neraca Pemenntah‘fvfj', B

Daerah sebelum dlﬁnallsa31 dan dlajukan kepadavv";. ’

o pengambﬂ keputusan penghapusbukuan (apablla' S
perlu] : v T o ,

,;’_,,(3)i’Penghapusbukuan berdasarkan keputusan forrnal

e otontas tertlnggl yang berwenang menyatakan hapus" S

o _'taglh perdata dan/atau hapus buku (wnte oj])

e Pengambll keputusan penghapusbukuan meIakukan . .‘ ::; P

| keputusan reaktlf (t1dak berlmslatlﬂ, berdasar suatu o

- ‘:.-,:,81stem nommaSI untuk d1hapusbukukan atas usulan SR

v,“berjenjang yang bertugas melakukan anahsls dan o

usulan penghapusbukuan tersebut

4) Penghapustaglhan atau penghapusan mutlak plutang

dapat dllakukan dengan pemmbangan antara lam

i mampu membayar

o a) Penghapustaglhan atau penghapusan mutlak plutangbfv':,n_»" o

,_ (1) '»{Penghapustagman karena menglngat Jfﬂl‘s"ﬂl'J""S"’1 o
S pihak - ‘yang. berutang kepada negara, untuk;.»z"iu

_ | menolong plhak berutang dari keterpurukan yang VF
o _.v';,lleblh dalam. Misalnya kredit UKM yang. tldak"*:] .:;';;,""

| (2) Penghapustag1han sebagal : suatu - 31kap:‘f_ .

menyejukkan membuat cxtra penaglh menjadlf’f o

. :"”,f”luas menghadapl tugas masa depan 5f’- S

e tertaglh mcllhat kOI‘ldlSl plhak tertaglh

leb1h balk memperoleh dukungan morll leblh :f‘f,ﬂ.'f

- : (3) Penghapustag1han sebagal 81kap berhentlzj RS

.j}‘menaglh menggambarkan 31tua81 tak mungkln o

Lo (4) Penghapustaglhan | untuk ¥ restxuktunsasnff, -

. .penyehatan utang, mlsalnya penghapusan denda, e

- -,tunggakan bunga dlkapltahsa31 menjadl pokok' o

- kredlt baru reschedulmg dan penurunan tanf »



R | | (5) Penghapustag1han setelah semua upaya taglh dan

o cara lam gagal atau tldak mungkm dlterapkan, o

: ‘,mlsalnya, kredit macet dlkOl’lVCI‘Sl manadl_

Saham/ ekultas/penycrtaan, - le_ual, o _]amma n.

- dilelang;

':‘:"(6) ;b-'_'Penghapustaglhan | sesua1 huklim ~ perdata

R <) " Penghapustaglhan atau pengahapusan mutlak plutang' ; ; B

’umumnya, hukum kepa111tan hukum mdustn- o

B (m1salnya 1ndustn keuangan duma, 1ndustr1 o

" "‘perbankan), hukum pasar modal hukum pa_]ak "
- V.”'melakukan benchmarkmg kebl_]akan/ peraturan""

e write off di negara lam

-‘(7) ;' _, 'Penghapustaglhan secara hukum suht atau tldak S

e - mungkm d1batalkan, apablla telah dlputuskan

o dan dlberlakukan kecuah cacat hukum o

- _} b) Tata cara penghapustaglhan atau penghapusan mu‘dak R

‘piutang dllakukan mengacu pada ketentuan peraturan B !

o perundang—undangan

B d11akukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan

R ‘tldak melakukan pen_}urnalan dan dlungkapkan dalam’j.}:" o

B catatan atas Iaporan keuangan o

o penylslhan da.n telah dlhapusbukukan pada tahun

o berjalan dlakm sebagm pengurang beban, sedangkan} . :
1 terhadap penenmaan kemball pxutang yang dilakukan - -

;‘peny181han pada ) tahun | sebelumnya dan o
o ,dlhapusbukukan pada tahun berjalan, penenmaan kas_ L
| :’d1aku1 sebaga1 pendapatan Iam-lam | T,
| "'6)' Terhadap penenmaan kembah plutang atas plutang yangv '
© telah dihapustagihken baik yang telah dilakukan |

:' peny1s1han pada tahun berJaIan maupun tahunvv S

R sebelumnya d1aku1 sebaga1 pendapatan lam-lam

Pengungkapan qutang

13 ,1)

Plutang dxsallkan dan dlungkapkan secara memada1

Informasu mengena1 akun plutang dlungkapkan secara

cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Informas1

—_—_—

Terhadap penenmaan kemball pxutang yang dllakukan o



Lo
L
. I

a dlmaksud dapat berupa

i ‘.’f‘_"a) Kebljakan Akuntans1 yang dlgunakan : dalarn " " o

o “pemlalan, pengakuan dan pengukuran plutang, o

b),'rlnman JemS-JCmS, saldo ‘menurut umur untuk‘,_» -

o Emengetalhul tlngkat kolektlbﬂltasnya
'.*(:) penjelasan atas penyelesaxan p1utang,

o g vdv) ] jamman atau sita Jamlnan Jlka ada.

9 'I‘untutan gantl rug1/tuntutan perbendaharaan yang“ -

ma31h dalam proses penyelesaxan, baik melah.u carai, ;

RN damal maupun pengadllan juga hams d1ungkapkan B »:

E 3) Penghapusbukuan plutang harus dlungkapkan secara e

R 'cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar leblh S

- 1nformat1f Informa31 yang perlu d1ungkapkan mxsalnya o ’

L jenis plutang, nama deb1tur, n11a1 plutang, nomor dan -

v’-;::tanggal keputusan penghapusan plutang, ~ dasar

- pert1mbangan penghapusbukuan dan pen_]elasan lamnya; " o

B 3 yang d1anggap perlu.

e 4) ’} 'Terhadap kejadlan adanya plutang yang telah dlhapus

buku ternyata di kemudlan hari dltenmab S

e .pembayaran/ pelunasannya maka penerlmaan tersebut o

o .'V,Y:’idlcatat sebaga1 penerlmaan kas pada perlode yang

- bersangkutan dengan lawan perklraan penenmaan '
' - - S pendapatan Pa_]ak/ PNBP atau melalul akun Penerlmaan’

‘Pemblayaan tergantung darl Jenls p1utang

4 Beban leayar Dlmuka

S a. Deﬁmsl Beban leayar Dlmuka

‘ Beban dlbayar dlmuka adalah suatu transak31 pengeluaran" e

'kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadl

e kewaﬁban sehlngga memrnbulkan hak taglh bagx Pemermtah _‘

o Daerah

R b. Pengakuan Beban Dxbayar Dlmuka :

o Beban dlbayar dxmuka dxakul pada saat kas dlkeluarkan E

IR "namun belum menlmbulkan kewajlban



c. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

. Pengukuran beban dibayar dimuka dllakukan berdasarkan

jumlah kas yang dikeluarkan / dibayarkan.

- d. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

- Beban dibayar dimuka dlungkapkan sebagai akun yang

_terklamﬁkam dalam aset lancar karena akun ini biasanya

segera menjadi kewajiban dalam satu periode Akuntansi.

S. Persediaan 2

- a. Definisi Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

2)

3

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-

- barang yang dlmaksudkan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Persedlaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

a)

b)

Barang atau perlengkapan (supplies) yang
- digunakan dalam rangka kegiatan operasxonal,

Pemerintah Daerah; _
_Bahan atau‘perlengkapan (supplies) yang digunakan

dalam proses produksi;

© Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan
* untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

q
kepada masyarakat dalam rangka kegiatan

'Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan

~ pemerintahan.

Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam
Bagan Akun Standar (BAS). |

b, Pengakuan Persediaan

. 1) Persediaan diakui:

a).

pada saat potensz manfaat ekonomi masa depan

~ diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai

* - atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/

atau kepenguasaannya berpindah.
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o 2) Pengakuan persedxaan pada akh1r penode Akuntans1,

dllakukan berdasarkan has1l 1nventar1sasx ﬁs1k

By -.":f:vPengukuran Persedlaan S

) "','v,,Metode pencatatan persed1aan dllakukan secara perlOdlk R

e yaltu pengukuran persedlaan pada saat perlode penyusunan"

- laporan keuangan dllakukan berdasarkan has1l 1nventar1sas1

;f‘}'dengan menggunakan harga perolehan terakhlr/ harga

- ‘pokok produks1 terakh1r/ n11a1 wajar

Untuk persedlaan bahan obat-obatan metode pencatatan .
};;}"v',:Persedlaan dllakukan secara perpetual maka pengukuran o

’ ,pemakalan persedlaan d1h1tung berdasarkan mventansa&

) “'..:-i‘fﬁ81k yaltu dengan cara saldo awal perscdlaan dltambahA

o pembehan atau perolehan persedxaan dlkurangl dengan :

- saldo akhlr persedlaan dlkahkan per umt sesuau denganv

" ':”_"jt:‘grnetode pemla1an yang dlgunakan Nllal pembehan yang

- dlgunakan adalah blaya perolehan persedlaan yang terakhir
' : dlperoleh atau menggunakan metode Flrst In Flrst Out (FIFO) R
o atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaltu harga"“ o

a }V-”‘,”pokok darl barang«barang yang pertama kali d1beh akanf L

T f rnenJad1 harga barang yang d1gunakan/ dlkeluarkan pertama’f‘ b

,,vkah, sehlngga mlal persedlaan akhlr dlhltung d1mula1 dan :
harga pcmbehan terakhlr ' R |

o Persedlaan dlsajlkan sebesar

. :-_’,a) Blaya perolehan apablIa dlperoleh dengan pembehan R

R Blaya P erolehan persedlaan mehput1 harga pcmbehan, e

i.g“vblaya pengangkutan, blaya penanganan dan blaya'

f:f}*lalnnya yang secara langsung dapat dlbebankan pada L

| perolehan persedlaan Potongan harga, rabat, dan

o lamnya yang serupa mengurang1 blaya perolehan o -

b')' ._Harga pokok produk81 apablla daperoleh dengan”f.‘m

Tmemprodukm send1r1 Harga pokok prOdukS1 persedlaan o

% ’f_‘}'mellputl blaya langsung Yang terkaxt dengan persedlaan‘ ST

yang dlproduk81 dan b1aya tldak langsung yang._ i

BT dlaloka31kan secara smtema’as

Sl c) ;. N11a1 WaJar, apablla dlperoleh dengan cara lamnya sepert1 |

o dona31 Harga/ n11a1 waJar persedlaan mehputl n11a1 tukarf‘ g
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aset atau penyelesalan kewajlban antar plhak yang -

memaham1 dan berkemgman melakukan transaksx wajar :

(arm length transactzon)

d Penyapan dan Pengungkapan Persedlaan . o N
B _1) . ‘Persedlaan d1sa31kan sebaga1 baglan dar1 Aset Lancar o
A 2) 'v:?‘Hal hal yang perlu dlungkapkan dalam Catatan atas-"‘-}
- Laporan Keuangan o o

- (@) persedlaan sepertl barang atau perlengkapan yang -

dlgunakan dalam pelayanan masyarakat barang

o atau perlengkapan yang dlgunakan dalam prosesf

. produk81, barang yang disimpan untuk dljual atau .

. . dlserahkan kepada masyarakat dan barang yang f, '. -

| :v"ma81h dalam proses produk81 yang dlmaksudkan :
s v,untuk d1jua1 atau dlscrahkan kepada masyarakat '

. dan’, o

| (b)‘-" j Jenls Jumlah dan n11a1 persedlaan dalam kondlslv o

rusak atau usang

6 Aset Untuk leonsollda81kan R
a Deﬁn1s1 Aset untuk leonsohda81kan o -

B vAset untuk dlkonsollda81kan adalah aset yang dlcatatv;i

| karena adanya hubungan tnnbal bahk antara Ent1tas i

”Akuntan31 Satuan Kexja Perangkat Daerah (SKPD) dan * |

f‘ »ﬁ Ent1tas Akuntan81 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

. ) (PPKD) Aset ini akan d1e11m1na31 saat dllakukan konsohdas1 o ‘
S antara SKPD dengan PPKD Aset untuk dlkonsohdasﬂ{an:i. ;‘j

hanya terdxrz dan satu rincian yaltu R/K SKPD Akun 1n1: - e

5d1gunakan oleh Entxtas Akuntansy PPKD sepan_]ang -

mempunya1 transaksx dengan seluruh Entltas Akuntan31
© sKPD. T e
b Pengakuan Aset untuk D1konsohdas1kan :

B Akuntan31 SKPD
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c. Pengukuran Aset untuk D1konsol1da81kan ‘ ,
Pengukuran aset untuk dlkonsohdasnkan berdasarkan nilai

‘transaksi yang terjadi. Aset untuk dlkonsohdas1kan ini akan

mempunyau nilaj yang sama dengan kewa_uban untuk

dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan
léporan konsolidasi akun-akun 1n1 akan  saling
mengeliminasi. - S o
d. Pengungkapan Aset untuk leonsollda51kan
~ Aset untuk dikonsolidasikan d1ungkapkan pada Neraca
dalam Klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada
Entitas Akuntansi PPKD Pada laporan konsolidasi akun ini

akan terellmmas1

C ASET NON LANCAR } ‘
 Aset non lancar terdiri dari 1nvesta81 Jangka panjang, aset tetap,
dana cadangan, dan aset Ialnnya. |
1. Investasi Jangka Panjang

a. Deﬁmsl Investas1 Jangka Panjang » |

, 1) Investasi jangka =~ panjang adalah investasi yang

 dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas)

“bulan. o ‘ _ ) |

2) Investasi permarien adalah inVestasi jéngka panjang yang
 dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

,3) Pengéi'tian berkelanjutan" adalah ‘investasi  yang -

 dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus‘tanpa ada

. niat uni:uk ‘memperjualbelikan  atau menarik kembali,

| tetapi untuk mendapatkan dividen dan/ atau pengaruh :

yang mgmfikan dalam jangka panjang dan/ atau menjaga -

hubungan kelembagaan |

: 4) Investas; nonpermanen adalah investasi jangka panjang -}

yang tidak termasuk dalam investasi permanen. -

'5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam

" investasi permanen adalah fnvestasi'yang dimaksudkan

 untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti

kepermhkan 1nvestas1 yang berjangka waktu lebih dari 12

' (dua belas) bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki
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:*":' i terus menems atau ada nlat untuk memperjualbehkan

‘ | atau menankkembah R, E ‘
S --;»,6) Klas1ﬁka31 mvesta81 Jangka panjang secara ter1nc1
B d1ura1kan dalarn Bagan Akun Standar (BAS)

[ b Pengakuan Investas1 Jangka PanJang | o
1) Investas1 dapat diakui - apabxla memenuhi - kritéria -
kemungkman manfaat ekonom1 dan manfaat 3031a1 atau -
Jasa potens1a1 d1 masa yang akan datang atas suatu'* |
B 1nvesta31 tersebut dapat dlperoleh Pemermtah Daerah; | |
\2)' ' Nilai perolehan atau n11a1 wajar 1nvestas1 dapat dlukur' o
.':'secara memadai (rehable) o
3). Hasﬂ Investa51 Jangka Panjang dapat berupa
§ ."’a) Dev1den ’Punal R o |
o ‘, "b) Dev1den Saham, dan
o Bagianlaba. e e
: 4) Pengakuan untuk hasﬂ 1nvesta31 untuk Dev1den dapat:

o dxlakukan dengan cara sebagal berlkut

; ;a) | Hasﬂ 1nvestasz berupa d1v1den tunai yang d1pcroleh L

’ ,,:dan penyertaan modal Pemenntah Daerah yang R

. pencatatannya menggunakan metode blaya, dicatat AR

sebagal pendapatan hasﬂ v mvestasz (Lam lam_’

- 'Pendapatan Ash Daerah yang Sah)

o b) Apab1la menggunakan metode eku1tas, baglan laba |

.' berupa d1v1den tuna1 yang dlpero]eh Pemermtah ’, :

o Daerah dlcatat Sebagal pendapatan hasﬂ 1nvestas1 o

,,_(dalam Jurnal dengan basis kas) dan mengurangl

o mla.l 1nvestas: Pemermtah Daerah (dalam Jurnal o

o bel’baSIS akrual)

5) Pengakuan hasﬂ 1nvestasx untuk D1v1den dalarn bentuk -

-saham yang dltemma ba1k dengan metode biaya maupun o

’Vmetode ekultas ‘akan .ﬁ_menambahv nilai 1nvesta31- S

"_pemerlntah RN | - .

- : 6) Pengakuan hasﬂ 1nvesta31 untuk Baglan Laba dapat‘* -
K d11akukan dengan cara scbagal berikut: _ ’ |

a) . Hasﬂ 1nvestasx yang dlperoleh dan penyertaan

B ) _‘ modal Pemenntah Daerah berupa baglan laba dan
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- penerimél investasi (investee) yang pencatatannya
menggvunakan'v metode biaya tidak dilakukan

~ pencatatan. o "
b) Apabila menggunakan metode ekuitas, baglan laba
- tersebut dicatat sebagai penambahan 1nve‘sta31 dan
}pendapétan \v ﬁasil fiengélolaén kekayaan daerah

- yang dipisahkan-investasi.

- C. Pengukuran Investasi J angka Panjang

1)

Sesuai dengan sxfat investasi, pengukuran investasi
jangka pan_]ang “untuk 1nvesta31 permanen m1sa1nya
penyertaan modal Pemerintah Daerah," dicatat sebesar
biaya perolehan, meliputi harga transaksi investasi itu
sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka
perolehan investasi tersebut. |
Sesuai dengan sifat investasi, pengukuran investasi
jarigka parijang untuk investasi nonpermanen yaitu:
a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang
~dan investasi yan‘g dimaksudkan tidak untuk
dimiliki berkelanjutan, dinilai- sebesar nilai
o peroléhannya. . . ' | .
b} Yang dimaksudkan untuk penyéhatari/
penyelamatan perekonomlan, dinilai sebesar n11a1
bersih  yang dapat direalisasikan.  Untuk
penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya
dana  talangan | ‘dalam  rangka penyehatan
perbankan. _
o Dalam bentuk penanaman modal di proye_k-proyek
pembangunain Pemerintah Daerah dinilai sebesar
‘biaya pembangunan termasuk biaya  yang
dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang
~dikeluarkan dalarﬁ rangka penyelesaian proyek
sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
d) Apabila in§_estasi jangka panjang diperoleh dari
 pertukaran aset Pemerintah Daérah, maka nilai

- investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah
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o sebesar blaya perolehan, atau n11a1 wajar 1nvesta31 N
. tersebut Jlka harga perolehannya tldak ada
"v'Harga perolehan 1nvesta81 dalam valuta aSmg yang: .

dlbayar dengan mata uang asmg yang sama harusf'ﬂ

dmyatakan dalam rupxah dengan menggunakan »

| " ‘ mlal tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku :

- pada tanggal transak31

- InvestaSI non permanen Ialnnya dalam bentuk dana

o berguhr merupakan dana yang dlplnjamkan untuk

. dlkelola dan dlguhrkan kepada rnasyarakat oleh e

: Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran B

R - yang bertUJuan memngkatkan ekononn rakyat dan o

'vtujuan lamnya Investa31 non permanen dalam .

-;bentuk dana berguhr dlnllal sebesar n11a1 ber31h

- yang dapat dlreallsa81kan (Net Realzzable Value)

3) Penylslhan Dana Berguhr

‘Penylsman Dana . berguhr bertujuan Cuantuk
e menyajlkan mlal ber31h dana berguhr yang dapat"

dlreahsas1kan (net reallze value) Peny181han dana

berguhr bukan rnerupakan penghapusan dana

S b, .'berguhr . v T
R b) Penghapusbukuan dana berguhr adalah hllangnya |
ST hak taglh dan/ atau hak menerima taglhan atas

Penghapustaglhan dana berguhr adalah hllangnya o

' ‘hak tagih dan/ atau hak menenma taglhan atas.

. : dana bergullr o D
_‘ d) Kuahtas dana berguhr adalah perklraan atas ‘
. }ketertag1han dana berguhr yang d1ukur berdasarkan

" 'umur dana berguhr dan/atau upaya tag;h o

B pemerlntah kepada debltor .

".""Dana berguhr kelola 'sendln/langsung adalah“_ :

: ,mekamsme penyaluran dana bergullr yang dxkelola '

o sendm Pemermtah Daerah rnula1 proses rnenyelek31

;rnenetapkan penerlma dana berguhr, menyalurkan'

. dan menaglh kembah dana berguhr serta

63



ménahggung fésiko ketidéktértagihan dana bergﬁlir ’
) Dana berguhr dengan executmg agency adalah
mekanisme penyaluran ~ dana berguhr melalui
Entltas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan
bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga
-keunagan - lainnya) vyang - ditunjuk dan
bertanggungjawab hanya untuk  menyeleksi,
menetapkan penerima dana bergulir, mcnyélurkan
dan ‘} menagih kembali  dana bergulir serta
vmenanggung resiko kendaktertaglhan dana berguhr‘
_ sesuai perjanjian. T : _
gl Dana berguhr dengan chanellmg agency adalah |
mekanisme penyaluran dana berguhr melalui
Entitas (Iembaga keuangan bank, Iembaga keuangan
bukan bank, kopera31 modal ventura dan Iembaga
keunagan - lainnya) yang ‘ditunjuk- dan
bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana
'berguhr |
4) Penggolongan Kualitas Plutang Dana Bergullr terdu'l atas:
a) Dana bergulir dengan kelola sendiri :
» (1) Kualitas lancar dengan kriteria :
(a) Umur dana berguhr sampa1 dengan 1 (satu)
tahun; dan/atau
(b} Masih dalam tenggang waktu Jatuh tempo,
| }’dan/atau |
(c) Penerima dana berguhr menyetu_]ux hasil
 pemeriksaan; dan/atau
(d)s Penerima dana kooperatif.
(2) Kualitas kurang lancar dengan kriteria :
(2) Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun
sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
(b) Penerima dana dalam jangka waktu -1 (satu)
| bulan '_'terhitung" séjak tanggal Surat Tagihan
Pertama belum melaku_kan peluhasan;

dan/atau

64



o :'(vc)_ :'Penenma dana kurang koorperauf dalam
: ,‘pernenksaan dan/atau . |
@ Penerlrna dana berguhr menyetujul sebaglan L

" hasil pemerlksaan -

(3) Kuahtas dlragukan dengan krlterla _ :
‘.  ( ) Umur dana bergullr leblh darl 3 (tlga) tahun o

sampal dengan 5 (hma) tahun, dan / atau

(b) Penenma dana dalam Jangka Waktu 1 (satu) -
bulan sejak tanggal Surat Taglhan Kedua. .

e belum melakukan pclunasan, dan/ atau
-(c‘)'jv_.,Penenma dana tldak kooperatlf dalam
- pemenksaan dan/atau :
G Penerima dana tidak menyetujux seluruh-v“
o .f‘hasﬁ pemerlksaan | "

(4) Kuahtas macet dengan krlterla

(@ Umur dana berguhr leblh dari 5 (hma) tah‘m» o

"b”’dan/atau L

(b) -'.,vPenenma dana berguhr dalam jangka waktu‘

1 (satu) bulan terh1tung sejak tanggal Surat:; B

:‘,=Tag1han Ket1ga belum melakukan pelunasan, L

e ‘.,,bdan/atau _ | |
(c) Penerima dana t1dak d1ketahu1
R i__:‘":,keberadaanya, dan/atau | - |
B (d) "'_Penerlma dana mengalami késﬁlita’r_i’
| ,v_‘bbangkrut dan/ atau ' memnggal duni_a"'_' '
o "_:“’dan/atau ,' R
- (e) Penenma dana mengalaml mu81bah (force_

o majeure)

b) Dana berguhr dengan executzng agency

(1] Kuahtas lancar dengan kr1ter1a

o ,(a)‘_-.Lembaga ' Keuangan Bank (LKB), Lé‘m‘b?g&:f: Lo

Keuangan Bukan Bank (LKBB) kdperéSi,

o 'Vmodal ventura dan lembaga keuangan Ia1nr1ya' -

o “'E::'menyetorkan  pengembalian  dana bergulir
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sesuai dengan perjanjlan dengan Pemerlnta.h
Daerah; dan/atau o |

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

(2) Kualitas macet dengan kriteria : ,

' (a) LKB, LKBB, koperasi, rnodal ventura dan
Iembaga keuangan lamnya dalam Jangka waktu _}
tertentu  sesuai dengan perjanjian tidak

, melakukan peluhéséh, dan /atau |

(b) LKB, LKBB koperasx, modal ventura dan

o Iembaga keuangan lamnya tidak d1ketahu1

 keberadaannya; dan/atau |

' (¢) LKB, LKBB, ko‘pe‘rasi,bv“ modal ventura dan

o lémbaga keuangan lainnya bangkrut; dan/ atau
~ (d) LKB, LKBB, koperasi, “modal ventura dan

lembaga keuangan lainnya mengalami musibah.

' ¢) Dana bergulir dengan chanelling agency :
| (1) Kualitas lancar dengan kriteria : |
(a) Umur dana berguhr sampai dengan 1 (satu)
tahun dan/atau | o
(b) Masm dalam tenggang waktu Jatuh tempo
(2) Kualitas kurang lancar dengan kriteria :
' (a) Umur dana berguhr lebih dari 1 (satu)’ tahun
sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/ atau.
 (b) Penerima daha "dalam jangka waktu vlv (satu)
bulan terhltung seJak vtanggal Surat 'I‘aglhan,
, Pertama belum melakukan pelunasan;
(3) Kualitas diragukan dengan kriteria : v
(a) Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun
sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau |
| (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal Surat Taglhan Kedua belum
melakukan pelunasan
(4) Kualitas macet dengan kntena .
(a) Umur dana berguhr leb1h darl S (hma) tahun,'
‘dan/atau
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(b) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu
1 (saitu) ‘bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
dan/atau o .

(c) Penerima dana bergulir tidak diketahui
keberadaanya; dan/ atau

(d) Penerima dana niengalami kesulitan bangkrut
dan/ atau memnggal dunia; dan/atau

(e) Penerima  dana  mengalami  musibah
(force majeure) o

Besaran penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih

. pada setiap akhir tahun (penode pelaporan) dengan

ketentuan sebagal berikut : v
(1) Kuahtas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

dari dana bergulir dengan kualitas lancar;

(2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen)

)

dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;

(3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen)
" dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah
dlkurangl dengan nilai agunan atau nilai barang '

" sitaan (_]lka ada); dan

4 Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari

dana bérgulir dengan kualitas macct setelah dikurangi
dengan nilai agunan atau nilai barahg sitaan (jika |
ada). | _— -
Penghapusan Dana Berguhr _
a) Penghapusan dana bergulir oleh Pemermtah Daerah
terdiri atas:
(1) Penghapusbukuan dana ~ bergulir atau
penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
| (2) Penghapustagihan  dana bergulir  atau
| penghapusan mutlak dana bergulir.
b) Penghépusbukuan dana = = bergulir atau
‘ penghapusan‘ bersyarat dana ‘bergulir sebagaimana
 dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan

antara lam :

67



w

(2)
(3)

@

. (5)

Dana - befgulir‘ melampaﬁi batas umur

(kedaluwarsa) yang dltetapkan sebaga1 kriteria

- kualitas dana bergulir macet; dan/atau

Debitor' tidak melakukan pelunasan 1-'bulan
setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau | ‘
Debitor rnengalarm muszbah (force majeure),
dan/atau '

Debitor  meninggal dunia dengan  tidak

'menmggalkan harta warisan dan  tidak

mempunyai ahli waris, atau ahh waris tidak
diketahui kebcradaanya berdasarkan surat

keterangan  dari 'péjabat yang berwenang;

dan/atau

Debitor tidak mempunyau harta kekayaan lagl,

- dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat

'yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor

- memang benar-benar sudah tidak mempunyai

~harta kekayaan lagi; dan/atau

©).

(7)

Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadxlan, dan/ atau

Debitor yang tidak diketahui keberadaanya lagl |

- karena:

“(a). Pindah alamat atau alamatnya tidak

jelas/tidak lengkap berdasarkan ) surat
* keterangan/pernyataan dari pejabat yang

berwenang; dan/atau

(b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan

~ surat keterangan/pernyataan dari pejabat
yaﬁg berwenang; dan/atau
(c)‘ Dokumen-dokumen - sebagai dasar

" penagihan _kepada debitor tidak lengkap

~atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan

keadaan yang tidak dapat dihindarkan dan

sebagainya | berdasarkén, | surat

‘ keterahgan/ : pemyataan pejabat yang

- berwenang; dan/atau
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c)

4

(d) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan
dengan dokumen keterangan dari pihak
kepolisian, o | | |

Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau

penghapusan bersyarat dana = bergulir dilakukan

~mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. _ ,

Perlakuan Akuntansi penghapusbukuan " dana
bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir
dilakukan dengan cara nienguraingi akun dana
bergulir dan akun penylslhan dana berguhr tidak
tertagih. _
Penghapusbukuan dana bergulir  atau
penghapusan  bersyarat dana bergulir tidak

menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu

terhadap dana bergulir  yang  sudah

dihapusbukukan ini masih dicatat secara

ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan‘

atas laporan keuangan

Penghapustaglhan dana bergulir atau penghapusan

mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan

pertimbangan antara lain:

”(1) Penghapustagihan karena meﬁgingat jasa-jasa

pihak yang berutang/debitor kepada d_aerah,
untuk  menolong - pihak berutang' dari
kéterpurukan yahg lebih dalam, misalnya kredit
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang.
tidak mampu membayar.

(2) Penghapustagihan  sebagai  suatu  sikap
menyejukkan, membuat citra penagih menjadi
lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih
luas menghadapi tugas masa depan. | -

(3) Penghapustagihan  sebagai  sikap  berhenti

" menagih, menggambarkan situasi tak mungkin
tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

(4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi
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-dlamortlsa31 sclama perlode dan pembehan sampau saat o 7

| - jatuh tempo sehlngga hasﬂ yang konstan dlperoleh dan o

B "- -; penyehatan utang, o f:fliSéllﬁYa"’ | "penghapuSan,;. v zf,:“:

_fdenda tunggakan bunga dlkap1tahsas1 menjadl |

R pokok kredlt baru, reschedullmg dan penurunan: e

S tarif bunga kredit.

: (YS})_'"‘Penghapustaglhan setelah semua. upaya taglh“ L

. dan cara lain gagal atau tldak mungkln o

s “bd1terapkan, mlsalnya kredlt macet d1konvers1

menjadl saham/ ekultas / penyertaan, dljual :

B '_»Jamman d11e1ang : , T R
| ._7(6)_Penghapustagihan sesuai . hukum g perdata L
s 'vumumnya, hukum kepalhtan hukum 1ndustr1 . |
(mlsalnya 1ndustr1 keuangan duma 1ndustr1.

perbankan) hukum pasar modal hukum paJak e |

" ‘ melakukan benchmarkmg kebgakan / peraturan

L wrtte off d1 negara laln , : .
o (7). Penghapustaglhan secara hukum | suht atau{ -
e '.‘tldak mungkm dlbatalkan apablla ; telah '

o "“..':dlputuskan dan dlberiakukan, kecuah cacat‘,_; o "

p )Tata ‘cara penghapustaglhan dana berguhr atau o

penghapusan mutlak dana berguhr dllakukan

mengacu pada ketentuan peraturan perundang—

: " '§ undangan L o R S

}h) Penghapustaglhan dana berguhr atau penghapusan

" mutlak dana berguhr dllakukan ' dengan ara - S
rnenutup ekstrakomptabel dan t1dak melakukan
pen_]urnalan dan dmngkapkan dalam catatan atasf - |
Iaporan keuangan ' o ' |

] Dlskonto atau preml pada pembehan 1hv'es'tas‘i",>

S ‘»v_flmvestaSI tersebut
)
o ?."dlkredltkan atau d1debetkan pada pendapatan bunga, o

v’Dlskonto atau prerm yang dlamortlsaSI térSébut-

lsehmgga merupakan penambahan atau pengurangan '

R fdarl n11a1 tercatat 1nvesta31 (carrymg value) tersebut
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Sl metode yaltu

Pemlalan 1nvesta31 pemenntah dllakukan dengan tlga ‘

) "f:ga) Metode B1aya, - |
) Metode Eku1tas, o

1

-';‘;c) Metode N11a1 Bers1h yang dapat dxreahsas:kan ” o
'Metodc blaya adalah ‘suatu ‘metode | Akuntan31 yang e

rnencatat n11a1 1nvestas1 berdasarkan harga perolehan

o 'i‘perolchan N11a1 1nvestas1 tersebut kemud1an dlsesualkan IR

Metode ekultas adalah suatu metode Akuntansx yang' ‘.

o mencatat n11a1 1nvesta31 awal berdasarkan harga

” -‘dengan perubahan bag1an mvestor atas kekayaan j

bers:h/ekmtas dan badan usaha penerlma 1nvestas1'

o , (mvestee) yang tCI‘J ad1 sesudah perolehan awal 1nvesta31

REUR

S 20% (dua puluh prosen) Dengan menggunakan metode‘._;—; O o

Metode blaya dlgunakan _]lka kepemlhkan kurang dari ,_ |

e blaya, 1nvesta31 dlcatat sebesar blaya perolehan

',,j’_:f‘Penghasﬂan atas mvestas1 tersebut d1aku1 sebesarf_” |
s f,baglan hasﬂ yang ditenma dan tldak mempengaruhl L

: v'}""fv-,,besarnYa 1nvestasx pada badan usaha/badan hukum’-" e

B i yang terkalt

o1y

“ ~dari 50% | Dengan menggunakan rnetode ekultas'-v"?' N
Pemermtah Daerah mencatat 1nvestaS1 awal sebesar' o
. ,}-»blaya perolehan dan dltambah atau d1kurang1 sebesarv

:baglan laba atau rug1 pemermtah setelah tanggal' -

=Metode ekultas dlgunakan Jlka kepermhkan 20% sampa1 o e
- 50%, ‘atau kepemlhkan kurang dari 20% tctap1 mem111k1 o

: pengaruh yang s1gn1ﬁkan atau jlka kepemlhkan leblh_" RS :

- perolehan Baglan laba kecuah dmden da]am bentuk‘ .

v‘ saham Yang dltenma Pemerlntah Daerah akanf

L ‘;rnengurangl : n11a1 1nvesta31 ’ Pemermtah Daerah B

-'»fPenyesualan terhadap mlax 1nvesta31 Juga dzperlukan .

untuk mengubah porsx kepemlllkan 1nvesta31 Pemermtah -

’ Daerah rn1salnya adanya perubahan yang tnnbul ak1bat~ o
o pengaruh valuta asmg serta revaluas1 aset tctap v

| 14] Metode n11a1 bers1h yang dapat dxreahsas1kan Jlkaj_ :.'; "

o kepermhkan berSIfat nonperrnanen Metode n11a1 bersah
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 yang dapat direalisasikan digunakaﬁ terdtafna imtuk .‘
kepemlhkan yang akan dilepas/ dtjual dalam Jangka .
v waktu dekat ’ o ‘ ‘

e. Penyajian d_an Pengungképan Investasi Jangka Panjang

Investasi 'Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan-

- rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK) Perlu dlungkapkan metode penllaxan dan jenis investasi

: yang dumhkl oleh Pemerintah Daerah

2. Aset Tetap |
a. Definisi Aset Tetap

1)

Aset tetap adalah aset ber\m.ljud yang mempunyai masa

~ manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

3 .

3)

_4) ..

S)

)

| _Hdalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh-
- masyarakat umum. |

’Blaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang

dlbayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang d;bcnkan»

“untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau

konstruksi sarnpa1 dengan aset tersebut dalam kOIldlSI dan-

tempat yang siap untuk dipergunakan. |

'Nllal tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset,

yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah‘
dikurangi akumulasi penyusutan. | '

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu

“aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable "dSS'ets) '

' selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah:

a) Perlode suatu aset dlharapkan dlgunakan untuk

aktivitas pemenntahan dan/ atau pelayanan pubhk
atau | -

b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan
diperoleh dari aset untuk: aktivitas pemerintahan

dan /atau pelayanan publik.

“N11a1 sisa adalah jumlah neto yang dlharapkan dapat

diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah

| dikura_ngi taksiran biaya pelepas‘én.
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7)

8)

v>9)

10)

- 11)

- 12)

| Konstruks1 dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang

dalam proses pembangunan

Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam

sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Entitas yang

terbagi dalam klasifikasi :
. Tanah;

. Peralatan dan Mesin;

. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
. Aset Tetap Lainnya; dan

a
b
.. Gedung dan Bangunan;
d

€.

f.

Kontruksi Dalam Pengeljaan
Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk
d1paka1 dalam kegiatan operas1onal Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap d1paka1 |

Peralatan dan Mesm adalah mesin-mesin dan kendaraan

bermotor, alat elektromk ‘dan seluruh inventaris kantor,‘,

dan peralatan lainnya yang mlamya signifikan dan masa

-manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam

kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan:» adalah seluruh gedung dan

‘ bangu_nanv yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai

' .'dalam»kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam

kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan

- -jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki

‘dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam

“kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik

sebagai berikut:

‘a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain

penggunaannya;

¢) Tidak dapat dlpmdah-plndahkan, dan

d) N Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
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| 13)

Aset Tetap Lalnnya adalah aset tetap yang. tldak dapat ~- o
'dlkelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang-';_ o

. 'f;,,d1peroleh dan dlmanfaatkan untuk keglatan operas1onal f

o flaporan keuangan belum selesai seluruhnya Konstrukm f_f EE
~Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesm, gedung:..‘: o

_’dan bangunan, Jalan, mga51 dan Jarmgan, dan Aset Tetap':‘ o

LT Pemenntah Daerah dan dalam kond1sx 31ap dlpakal
14
o v{'»Tetap RenovaS1

»sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggalf.:- S

Aset Tetap lalnnya termasuk d1 dalamnya adalah Aset

» lamnya, yang proses | perolehannya dan/atau?-?» |
‘pembangunannya membutuhkan suatu per1ode waktu‘[v,}}i -
Lo "tertentu dan belum selesa1 ’ ' : -

: K1a31ﬁka31 aset tetap secara ter1nc1 dluralkan dalam Bagan o
Akun Standar (BAS) v . '

. Pengakuan Aset Tetap

,-1)

- ekonom1 masa depan dapat dlperoleh dan mlamya dapat . ; R

‘,2)

Pada umumnya aset tetap dlaku1 pada saat manfaat:f,‘v, -
vdlukur dengan andal. v O . S
'}Untuk dapat d1aku1 sebagal aset tetap harus dlpenuhl,:

- _kntena sebaga1 benkut

~ a) _Berwujud

b Mempunya1 masa manfaat Ieblh dan 12 (dua belas) f 'jf "

o i'bulan, .

o ¢ ‘B1aya perolehan aset dapat dlukur secara andal

'a)_’;: Tldak dlmaksudkan untuk dljual dalam operasrf_f‘-v

. normal Enutas, dan L

o }:(‘2) § Dlperoleh atau dtbangun dengan makSUd untuk o

- dlgunakan _ L e — , )

, 2(‘3) }.’}N11a1 Rup1ah pembehan barang materlal atavi’ .
pengeluaran untuk pembehan barang tersebut: :"

_:f_v: mernenuhl batasan mlmmal kapltahsas,l aset tetap o

'Yang telah d1tetapkan
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3)’ ’I‘ujuah utama dari }perolehé.n‘ aset tetap adalah untuk

- digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung

4)

. keg-iatan" operasionalnya ‘dan bukan dimaksudkan untuk ‘

dijual. | | |
Pengakuan aset tetap akan ‘andal bila aset tetap telah

dltenma atau diserahkan hak kepemlhkannya dan atau

- pada saat penguasaannya berpindah. |

Saat pengakuan aset akan dapat dlandalkan apablla-

terdapat bukti bahwa telah terjadi perplndahan hak

| kepemlhkan dan/ atau penguasaan secara hukum, misalnya -

- sertifikat tanah dan bukti kepemlllkan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum dldukung dengan bukti

- secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses

* administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang

masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan
sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset
tetap tersebut harus diakui‘p'ada saat térdapat bukti bahwa
penguasaan atas aset tetap} tersebut telah berpindah,

. misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas

sertifikat tanah atas nama pemlhk sebelumnya

C. Pengukuran Aset Tetap

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap

didasarkan pada nilai wajar padé saat perolehan.

»3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar

pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas
bukan merupakan suatu proses penilaian kembali
(revaluasi) dan tétap konsisten denganv'biaya pcrdehan.
Penilaian kembali yang dimaksud hanya ditevvrapkan
pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya,

bukan pada saat perolehan awal.

- 4) Pengukuran dapat d1pert1mbangkan andal bila tcrdapat ,

transaksi pertukaran dengan bukti pembehan aset tetap
yang mengldenuﬁkasxkan bxayanya Dalam , keadaan

suatu aset yang dlkonstruk51/d1bangun sendm, suatu
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pengukuran yang dapat diandalkan ‘atas biaya dapat -
diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan Entitas

- tersebut untuk perolehan’bahan baku, tenaga kerja dan

B b1aya lam yang d1gunakan dalam proses konstruk51

. 5') .
| belinya atau konstruk_smya, termasuk bea impor dan =

6)

Biaya perolehan ‘suatu aset tetap terdiri dari harga -

'setiap biaiya 'yang dapat‘diatribusikan secara langsung’ B

dalam membawa aset tersebut ke kOl’ldlSl yang membuat
aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dlmaksudkan

'Kom'p'oner‘lf biaya perolehan dapat }-’ diuraikan sébagai'

berikut: |
Jenis Aset Komponen Biaya Perolehan
| Tetap . |
| Tanah harga = perolehan  atau biaya
pembebasan tanah biaya yang
dikeluarkan dalam rangka

merhpcroleh hak, biaya pematangan,

pengukuran, penimbunan, dll

Peralatan dan | pembelian, biaya pengangkutan, biaya |-

Jaringan, &

Mesin instalasi, serta biaya langsung lainnya "
untuk . memperoleh - dan |
mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan |

Gedung dan harga - pembelian atau  biaya

Bangunan konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan pajak

Jalan, biaya “peroleh‘an ataubiajra konstruksi |

dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan

Instalasi sampai jalan, jaringan, dan instalasi
- tersebut siap pakai |

Aset Tetap seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

Lainnya

memperoleh aset tersebut sampai siap |
pakai. o

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya|
' | kontrak

yang‘ diperoleh - " melalui
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J enis Aset
'I‘etap

Komponen Biaya Perolehan

meliputi pengeluaran nilai kontrak,
biaya perencanaan dan pengawasan,
pajak, serta biaya pen'zinan;

Biaya perolehah Aset Tétap Lainnya
yang diadakan . melalui swakelola,
misalnya untuk Aset Tetap Renovasi,
meliputi biaya langsung dan tidak
langsung, yang terdiri dari ‘biaya
bahan baku, tenaga kerja, sewa
peralatfan, biaya pcrencanaah dan

pengawasan, biaya perizinan, pajak,

dan jasa konsultan

7) Biaya peroleh

an, di luar harga beli aset, dapat

dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan

minimal kapitalisasi (capitalization threshold). Batasan

ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset

tetap.

8) Jika biaya perolehan per satuan aset tetap kurang dari

nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka

Entitas mengakui/ mencatat biaya perolehan  sebagai

beban operasional, dan oleh karena itu tidak

menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun

demikian, Entitas tetap mengungkapkan perolehan aset

 tetap tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

~ Batasan minimal kapitalisasi untuk biaya perolehan awal

per satuan aset tetap sebagai berikut:

No ASET TETAP NILAI KAPITALISASI

1. |Tanah ' Tidak dibatasi
2. | Peralatan dan Mesin Rp 500.000,00
3. | Gedung dan Bangunan Rp 15.000.000,00
4. | Jalan Irigasi dan Jaringan - -

- Jalan Rp 10.000.000,00
- Irigasi . : L Rp 5.000.000,00
- Jaringan - : Rp 1.000.000,00
5. | Aset Tetap Lainnya : Tidak dibatasi
6. | Konstruksi dalam - Tidak dibatasi

| pengerjaan
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,9) Blaya admmlstram dan blaya umum 1a1nnya bukan
merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang’ ‘
biaya tersebut _tidak dapat chdlstrlbusﬁ{an secara
langsung pada blaya perolehan aset atau membawa aset

ke kond1S1 kerjanya . : v ‘

10) Setlap potongan dagang dan rabat dlkurangkan dan‘

harga pembelian. o ' |

. Penilaian Awal Aset Tetap v -

’Barang beI'WL‘lJud yang memenuhi’kuali‘ﬁkasi '»u'xvltuk diakui

sebagm suatu aset dan dlkelompokkan sebaga_l aset tetap,
pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan e
| Perolghan melalui Pembelian dan Pembangunan

Perolehan melalui pembélian “dan pembangunan dapat
| ‘dllakukan dengan pembehan tunai dan angsuran atau
pembayaran termin sesuai kemajuan pekexjaan (kontrak'

- konstruk31]

‘1) Perolehan melalui pembchan tunau

Apablla perolehan aset tetap dilakukan melalui pembehan

' tuna1 (tanpa termin), pencatatan kedalam akun Aset Tetap
dilakukan apabﬂa pembayarannya langsung 100%, nilai
 yang diakui sebagai aset tetap sebesar harga perolehan‘

" aset termasuk se_mua biaya yang dlkeluarkan sampai

| dengan aset tersebut siap untuk dipergunakan.

2) Perolehan melalui termin (kontrak konstruksi).

Pada perolehan aset tetap melalui termin (kontrak
| konStruksi),‘ pencatatan ke akun Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP) dilakukan pada saat pembayaran termin
, sebelum pekerjaan selesai. Pada saat pekerjaan telah'
 selesai dilakukan 100 % maka akun Aset ’I‘etap diakui dan
) 'akun Kontruk31 ‘Dalam Pengcr_]aan atas aset tetap

_ bersangkutan dxehrnmas;
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. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang
diperoleh  secara  gabungan - ditgritukan dengan -
mengalokasikan ha_rga gabungan tersebut berdasarkan
‘pefbandingan - nilai wajér masing-masing aset vyang‘ '
bersangkutan _ ' ‘
Simulasi Penghltungan Harga Barang secara Proporsmnal
Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa peralatan kantor
dlperoleh 1nforma31 dibeli beberapa macam barang sebaga1
 berikut : | o
1. Komputer PC 10 buah seharga Rp100. 000. 000,00
2. Laptop 3 buah seharga Rp30 000 000,00
3. Meja kerja sebanyak 15 buah seharga Rp15 000 000 00
4. Kursi  rapat  sebanyak 100  buah seharga
'Rp75.000.000,00 S I
5..- Kepanitiaan sebesar Rp3.500.000,00
6. PPh dan PPN sebesar Rp6.500.000,00 |
Total Biaya yarig dikeluarkan untuk pengadaan | barang
pefalatan kantor tersebut adalah Rp230.000.000,00 dengan
rincian  Rp220.000.000,00  untuk =~ barang  dan
Rp10.000.000,00 untuk PPN, PPh dan Biaya kepanitiaan.
Maka untuk harga masing—_rnasirig barang dapat

diperhitungkan sebagai berikut :

1. Untuk komputer : |

PPN dan | | |
Biaya lelang = l:Rp 100.000.000 - x Rp 10.000.000 :uﬂ
: Rp 220.000.000 |

= 4.545.455,55 : 10

= 454.545,55

Maka harga masing-masing komputer PC adalah
| =Rp (100.000.000/ 10) + 454.545,55
~ =Rp 10.454.545,55

2. Untuk laptop :
PPN dan ' R - : -
Blaya lelang Rp 30.000.000 x Rp 10.000.000 :3
. Rp 220.000.000 B
= 1.363.636,36 :3
= 454.545,33
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Hé.rga rﬁééing-xﬁasing laptop
% (Rp 30.000.000 : 3) + 454.545,33
% Rp 10.454.545,33 |
3. Untuk meJa ker_ja |

PPN dan - [

 Biaya lelang = | Rp 15.000.000 x Rp 10 000.000

, Rp 220.000.000
= (681.818,18 :15)
= 45.454,33 o o

Maka harga masing-masing meja
= (Rpl5.000.000 : 15) + 45.454, 33

= 1.000.000 + 45 454,33
= Rp 1 045. 454 33

4. Untuk kursi rapat

‘PPN dan | | - o
Biaya lelang = | Rp 75.000.000 x Rp 10.000.000 : 10

1L Rp 220.000.000
= (3.409.090,91 :100)
= Rp 34.090,91 |

Maka harga masing-masing kursi
' = (75.000.000 : 100) + 34.090,91
= Rp 750.000 + Rp 34.090,91 |
= Rp 784.090,91 .

g. Aset Tetap ngunakan Bersama

:IEZl

0]

1) Aset yang d1gunakan bersama oleh beberapa Entitas
- Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan

dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang
melakukan pengelolaan (peraWatan dan pemeliharaan)
terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengaxi surat
keputus‘an 'penetapan status penggunaan oleh Bupati

selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik
 Daerah. |

2) Aset tetap yang dlgunakan bersama, pengelolaan
'~ (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas
- Akunvtansi dan tidak bergantian.
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" h. Aset PerJan_uan Kerjasama Fasilitas 8031a1 Fas111tas Umum

1).

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjlan ker_]a sama

- dengan pihak ketiga berupa fasﬂltas sosxalvdan favsﬂxtas‘»

umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukanl'

setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang.
ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum

dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita

A}cara Serah Terima (BAST). Apabila nilai nominal tidak

‘tercantum, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai-

wajar pada saat aSet tetap fasos fasum diperoleh.]f

. Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

1)

2)

Suatu aset tetap dapat diperoleh ‘melalui pertukaran

seluruhnya atau pertukaran sebaglan aset tetap yang

' thdak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam

itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang‘ diperoleh,
yai’tu' nilai ekuivalen atas nilai tercaiat aset yang dilepas
setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau
setara kas yang ditransfer/diserahkan. | |
Suétu asét tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas

suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang

- serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset

tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran ‘dengan

© kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan'_tersebut '

tidak ada keuntungan dan kefugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh-dicatat
sebesar n11a1 tercatat (canymg amount) atas aset yang

dllepas

3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat

memberikan bukti adanya suatu pengurangan
(impairment) niléi atas aset yang dilepas. Dalam kondisi
seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-
bukukan (writtén down) dan nilai setelah diturun-nilai-

bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset

‘yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang

serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, dan
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' pevfalatan khusus. Apabila terdapat aset lainnya dalam

pertukaran, rhisalnya kas, nfzaka hal irii meﬁgindikasikan» :
bahwa pos yang 'dipertukarkan tidak mempunYai nilai
yang sama. - ’ S

j. Aset Donasi

1)

2)

3)

4)

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus
dlcatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan | v |
Sumbangan aset tetap dldeﬁn131kan sebagai transfer
tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu :,Entltas, -
misalnya perusahaan non pe‘merintah’ memberikan
bangunan yang dimilikinyei untuk digunakan oleh satu
unit Pemerintah .Daer'ahb tanpa persyaratan apapun.
Pényerahan‘ aset tetap tersebut akan sangat andal bila
didukung dengan bukti pérpindah'an kepemilikannya
secara hukum, seperti adanya akta hibah. }

T1dak termasuk aset donasi, apablla penyerahan aset
tetap tersebut dlhubungkan dengan kewajlban Entitas

lain kepada Pemerintah Daerah. Sebaga1 -.contoh, satu

perusahaan swasta membangun aset tetap untuk

Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya }
kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai.
Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti
perolehan aset tefap dengan peftukaran. - |
Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria
perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui

sebaga1 pendapatan operasmnal

k. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expendztures)

1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap

(subsequent expenditures) adalah pengeluaran yang
terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap
(subsequent expenditures) Yang | dapat berakibat
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan
besar ;‘memberi manfaat ekonomi di masa yang akan
datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai-

satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus
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2)

3)

q

. dltambahkan pada nllaJ tercatat (dlkapltahsasn) pada aset
~yang bersangkutan

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran

pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh .

 kriteria sebagai berikut:

. a) Manfaat ekon0m1 atas aset tetap yang d1pehhara

(1) bertambah ekonomls/ efisien, dan/ atau-
(2) bertambah umur ekonomls, dan/atau
(3) bertambah volume, dan/atau
(4) bertambah kapasitas produksi |

b) 'N11a1 rupiah pengeluaran belanja atas pemehharaan '
‘aset tetap tersebut matenal/ meleb1h1 batasan‘
minimal kapltahsam aset tetap yang d1tetapkan ‘

(capztalzzatton thresholds)

“Tidak termasuk dalam pengertlan memperpanjang masa

~ manfaat atau memberi manfaat vekonomls dimasa datang

dalain ._ bentuk  peningkatan kapasitas/volume,
peningkatan efisiensi; peningkatan mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/
perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan
rutin / berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hariya ’
untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar
berfungsi baik/normal. Dikecualikan pengeluaran untuk
belanja pemehharaan jalan apabxla memenuhi kriteria

menambah manfaat ekonomi aset tetap dan batasan

~ kapitalisasi, dicatat sebagal aset tetap

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capztalzzatzon
thresholds) dxtetapkan sebagal benkut |

No ASET TETAP ' NILAI KAPITALISASI

1. | Tanah - Tidak dibatasi

2. | Peralatan dan Mesin Rp. 500.000,00

3. | Gedung dan Bangunan Rp. 15.000.000,00
4. | Jalan Irigasi dan Jaringan o

- Jalan | Rp. 10.000.000,00

- Irigasi Rp. 5.000.000,00

| -Jaringan v Rp. 1.000.000,00

S. | Aset Tetap Lainnya - Tidak dibatasi

6. | Konstruksi dalam : - Tidak dibatasi

| pengerjaan : '
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L.

Renovasi Aset Tetap o ,
 a Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap

~ yang bersifat - direnovasi dan  memenuhi kriteria

kapitalisasi dan namun bukan milik suatu satker atau

SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset

o tetap " lainnya" Biaya 'yang dikeluarkan untuk !

melakukan renovasi umumnya adalah belan_la modal
aset terkait.

. Berdasarkan "6byeknya,’_.. renovasi aset ”tetap di

lingkungan satuan kerja}atau SKPD dapat dibedakan -

v menJadl 3 (tiga) jenis, yaltu

(1) Renovasi aset tetap m111k sendm
Renovasi aset tetap 'milik sendiri merupakan
perbaikan aset tetap d111ngkungan satuan kerja
atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. N
‘Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai
,penambah nilai perolehan aset tetap terkait. ©
'Apablla sampa1 dengan ‘tanggal pelaporan |
renovasi tersebut belum selesai dlkczjakan, atau
- sudah selesai pengerjaannya namun belum
dlserahtenmakan, maka akan dicatat sebagai
KDP. | |
(2) Renova31 aset tetap bukan m111k dalam lingkup
entitas pelaporan , ’ . |
Renovasi blsa dllakukan antar "UPT dalam satu o
| SKPD atau renovasi milik SKPD Iam, yaitu
dxrmsalkan suatu SKPD pinjam pakai atas gedung
perkantoran ‘dari SKPD lain dan - untuk
menun_;ang kelancaran kerja maka dllakukan
renovasi. )
Maka renovasi semacam ini, pada satuan kexja"-f'
vyang melakukan renovasi tidak dicatat sebaga,l‘
penarnbah ‘nilai perolehan aset tetap terkait
'karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada
pihak lain. '
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Renovasi terscbuf apabila telah selesai dilakukaﬁ_
sebelum tanggal pelaporan akan d:bukukanv
sebagai aset tetap laznnya-aset renovasi dan
disajikan di neraca sebagal kelompok aset tetap.
Pada  akhir tahun : anggaran  dilakukan |
penyerahan pekerjaan pavda”SKPD pemilik aset
B | sésuai k'etentuan‘f peraturan yang berlaku dan
d‘ilakukan" koreksi pengurangan pada neraca
SKPD yang melakukan i’cnovasi pada ‘asét tetap
lainnya-aset renovasi dikeluarkan dari Neraca dan
berdasarkan BAS’-'I‘ SKPD pemilik akan mencatat
sebagai aéet‘tetap dalam neraca sesuai kelompok
asetnya. Namun apabila sampai akhir periode
peiaporari belum‘:dilakuk'én penyerahan (mutasi
as'ebtv tetap) maka SKPD yang melakukan renovasi
akan mencatat pada' kelompok aset tetap lainnya
_ aset renovasi. . ' ’ '
Dan apabila sampa1 dengan tanggal pelaporan _'
renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, maka
akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan
(KDP)' pada SKPD yang melakukan renovasi dan
- dijelaskan dalam CALK
(3) Renova31 aset tetap bukan mlllk-dlluar llngkup entitas
- pelaporan. ,
Dimisalkan pernermtah daerah pinjam pakai- atau'
‘mempergunakan, - gedung perkantoran  milik
pemerintah  pusat atau ~provinsi  dan = guna
memperlancar pelaksanaan pekerjaan dilakukan
~ renovasi, dan d1anggarkan di belanja modal aset tetap

Vlamnya aset renovasi.
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Pada akhlr tahun anggaran ékan dilakukan‘
’»}'penyerahan pekeqaan pada pemermtah pusat atau
} provinsi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan
berdasarkan BAST yang berlaku, maka aset tetap
: lainnyaQ aset tetap. renovasi tersebut akan dikoreksi
- dikeluarkan dari neraca dan ‘mencatat di Laporan
opersmnal (LO) sebaga1 beban hlbah |

- Dan berdasarkan BAS’I‘ pemermtah pusat atau
- provinsi akan ‘men/catat‘ sebagai aset tetap dalam
‘neraca sesuai kelompok eisetnya dan mencatat di

Laporan Opersional (LO) sebagai pendapatan hibah.

Namun apabila sampaﬁ dengan tanggal pelaporan o
belum dllakukan serah terima pada pemerintah pusat
‘ atau prov1n31, maka pemenntah daerah pada satuan
kerja terkait akan mencatat di Aset tetap lamnya aset

renovasi sesuai dengan belanja modalnya.

Dan apabila renovasi tersebut  belum = selesai

~ dikerjakan sampai dengan-tanggal pelaporan, maka
akan dicatat sebagai konstruksi dalafn pengerjaan
(KDP) pada pemermtah daerah di satuan kerja terkalt
yang melakukan renova31 dan duelaskan dalam CALK

k. Penyusutan '

1)

2)

1)

2)

Metode penyusutan yang d1pergunakan adalah Metode
garis lurus (straight line method) '
Metode penyusutan garis Iurus dihitung dengan rumus

sebagali berikut :

Penyusutan per Periode = Harga perolehan

Masa manfaat

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui
sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap sebagai' pengurang nilai aset
tetap. . o |

Penetapan tentarig masa manfaat aset tetap sebagaimaha

~ pada tabel dibawah ini :
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11l |3 ASET TETAP - "
1 13]2 Peralatan dan Mesin
1 3 {2 |01 | Alat-Alat Besar Darat 10
‘1 1312|021 Alat-Alat Besar Apung )
1 3 |2 |03 | Alat-alat Bantu : . 3
‘1 13 [2]04 | Alat Angkutan Darat Bermotor ' 8
1 3 |2 |05 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2
1 131206} Alat Angkut Apung Bermotor 10
11 3 12|07 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3
1 3 [2 108 | Alat Angkut Bermotor Udara 20
1 3 |2 |09 | Alat Bengkel Bermesin 10
1 3 12|10 | Alat Bengkel Tak Bermesin 5
1 31|12 |11| Alat Ukur 5
1 3 |2 |12 | Alat Pengolahan Pertanian 4
1 3 |2 |13} Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat 4
Penyimpan Pertanian
1 3 ]2 (14| Alat Kantor 5
1 3 12 ]15| Alat Rumah Tangga 5
1 3 |2 116 | Peralatan Komputer 4
1" [3]2|17| Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat PeJabat 5
1 3 |2 | 18| Alat Studio 5
1 312 |19 | Alat Komunikasi 5
1 3 |2 (20| Peralatan Pemancar 10
1 32|21 | Alat Kedokteran )
1 3 [2]22 | Alat Kesehatan 5
1 3 | 2 {23 | Unit-Unit Laboratorium 8
1 1312124 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10
1 3 {2 [ 25| Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
1 | 32|26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir 15
g / Elektronika
(1 [3]2}27| Alat Proteksi Radiasi / 10
: Proteksi Lingkungan :
1 |3 [2{28| Radiation Aplication and Non - 10
B : Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1. [ 3229} Alat Laboratorium Lingkungan Hidup - 8
1 3 |2 |30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15
1 |1 31]2}31]Senjata Api - 10
1 3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api - 4
11 3 [ 2133 | Alat Keamanan dan Perlindungan 5
1 313 Gedung dan Bangunan
1 |3 13|01 |Bangunan Gedung Tempat Kerja S0
1 | 3]3]02 |Bangunan Gedung 'I‘empat nggal 50
1 3 | 3 |03 | Bangunan Menara ' 40
1 3 | 3| 04 | Bangunan Bersejarah 50
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05 [ Tugu Peringatan - 50

3|3
3 (306 |Candi o o : : 50
3 | 3 |07 | Monumen/Bangunan Berse_]arah .50
| 3 { 3|08 | Tugu Peringatan Lain s - 50
3 |3 |09 | Tugu Titik Kontrol/Pasti , ‘ - 50
3 | 3|10 | Rambu-Rambu : ;o S0
1 3 13 (11 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara v - 50
3|4 Jalan, Irigasi, dan Jarmgan .
131401 }Jalan - K - 10
31402 Jembatan o - 50
3 (4 { 03 | Bangunan Air Irigasi . ‘ - 50
3 [ 4 | 06 | Bangunan Pengaman Sungai dan : 10
' _ Penanggulangan Bencana Alam B
1 3 [ 4|07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air - 30
dan Air Tanah v
1 3 |4 | 08 [ Bangunan Air Ber31h/Bak11 . - 10
1 |3 [4]10|BangunanAir | - o 10
1 3 |4 | 11 | Instalasi Air Minum/Air Bersih - 30
1 |3 14|12 |Instalasi Air Kotor =~ - 30
1 | 3 14|13 |Instalasi Pengolahan Sampah - 10
1 | 3 4|14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan - 10
1 3 | 4 | 15 | Instalasi Pembangkit Listrik ’ .40
1 3 14| 16 | Instalasi Gardu Listrik - 40
1 |3 ]4]|17 |Instalasi Pertahanan - : : - 30
1 |3 ]|4]18 |Instalasi Gas ’ 30
1 3 [ 4|19 | Instalasi Pengaman - - 20
1 3 |4 |20 | Jaringan Air Minum v o 30
{1 |3]4(21|Jaringan Listrik o - 40
11 3 (4|22 {Jaringan Telepon =~ o 20
1 3 (4|23 |Jaringan Gas : 30
3) Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu . Tanah,
konstruks1 dalam pengerjaan, ‘buku-buku perpustakaan
hewan temak dan tanaman.
4) Aset Tetap Lalnnya berupa buku-buku perpustakaan,
- hewan ternak - dan tanaman © tidak dilakukan
penyusutan ‘secara penodxk melainkan diterapkan
penghapusan pada saat aset Tetap lamnya tersebut
v sudah tidak dapat dlgunakan atau matx
5) Untuk penyusutan aset tetap lainnya- aset tetap renovasi

,dxlakukan sesuai umur ekonomis mana yang lebih

pendek antara masa manfaat aset dengan masa

sewa/pinjaman.
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6) Aset Tetap yang d1rek1a31ﬁka31kan sebaga1 Aset Lamnya
dalam neraca berupa Aset Kemltraan Dengan Pihak
Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagalmana layaknya
- Aset Tetap : ' :
- 6) Penyusutan tidak dllakukan terhadap Aset Tetap yang
d1rekla31ﬁkas1kan sebagal Aset Lamnya berupa : |
a) Aset Tetap yang dlnyatakan hilang berdasarkan
berita acara, pernyataan oleh pengguna barang atau
" dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan
~ kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
] penghapusannya, dan v :
b) ~ Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau
- usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang
- untuk dllakukan penghapusan.
c) Aset tetap yang akan dipindahtangankan.
7) Penetapan tentang penambahan masa manfaat aset tetap
karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa
| ~overhaul dan ri:xiovééi sebagaimana diatur dalam Larhpiran I
Peraturan Bupati ini. e |
8) Pelaksanaan penyusutan dllakukan bersamaan dengan
penerapan basxs akrual terh1tung sejak tahun perolehannya
' 9) Jika prosenta31 penambahan masa manfaat melebihi batas
" maksimal sebagéimana‘ tercantum dalam tabel penambahah
masa manfaat, maka yang digunakan adalah batas
" tertingginya. Rl R '

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan

karena. Ke}bijakan ~ Akuntansi Pemerintah Daerah menganut
penilaian aset berdasarkan biaya peroleha’nv’ atau harga

pertukaranv |

v Penylmpangan dan ketentuan ini mungkln dilakukan berdasarkan ,’

. ketentuan pemermtah yang berlaku secara nasmnal

Dalam hal ini laporan keuangan-harus menjelaskan mengenai

penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian

- aset tetap serta pengaruh penyxmpangan tersebut terhadap

gambaran keuangan suatu Entitas. Selisih antara nilai revaluasi -
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dengan nilai tercatat aset tetap dlbukukan dalam ekultas

m Pcnghenhan dan Pelepasan Aset Tetap

1)

Suatu aset tetap dan akumula31 penyusutannya dieliminasi.
dan neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan keuka dxlepaskan atau bila aset secara permanen

v dlhentlkan ‘penggunaannya dan d1anggap tidak memiliki

o manfaat ekonomi/ sosial signifikan ‘dimasa yang ‘akan datang,'

2)

setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/ atau denganv

persetujuan DPRD. , _
Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan aklbat dan

' pemmdahtanganan dengan cara dijual atau dlpertukarkan

sehmgga pada saat tex;]admya transaksi belurn ‘seluruh nilai

buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, »maka3

| selisih antara harga Jual atau harga pertukarannya dengan

nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai

surplus/defisit - pen_]ualan/ pertukaran aset non lancar dan

' dlsa_]lkan pada Laporan Operasional (LO) apabila harga jual

 diatas - mnilai - buku  dicatat sebagai surplus

3)

penJualan/ pertukaran aset tetap1 apabxla harga jual dibawah

nilai buku dicatat sebagai defisit penjualan /pertukaran aset.

‘Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan - sebagai

v pendapatan dan dllaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) } ‘ ,
Aset tetap hllang harus dlkeluarkan dari neraca “setelah
d1terb1tkannya ~penetapan oleh plmpman Entltas yang
bersangkutan berdasarkan keterangan dari pxhak yang

berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

~ Terhadap aset tetap yang hllang, sesua1 dengan peraturan

perundang-undangan ‘ perlu dilakukan  proses  untuk
mengetahui apakah  terdapat unsur kelalaian sehingga
mengaklbatkan adanya tuntutan ganti rugi.

Aset tetap hilang dlkeluarkan dari neraca sebesar nilai buku

'Apabxla terdapat perbedaan Waktu antara penetapan aset

hllang dengan penetapan ada atau tldaknya tuntutan ganti
rugi, maka pada saat aset tetap dmyatakan ‘hilang, Entitas
melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya
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(aset tetap hllang yang masih dalam proses tuntutan ganu
rugl) ' o

SelanJutnya, apablla berdasarkan ketentuan perundang-
undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada
perorangan tertentu, maka aset lamnya tersebut direklasifikasi
menjadi piutang tuntutan gant1 rugi. Dalam hal tidak terdapat
tuntutan ganti rugx, maka aset lamnya tersebut direklasifikasi

menjadi beban.

. Penyajlan dan Pengungkapan Aset Tetap

1)

2)

Aset Tetap dlsajxkan dalam Neraca dan nnmannya dljelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan kcuangan harus mengungkapkan untuk masmg-

. masmg jenis aset tetap sebagai benkut

39

a) Dasar pemla.tan yang digunakan untuk menentukan mla1

tercatat (carrymg amount), apabﬂa telah dllaksanakan

sensus;
b) - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhlr periode
‘yang menunjukkan '
| (1) penambahan;‘ ‘
.(2) pelepasan;
3 akumulasi penyusutan dan perubahan nilai; jlka ada;
(4) mutasi aset tetap lamnya '

c) Informasi penyusutan, meliputi:

(1) nilai penyusutan; .
(2) mctode penyusutan yang dlgunakan,
(3) masa rnanfaat atau tarif penyusutan yang dlgunakan
~ (4) nilai tercatat bruto dan akumulasx penyusutan pada
: awal dan akhir penodc

Hal hal yang perlu dlperhatlkan dalam pengungkapan aset

~ tetap adalah sebaga1 berikut:

a) -Aset tetap yang tidak digunakan untuk kepcrluan |

‘ operasmnal Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi
aset tetap dan harus dlsajlkan di pos aset lainnya sesuai

. dengan nilai tercatatnya. - |

b) -J;ka penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan

“atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset
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~ tetap yang ‘belum selesai 'ters‘ebut»v: digolongkan dan
‘vd1laporkan sebageu konstruksi dalam pengexjaan sampai

| dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran setelah perolchan awal suatu aset tetap yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan

N besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang

 dalam bentuk kapasuas, mutu produkm atau pemngkatan

- standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapxtahsa31

 harus ditambahkan pada mlau tercatat aset yang

d)

“bersangkutan.

Pemerintah Daerah tldak harus menyajikan aset bersejarah

(heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus
_diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

 Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi

- manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai

~ sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah

digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus
tersebut, aset ini akan dlterapkan prmsxp pr1n31p yang

sama seperti aset tetap lainnya.

Aset tetap yang secara permanen d1hentlkan atau dilepas

harus dieliminasi dari Neraca dan dlungkapkan dalam

- Catatan atas Laporan Keuangan

g)

v'”'Elir'ninasi’ aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal

h)

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca kenka dllepaskan

‘ atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya o

}' dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang.

_transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif

. Pemerintah Daerah tidak memenubhi definisi aset tetap dan

harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai

‘tercatatnya (carrying amount).

~ Aset tetap dlsajlkan berdasarkan blaya perolehan aset tetap

tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi

| _kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset

tetap ‘akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-

masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

92



o Akuntan31 Konstruks: Dalam Pengerjaan

1)

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang‘
sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca'
belum selesai - dibangun seluruhnya Konstruk31 dalam
pengerjaah rhencakup-v peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, Jalan, irigasi dan Janngan, dan aset tetap lamnya:

 yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya

_2)

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum
selesai. Perolchan mela1u1 kontrak konstruk31 pada umumnya
memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu
perolehan tcrsebut bisa lebih dari satu penode Akuntansi.

Perolehan asét dapat “dilakukan ‘dengan membangun sendiri

(swakelola) ‘atau  melalui pihak ketiga dengan kontrak

' konstrukm '

©g

Pengakuan Konstruks1 Dalam Pengerjaan o
Suatu benda berwujud harus d1aku1 sebagal Konstruk81 Dalam:' |

Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

| a) .Besar kemungkman bahwa manfaat ekonomi masa yang

4)

S)

6)

7).

-akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan
_dlperoleh dan ‘ -
b) Biaya perolehan tersebut dapat dlukur secara andal; dan

c) Aset tersebut maSIh dalam proses pengerjaan.

Konstruksi ~ Dalam Pengerjaan = merupakan aset yang

dlmaksudkan dlgunakan untuk operasmnal Pemerintah
Daerah atau dlmanfaa_tkan oleh masyarakat dalam jangka
panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
‘Konstruksi Dalam Pehgerjaavn}apabila telah selesai dibangun:
dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset
tetap sesuai dengan kelompok asetnya
Pengukuran }Konstrukm Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. |
N11a1 konstruk31 yang dlkerjakan secara swakelola antara lain:
a} Blaya yang berhubungan langsung dengan keglatan
konstruksi; ' '

| b) B1aya yang dapat dlatnbu31kan pada keglatan pada

-umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
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. _c) Blaya lain yang secara khusus dlbayarkan sehubungan
' konstruksi yang bersangkutan. L ,
8) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan keg1atan
~ konstruksi antara lain meliputi: -
a) Blaya pekerja lapangan terrnasuk penyelia;
'b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstmk31,
¢} Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari
“dan ke tempat lokasi pekerjaan;
d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana,
e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung
: .berhubungan dengan konstruksi, seperu bzaya konsultanv
perencana.
9) Blaya-blaya yang dapat dlatnbumkan ke dalam keglatan:
~ konstruksi pada. umumnya dan dapat dialokasikan ke
. konstruksi tertentu, mehpuu |
1. Asuransx, ) ‘
-2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak
, langsung berhubungan dengan konstruksx tertentu, '
| 3 Blaya-blaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk
keg1atan konstruksa yang bersangkutan seperti blaya
mspeksz ‘
10) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Suatu Entitas harus mengungkapkan 1nformas1 mengena1 -
Konstruk51 Dalarn Pengerjaan pada akhir periode Akuntan51. |
~ a) ,Rincian kontrak 'kons_txv'u‘ksi dalam pengerjaan berikut
| tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruk31 dan sumber pemblayaannya,
c) Jumlah blaya yang telah dlkeluarkan,
d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
¢) Retensi. SRR

3 Dana Cadangan
' a.Definisi Dana Cadangan ,
1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
" menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar -
. yang tidak dapat dipenuhi dalain satu tahun anggaran. |
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RN ‘2) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan
v“"dlatur dengan peraturan daerah sehmgga dana cadangan

vtldak dapat dlgunakan " untuk peruntukan yang 1

pembangunan aset rmsalnya rumah Saklt pasar 1nduk atau:

o gedung olahraga. -

, pembentukannya

.Pengakuan DanaCadangan - T R . o
. Dana Cadangan d1aku1 pada saat terjad1 pemmdahan k1a31ﬁkas1” |

-darl kas ke dana cadangan

e Pengukuran Dana Cadangan o

B 2 Pencalran Dana Cadangan mengurangl Dana Cadangan yang

, .»l_bersangkutan B v , . o
| 3) '.:Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangani{'j“
Ut yang bersangkutan ST e o f. s e o
o 4) : Hasﬂ hasnl yang dlperoleh dar1 pengelolaan Dana Cadangan d1- A

Peruntukan dana cadangan blasanya d1gunakan untuk

“ :"3) Dana cadangan dapat d1bentuk untuk leblh dar1 satu"}-;"f‘
peruntukan Apablla terdapat leblh dar1 satu peruntukan,"

" maka dana cadangan - dmnc:l menurut tuJuanf}'l"x

o .:1)1? Dana Cadangan dlukur sesua1 dengan mlal nomlnal darl kas» -

vPemermtah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan R

E Penya_llan dan pengungkapan Dana Cadangan

1] Dana Cadangan dlsa_ukan dalam Neraca pada kelompok Aset '

L ;;ﬁ Non Lancar Rmmannya duelaskan dan d1ungkapkan dalam;; :

o Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

. 2) ,:Hasxl-hasﬂ yang dlperoleh dar1 pengelolaan Dana Cadangan

L dxcatat sebagax pendapatan LRA dalarn pos pendapatan asli

o IR daerah lamnya kemudlan dltambahkan , dalam Dana:}"-'_v}‘

- Cadangan dengan mekamsme pembentukan Dana Cadangan ,} BT

. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

" ‘i»‘»f"‘dengan nllal sebesar hasﬁ yang dlperoleh dan pengelolaan .

)ﬂtersebut Hal ini Juga perlu dxungkapkan dalam dalarn |
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4. Aset Lainnya
" a. Definisi Aset Lainnya ,

| 1) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang
‘tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset 1ancar,
investasi jangka panjang, _aset tetap dan ~dana
cadangan. : : o | B

2) Termasuk di dalam Aset_Lainnya adalah :

a) Tagihan Piutang Perijualan Angsuran;

b) Tagihan Tuntutan Ganti Ke_rugiaﬁ Daerah;
c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

d) Aset Tidak Berwujud;

e) Aset Lain-lain.

3) Taglhan penjualan angsuran menggambarkan jumlah
yang dapat dxtenma dan penjualan aset Pemerintah
Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah
Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain

" adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan ‘
dinas. . '

4) Jenis Aset Kemitraan dengan plhak kehga adalah
a) Aset Kerjasama/Kemxtraan adalah aset tetap yang

dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan
' kegiatan kerjasama/kemitraan. |
b) Bangun, Guna, Serah - BGS (Build, Operate,
Transfer - BOT), adalah- pemanfaat'aﬁ' tanah milik
- pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan
- bangunan dan/atau sarana, berikut’ fasilitasnya,
- kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
" dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya tanah beserta bangunan .
dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, vdis‘erahkan'
~ kembali kepada pengelola barang setelah
berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
c). Bangun, Serah, Guna - BSG (Buzld Transfer
- Operate — BTO) adalah pemanfaatan tanah milik
pemenntah‘ oleh pihak lain dengan mendirikan

bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitaSnya,
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dan setelah selesa1 pernbangunannya dlserahkanv

“'”“:"-'.,:j»}'kepada pengelola barang untuk kemudlan" .

f"vv_:'dldayagunakan oleh plhak laln tersebut selama o

o - Jangka waktu tertentu yang d1sepakat1
o d .
LT '}j’pendayagunaan Barang M1hk Negara oleh pihak lain . =

,KerJasama - Pemanfaatan ~ (KSP) . adalah -

f::f'dalam Jangka Waktu tertentu dalam g rangka‘ "
pemngkatan penerlmaan Negara bukan pa_]ak dan »
. sumber pembxayaan la1nnya IR A :
- Masa keljasama/ kemltraan adalah _]angka waktuvi . o

-d1mana Pemerlntah dan mltra kerJasama ma31h o

- terikat dengan perJan_]lan ker_lasama/ kem1traan S

L .1.._:'i’»'5):‘vaset txdak berwujud . adalah aset nonkeuangan yang -

. .’dapat dudentlﬁka81 dan tldak mempunyal Wu_]ud ﬁsﬂ(‘_'

o '_v'serta d1m111k1 untuk dlgunakan dalam menghasﬂkan

N "'barang atau _]asa atau dlgunakan untuk tu_]uan lamnya’ .

o termasuk hak atas kekayaan 1nte1ektua1

"

o ,.:Efkepentlngan/ saham d1 atas nilai buku Goodwzll o

S }'dlhltung berdasarkan sehslh antara mlax Entltas

) r_‘perahhan/penjualan kepentmgan/ saham dengan o

. 6)>’Jems Aset Tidak Berwujud adalah | . o
Goodwlll adalah kelebxhan n11a1 yang d1aku1 oleh o

suatu :'_ Entltas aklbat adanya pembehan o

;‘Vberdasarkan pengakuan . dari . suatu ' transaks1 o

n11a1 buku kekayaan ber31h perusahaan

b

kekayaan 1ntelektua1 atau atas suatu pengetahuan
;V’ltekms atau suatu karya yang dapat menghasﬂkan"f,ﬁ e

B manfaat ‘bagi Entltas Di sampmg itu dengan adanya L

" Hak. Paten, Hak Clpta adalah hak-hak yang pada‘:ff

-f dasarnya dlperoleh karena adanya kepemlllkan .

B ‘hak ini. dapat mengendahkan pemanfaatan aset

o }tersebut dan membatasx plhak laln yang tldakf f. .-

L berh ak untuk memanfaatkannya
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) Royailti;' ‘adalah  nilai manfaat ekonomi. yang
‘akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak

paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan

dxmanfaatkan oleh orang, 1nstan31 atau perusahaan

- lain.
| Tidak Berquud adalah software yang bukan

| merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware'

Software komputcr yang masuk dalam kategori Aset

v komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang
- dapat digunakan di komputer lain. '
~ Lisensi adalah izin yang diberikan pemlhk Hak Paten

atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain

berdasarkan  perjanjian pembenan hak untuk
- menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak

Kekayaah Iritelektual yang "'diberi | perlmdungan

dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

_ Hasil Kajian/Penelitian yang memberxkan manfaat

- jangka panjang adalah suatu kajian atau

. pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis

" dan/atau sosial dlmasa yang akan datang yang

- dapat diidentifikasi sebagai aset.

9
- Tidak '}B}erwujud yang‘ tidak dapat dikelompokkan ke

~ dalam jenis Aset Tidak Bers)vujud yang ada.

b

Aset Tidak Berwujud Lamnya merupakan jenis Aset

Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. |
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset

Tidak Bérwujud yang diperoleh secara internal yang

- jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun

anggaran atau pelaksanaan pengembangannya

- melewati tanggal pelaporan; Dalam hal terjadi seperti -
~ ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam

rangka pengembangan tersebut sampai dengan

~ tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak

. Berwujud dalam Penger]aan (intangible asset - work

in progress) dan setelah pekerjaan selesai kemudxan
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‘akan direklasiﬁkasi merijadi Aset Tidak Berwujud

yang bersangkutan o

' 7) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang d1maksudkan“'

untuk dlhentlkan dari . penggunaan aktif pemerintah
dlrekla31ﬁkasx ke dalam Aset Lam-laln Hal ini dapatu
d1sebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset
tetap yang tidak dxgunakan karena sedang menunggu‘
proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli,

penghibahan, penyertaan mddal)

8) Klasifikasi aset lainnya secara terinci dluralkan dalarn

Bagan Akun Standar (BAS)

b. Pehgakuan Aset Lainnya

- 1)_ 

.‘2)

| .3) '

Aset Iamnya dxaku: paida saat diterima atau
kepemlhkannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.
Tagihan pen_]ualan angsuran diakui saat transaksi

' penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset

lalnnya kepada pegawa1 texjadl berdasarkan dokumen

sumber Memo PenyesuaJan (MP). Memo ini dibuat

, berdasarkan 1nforma31 dan Bendahara Pengeluaran atau

BUD tentang terjadinya transakm penjualan rurnah

 kendaraan dmas dan lam-lam

‘Tuntutan Ganti Rugi  diakui bila telah memenuhi

' krltena

(a) Telah dltandatanganmya Surat keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SK’I‘JM), atau |

v >(b) Telah dxterbxtkan Surat Keputusan Pembebanan

4)
' (a) Aset Kerjasama/ Kemltraan diakui pada saat terjadi

Penggantxan Keruglan (SKP2K) kepada plhak yang
_ dlkenakan Tuntutan Ganti Rugl ,
Kermtraan dengan Pihak Ketlga diakui saat:

pexjanpan kexjasama/ kemltraan, yaitu dengan
perubahan kIaSJﬁkasu aset dari aset tetap men_]adl aset
kerjasama / kermtraan

(b) Aset Kerjasama/ Kemltraan berupa Gedung dan/ atau
sarana berikut fasﬂltasnya, dalam rangka kerjasama

BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan
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Gedung dan/ atau sarana berikut fasﬂltasnya selesai
“dan siap dlgunakan untuk dlgunakan/ dlopera31kan
(c) 'Dalam rangka . kexja sama pola BSG/BTO harus
dxakul adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga,
yaitu sebesar nilai aset yang dibangu'n}z oleh mitfa dan
. telah'vdiservahkan kepada Pemerintah pada saat proses
o pembangunan selesai. S
" | (d):’Setelah masa perjanjian kerjasama berakh1r, “aset
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat
pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada
~ Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. - '
" (e) Penyerahan kembah objek  kerjasama bcsei'ta
fasilitasnya kepada Pengelola Barang d11aksanakan
setelah berakhirnya perjanjian d1tuangkan dalam
. berita acara serah terima barang
(t) Setelah masa pernanfaatan berakhir, tanah serta
' bangunan dan fasilitas ‘hasﬂ kerjasama/ kemitraan
' ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola
Barang, . ) e ,
" (® Klasifikasi aset hasil kerjasama/ kemitraan berubah
~ dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai
, Jemsnya setelah berakhlrnya perjanjian dan telah
" ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola
o - Barang. .
5) Aset Tidak Berwujud d1aku1 pada saat:
. Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau
jasa poten31al yang dlaklbatkan dari Aset Tidak Berwujud
tersebut akan mengallr kepada/dinikmati oleh Entitas;
dan | - | |
6) - Pengakuan Aset Lam—lam d1aku1 pada saat dlhentlkan
 dari penggunaan aktif pemenntah dan direklasifikasikan

. ke dalam aset lain- lain.
c. Pehgukura’n Aset Lainnya

) Aset lalnnya diukur sesuai dengan b1aya perolehan atau
sebesar nilai wajar pada saat perolehan

2) Pengukuran Tagihan Penjualan ‘Angsuran dilakukan

100



3

4)

5)

6)

- berdasarkan nilai nominal dari »kontrak/ berita acara

penjualan aset yang bersangkutan

Pengukuran ~Tuntutan Ganti Rugi dilakukan
berdasarkan nilai nommal dari - Surat keterangan ‘_

Tanggung Jawab Mutlak (SK’I‘JM) atau Surat Keputusan» '

Pembebanan Penggantian Keruglan Sementara (SKP2K).

Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak

~ Ketiga dinilai berdasarkan:

a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk

diusahakan dalam peqanpan kerjasama/kemitraan

harus dicatat sebagat aset kerjasama/ kemitraan

sebesar ‘nilai bersih yang tercatat pada saat

per;an_]lan atau nilai wajar pada saat perjanjian,

d1p111h yang paling Objektlf atau paling berdaya uji.

b) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam

Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan

Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor

mencatat dana yang ditefima ini sebagai kewajiban.
c) Aset hasil kerjasama yang _telah diserahkan kepada
pemerintah setelah bérakhirnya perjanjian dan telah

}ditetapkvah status penggunaannya, dicatat sebesar

" nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar
pada saat aset tersebuf diserahkan, dipil_ih yang
paling objektif atau paling berdaya uji. .

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan
yaitu harga yang harus dibayar Entitas untuk

‘memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap
untuk dlgunakan dan Aset Tidak Berwu1ud tersebut
mempunyal manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa |

.datang atau jasa potensxal yang melekat pada aset

tersebut akan mengalir masuk kedalam Entitas tersebut.
Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan

pembelian terdiri dari:

" a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak,

setelah dikurangi dengah potongan harga dan rabat;
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7)

b) Senap bxaya yang dapat dxatrlbumkan secara
langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk'
penggunaan yang dimaksudkan. '

Contoh dari biaya yang dapat d1atnbus1kan secara
-langsung adalah: '
| (1) Biaya staf yang t1mbul secara Iangsung agar aset
tersebut dapat digunakan;
(2) ' Biaya profesional yang timbul secara langsung |
agar aset tersebut dapat digunakan;
(3) Biaya pengujian untuk ‘menjar-nin aset tersebut

dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran Aset Tldak Berwu_]ud yang dlperoleh secara

internal adalah:

K:) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan

yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar
biaya perolehan yang meliputi biaya yang dlkeluarkan E

sejak memenuhl kriteria pengakuan.

- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya .

‘telah diakui oleh Entitas sebagai beban tidak boleh
~diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset
~ Tidak Berwujud di kemudian hari.

c) Aset Tidak | Berquud yang dihasilkan dari

8)

9)

- 10)

‘pengembangan  software komputer, 'maka
'perigeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah
‘pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset
Tidak ‘Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat
ditelusuri dapat disajikan sebebsar nilai wajar.
Aset tetap yang difnaksudkan untuk dihentikan dari
p‘engguhaan -aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam

~ Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap -

- disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
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1 1) Proses penghapusan terhadap aset Iam - lain dllakukan-

)

2)

3)

4

6)

pah_ng lama 12 'b‘ulan ~sejak }dlreklasllfikam kecuali
ditentukan lain ’-menurut ketentuan  perundang-

u_hdangan'.

. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lajnnya

Secara umum Aset lalnnya d1sa_11kan dalam Neraca pada
kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan

d1ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Kcuangan |

~ (CaLK).

Pengungkapan Taglhan Penjualan Angsuran di Laporan

‘Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya

kla51ﬁka31 Tagihan Penjualan Angsqran menurut

| debitur.

Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan
Keuangan maupun Catatan atas 'Laporan Keuangan
(CaLK) disesuaikan:dengan kebutuhan daerah, misalnya.
klétsiﬁkasi 'I‘untutan'bGa’n“ci Rugi menurut nama pegawai
Pengungkapan Kemltraan dengan Pihak Ketiga di
Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan
daerah, mlsalnya kla51ﬁka31 kemitraan dengan pihak
ketlga menurut jenisnya. , o
Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai.
bagian dari Aset Lainnya. Hal-hal yang 'diungkapkan
dalam Laporan Keuangan atas Aset ’I‘ldak Berwujud
antara lain sebagal berikut: - '
a) Masa manfaat dan metode amortisasi;
b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai
sisa Aset Tidak Berw_ujild; | |
c)> ‘ Penarhbahan maupun penurunan nilai tercatat pada -
 awal dan akhir periode, termasuk penghentxan dan
: pelepasan Aset Tidak Berwujud. ’

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya

- dan diungkapkan secara memadai di dalam CalK. Hal-

hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-
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faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian

E pénggunaan, ~ jenis - aset -teta‘p yang dihentikan

penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

e. Amortisasi Aset Lamnya

a‘

- Amortlsas1 adalah pengurangan n11a1 aset Iamnya secara

bertahap dalam Jangka ‘waktu tertentu pada \

sétiap periode Akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali »atas Aset

’I_‘idak. Berwujud yang vmefniliki masa manfaat tak

terbatas. o -
Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat

~ akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan’
keuangan atau pada, saat aset tersebut akan d1p1ndah ,

tangankan kepemilikannya.

f. Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya

)

2

. hukum, peraturan atau kontrak

3)

- Pengukuran Jumlah amortisasi dapat dllakukan dengan f

metode garis lurus ;

Masa manfaat amortwasx dapat d1batas1 oleh ketentuan :

-Apablla masa manfaat amortlsam tldak dxbatam oleh‘
ketentuan hukum, peraturan atau kontrak maka

Amortisasi  aset :.tak‘ ,' berwujud ditetapkan .

- 4 (empat) tahun

. g Pengungkapan Amortlsas1 Aset Lainnya

Amortlsa31 aset lamnya dxungkapkan dalam neraca dalarn .

akun Akumula31 Amortisasi yang akan mengurangl nilai buku

dari aset lalnnya tersebut Selain itu amortisasi Juga akan

: d1ungkapkan dalam Laporan Operaswnal sebagai Beban

"~ Amortisasi.
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VI KEBIJAKAN AKUN'I‘ANSI KEWAJIBAN

A UMUM ,
1 ’I‘ujuan

Tujuan chgakan Akuntans1 kewaijan adalah mengatur... IRRERE

'".,v.fperlakuan Akuntanm kewajlban mehpuu saat pengakuan,'t:"f B

. vpenentuan n11a1 tercatat dan blaya plnjaman yang dlbebankan“: o

. :terhadap kewajlban tersebut

2 Ruang L1ngkup

- a Kebljakan Akuntan31 1n1 dlterapkan untuk seluruh Entltas' o

: vPemermtah Daerah yang rnenya_]lkan laporan keuangan

3 untuk tuJuan umum dan mengatur tentang perlakuan ,‘ "_' o

o Akuntansmya, g termasuk pengakuan : PengIlkuran, S

;- = . }.‘:_:penya,uan dan pengungkapan yang dxperlukan
= b ‘:Kebljakan Akuntan31 1n1 mengatur S B

o 1) :AkuntanSI Kewa_]lban Pernenntah termasuk kewanban

- Jangka pendek dan kewa_]lban Jangka panJang yangv*‘-} .

o d1t1mbulkan dan Utang Dalam Ncgerl dan Utang Luar : o

K fNegen

o 2 ) Perlakuan Akuntan31 untuk b1aya yang t1mbul dan". " v

L utang pemenntah

3 Deﬁms1 Kewapban

- a Kewa_uban adalah utang yang t1mbul dan per1st1wa masa -

‘ ‘1alu yang penyelesalannya mengaklbatkan a11ran keluarvb o

C _surnber daya ekonomi pemenntah

" dlharapkan dlbayar (atau Jatuh tempo) dalam waktu 12

e f‘bulan

vPemenntah Daerah yang waktu Jatuh temponya leb1h dan‘ L

| :: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan R

R b, Kewajlban Jangka Pendek adalah suatu kewajlban yang

-v j'}'v';c."'v}':‘Kewajlban Jangka panjang adalah ‘semua’ kewajlban' o



B KEWAJ IBAN JANGKA PENDEK

1

Utang Perhxtungan Plhak Ketlga (Pfk)

a Deﬁmsx Utang Perhltungan F lhak Ketlga (PFK)

1) "_'vUtang Perhltungan Flhak Ketlga seIanJutnya dlsebut‘. .

Utang PFK merupakan utang Pemenntah Daerah

"kepada plhak Iam Yang d1sebabkan kedudukan;v o

-‘Pemermtah Daerah sebagal pemotong pajak atau'ﬂ -

- pungutan lamnya sepert1 Pa_]ak Penghasﬂan (PPh) .

Pajak - Pertambahan ‘Nilai (PPN}, 1uran' BPJS.

o kesehatan Taspen da.n Taperum

9 potongan PFK tersebut seharusnya dlserahkan

- kepada plhak Iam (Kas Negara cq. pendapatan pa_]ak o

PT Taspen, PI‘ Asabn, Bapertarum, dan BPJS)”

sejumlah yang sama ' dengan : Jumlah yang

L dlpungut/ dlpotong

b Pengakuan Utang Perhltungan Flhak Ketlga (PFK)

Utang PFK d1aku1 pada saat dilakukan pemotongan oleh';' )

e Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dan o -

. f,kas daerah untuk pembayaran tertentu sepertl ga_u dan o

- (Surat Penntah Pencalran Dana]

. Pengukuran Utang Perh1tungan F1hak Ketlga (PFK)

: 'dlsetorkan kepada yang berkepentmgan

: harus segera dlbayar Oleh karena itu terhadap:":»:j o

"futang semacam m; : dlsajlkan d1 neraca dengan_ R

: kla81ﬁkas1 / pos Kewajlban J angka Pendek

- tunjangan pegawa1 ‘serta. pengadaan barang dan Jasav v

B termasuk barang modal atau pada saat terbltnya SP2D .

N11a1 yang dlcantumkan dalarn neraca untuk akun 1n1‘_. |
o ‘adalah sebesar kewa_}lban PFK. yang sudah dlpotong oleh

"‘_Bendahara Urnurn Daerah (BUD) namun belumﬁﬂ:v: o

Penyapan dan Pengungkapan Utang Perhltungan Flhak -
. ‘.,',:Ketlga (PFK) R ST -
: 1) v-jUtang PFK merupakan utang _]angka pendek yang'v o

2 Pada akhir per1ode pelaporan Jxka masm terdapatf

o saldo pungutan/potongan yang belurn d1setorkanv-v ‘



kepadaf pihak }lain  Jumlah :’salvdo vv
pungutan/potongan tersebut harus dlcatat pada

laporan keuangan sebesar Jumlah yang ma81h harus .

dlsetorkan

v 2j Utang Bungé (Accrued Interest)
-5 Deﬁms1 Utang Bunga (Accrued Interest) o
| 1) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus
 dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena
‘pemérintah mempunyai utang jangka pendek yang antara
lé.in berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka
panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi
negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang
- Jangka panjang lainnya. | | |
2)‘ 'I‘ermasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang
~ commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan“
- dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan
disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.
b. Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest) _
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang
berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah
| térjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring
o dengan berjalannya waktu, tetapi dem1 kepraktlsan diakui -
pada setiap akhir periode pelaporan.
c. Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest) ‘
" Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah
sebesar kewapban bunga atau commztment fee yang telah
terjadi tetapi belum dibayar oleh pemermtah
__Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman
biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu
yang telah dlsepakatl oleh para pihak. |
d. Penyapan dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrued Intcrest]
Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewa_]lban
jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dcngan tanggal
'pelaporan'. Rincian utang bunga maupun commitment fee

untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan
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. atas Laporan Keuangan (CaLK) Utang bunga maupun utang o

- commztment fee dlungkapkan dalam CaLK secara terplsah

3 Utang J angka Pendek Lamnya

| f a. Deﬁn1s1 Utang Jangka Pendek Lalnnya
Utang Jangka Pendek Lamnya adalah jenis utang yang tldak
dapat _dlklaSIﬁkaSIkan dalam klasxﬁkas; utang _]angka pendek
A sebagaimana ‘telah didefinisikan sebelumhya. -‘ Rincian utang
_ jangka pendek lainnya ini »misalnya‘ Pen'dapatén yang
" ditangguhkan. - | .
b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lamnya
Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat
N penenmaan kas namun sampai dengan tanggal ‘pelaporan
: belum dapat diakui sebagai pendapatan.
c. Perigukﬁran Utang Jangka Pendek Lainnya
. Pengukuran atas utang jangka péndek lainnya berdasarkan
dari n11a1 yang belum dapat diakui sebagau pendapatan pada
o akhlr penode Akuntan31 atau tanggal pelaporan
d. Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lamnya ,
| Utang Jangka pendek lamnya dlungkapkan dalam’ neraca
dalam klasxﬁka81 kewajlban Jangka pendek |
4. Kewajiban,Untuk Dikonsolidasikan =
a. Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan _

1) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah "kewéjiban: yang

~ dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara
Satuan Kerja Pengelola Keuangan“. Daerah (SKPKD) yang

o dikelolél oleh Pejabat Pengelbla Keuangan Daerah (PPKD)
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD).

2) Kewaijan ini tereliminasi ‘saat dilakukan konsohdaSI v
‘antara PPKD dengan  SKPD. Kewajiban untuk
d’ikon‘solidasﬂ{an hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K

- PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada
pada unit SKPKD yang dlplmpm oleh PPKD

3) Akun 1n1 menurut Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor

64 Tahun 2013 cllakomoda81 dalam akun Ekuitas untuk

‘ D1k0nsohdas1kan
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4) Akun ini dlgunakan sebagaa akun untuk transak31 Umbal -
balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai
- ‘dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebaga1
akun timbal balik maka akun ini akan terelumnasx dengan
©akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan
| laporan keuangan. | | ‘ ”
b, Pengakuan Kewapban untuk kaonsohdamkan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi
transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.
c. Pengukuran Kewajlban untuk leonsollda81kan
1) Pengukuran kewajiban untuk dlkoti'solidasikén
berdasarkan nilai transaks1 dari transaksi yang tteadl
2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai
nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan
sehmgga ‘pada saat dllakukan penyusunan laporan
konsolidasi akun-akun ini akan sahng mengeliminasi.

- d Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan |
Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca
'dalam‘ 1dasiﬁkasi Kewajibén Jangka Pendek. Akun ini

’ dlsajlkan hanya pada PPKD Pada 1aporan konsohdasu akun

ini terehmmasx

“5. Baglan Lancar Utang Jangka Panjang

‘ . a. Definisi Baglan Lancar Utang Jangka Panng
| ‘Bagian Lancar Utang Jangka _ Panjang merupakan bagian
utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri
maupun luar negeri yang akan Jatuh tempo dan dlharapkan
‘akan dlbayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

" tanggal neraca.

b, }Pengakuan Bagian Lancér Utang Jangka Panjang
1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi
,pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam
.'waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada
‘setlap akhir penode Akuntanm, kecuah bagian lancar

| utang Jangka panjang yang akan didanai kembah
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2) "Termasu’k'?vdalam Bagian Lancar Utang Jaa'gka‘Panjang

adalah utang jangka panjang yang persyaratan
‘ ',tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut

menjadikéwajiban jangka pendek (paydble on demand).

P c. Pengukuran Baglan Lancar Utang Jangka Panjang

6.

-

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk baglan lancar utang
Jangka panjang adalah sebesar Jurnlah yang akan Jatuh tempo
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena

.  payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah

sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan
kewaﬁban Iamnya yang harus d1tanggung oleh pemmjam

sesuai perjanpan

Penyajian dan Pengungkapan Baglan Lancar Utang Jangka

- Panjang | |
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca

: sebaga1 kewajiban Jangka pendek. R1n01an Bagian Lancar

Utang Jangka Panjang untuk masmg-masmg jenis

utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Pendapatan Diterima Dimuka

e

- a. Deﬁmsl Pendapatan Diterima Dxmuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewapban yang tlmbul

karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan

>tangga1 neraca seluruh atau sebagian barang/ Jjasa belum
~ diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

Pengakuan Pendapatan Diterima Dlmuka o .
Pendapatan Dltenma , D1muka d1aku1 pada  saat

‘terdapat/ timbul klaim pihak ketiga kcpada  Pemerintah

Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi

N belum ada penyerahan barang/ jasa dari Pemerintah Daerah.
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Pengukuran Pendapatan Dltenma Dlmuka

| . ';'Nllal yang dlcantumkan dalam neraca untuk akun 1n1 adalah[

sebesar baglan barang/Jasa yang belum dlserahkan °Ieh‘i,-‘,':-z»»-

” b‘_":.,Pemenntah Daerah kepada plhak ketlga sampal dcngan‘ P

'tanggal neraca .

1, :Penyajlan dan Pengungkapan Pendapatan D1ter1ma Dlmuka ‘3»"- _
R .d1sa,]1kan sebaga1 kewa_uban Jangka pendek d1 neraca. R1n01an .
. vPendapatan Dltenma D1muka dlungkapkan dalam Catatan L

P E';.‘v_‘;_':atas Laporan Keuangan (CaLK)

| 2

a)

v7 Utang Beban s B

a. Deﬁmsl Utang Beban e e
1) Utang Beban - adalah utang Pemermtah Daerah yang“
- t1mbul karena Entltas menglkat kontrak pengadaan'v o
” barang atau Jasa darl plhak ketlga yang pernbayarannya-"
"  akan dllakukan d1 kemudxan han atau sampeu tanggal - o
‘pclaporan | belum | dllakukan pembayaran Dalam -
' v;‘ kla31ﬁka51 thang beban ini termasuk di dalamnya adalah o

| utang kepada plhak ketlga (Account Payable)

Utang Beban ini pada umumnya texjadl karena

Adanya beban yang seharusnya sudah dlbayarkan 5

~ sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapl‘ gt -
= ‘sampai dengan tanggal peIaporan belum dllakukan"’
T ,j».:»,.pembayaran e BT | |

B menyedlakan barang atau ‘ Jasa ' diniuka"-l' dan

Pihak - ketlga memang " melaksahakah ”pr‘akti:k"

melakukan penaglhan di belakang Sebaga1 contoh S
S penyedlaan barang berupa hstrlk a1r PDAM teIepon o e

o oleh masmg-masmg perusahaan untuk suatu bulan .

baru dltaglh oleh yang bersangkutan kepada Ent1tas

selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulang
. berlkutnya ’ ' S
" 'Plhak ketlga v melakukan kontrak pembangunan |

: fas1htas o atau peralatan, chmana  fasilitas ataur-l!"'

| peralatan tersebut telah dlselesalkan sebageumana o

. dituangken  dalam  berita  acara  kemajuan

e



pekexjaan/ serah tenma, tetap1 sampa1 dengan tanggal' o ”

pelaporan belurn dlbayar

d] Plhak ketlga menyedlakan barang atau Jasa sesuag. :

dengan perJanjlan tetap1 sampa1 dengan tanggal
pelaporan belum dlbayar ‘ - .

= b Pengakuan Utang Beban o

o Utang Beban dlaku1 pada saat

1‘) '} Beban secara peraturan perundang-undangan sudah”'*f_v[”: |

'terjadl tetap1 sampa1 dengan tanggal pelaporan belum’ o

o dlbayar

,Terdapat klalm plhak ketlga bxasanya dmyatakan dalam‘ o R

bentuk surat penaglhan atau 1nv01ce kepada Pemermtah

”Daerah terkaJt penenmaan barang/Jasa yang belum o
R : d1selesa1kan pembayarannya oleh Pernenntah Daerah .

. atau pada saat - barang sudah dlserahkan kepada'

R perusahaan _]asa pengangkutan (dalam pexjalanan) tetapl’ o

R sampal dengan tanggal pelaporan belum dlbayar o

o : c Pengukuran Utang Beban

N11a1 yang d1cantumkan dalam neraca untuk akun ini adalahf‘

sebesar beban yang belum dlbayar oleh Pemermtah Daerah o

sesua1 perjanjlan atau penkatan sampa1 dengan tanggal_

' neraca

d Penyajlan dan pengungkapan Utang Beban V, .

Utang Beban dlsajlkan Neraca. dalam kla31ﬁka81 kewajlban‘

Jangka pendek dan r1n01annya dlungkapkan dalam Catatan o

atas Laporan Keuangan (CaLK)

. Utang J angka Pendek Lamnya

a. Deﬁn131 Utang Jangka Pendek Lamnya TR

Utang Jangka Pendek Lamnya adalah kewajlban Jangka
o pendek yang tldak dapat d1k1a31ﬁka31kan dalam kewajlban.'

. o _Iangka pendek sepert1 pada akun d1 atas
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b Pengakuan Utang Jangka Pendek Lamnya . AR S
- jUtang Jangka Pendek Lamnya diakui: pada saat terdapat/

,‘::tlmbul klalm kepada Penllenntah Daerah terkait kas yang

’telah dlterlma tetapl belum ada pembayaran/ pengakuanf R

sampa1 dengan tanggal pelaporan

| c. vPengukuran Utang Jangka !Pendek Laxnnya | , _
o N11a1 yang dlcantumkan da.lam neraca untuk akun ini adalah i
sebesar kewa_]lban yang belum dlbayar/ d1aku1 sampa1 dengan o

: tanggal neraca o

ood. Penyajlan dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lamnya o

o Utang Jangka Pendek Lamnya dlsa_]lkan sebagal kcwa_)lbanjl._'

) Jangka pcndek d1 Neraca R1nc1annya dlungkapkan dalam“ o

Catatan atas Laporan Keuangan

| c KEWAJIBAN JANGKA PANJANG BT
1. UTANG DALAM NEGERI{ RN
o a Definlsl Utang DalaIF. Negen

1) Utang Dalam Negen adalah semua kewajlban .

R Pemermtah Dae|rah yang waktu Jatuh temponya R
' lebxh darl 12 (dua belas) bulan dan dlperoleh dar1

sumber-surnber dalam negcn

R "2) . Yang termasuk dalam utang dalam negen o

: _d1antaranya adalah

- a)- Utang Dalam Negerl—sektor perbankan

n) fUtang Dalam Negen—sektor lembaga keuangan’-,bi o

‘_ non bank o
T c) “ " ,Utang Dalam Negen—obhgasx,
B d) 1 Utang pemerlntah pusat . »
o e) Utang pemermtah prov1n31, dan

L g t) - Utang pemermtah kabupaten/ kota

b Pengakuan Utang Dalam Negen

l) SepanJang ndak dlatur secara khusus dalamf TR

‘pada saat dana dltenma d1 Kas Daerah/saat: .

c . terja d i transakSI penjualan 0bl1ga81
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2) Sehubt.ngah dengan transaksi 'penjUalan utang'
obllga31, bunga atas utang ob11ga51 d1aku1 sejak
- saat penerbitan utang obhga81 tersebut atau sejak
tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat
| terjadinya transaksi. .
~ ¢. Pengukuran Utang[ Dalam Negeri
1} Jumlah utang yang - tercanturn dalam naskah
. perjanjlan m'erupakan komitmen maksimum
| )umlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi
pinjaman. Penerima pmjaman belum tentu
- menarik seluruh Jumlah pendanaan tersebut,
 sehingga Jumlah yang d1cantumkan dalam neraca
‘untuk utang dalam negen adalah sebesar jumlah
dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. -
2) Dalam perkembangan sélanjutnya,‘ pembayaran
- pokok pinjam'lan akan menguran'gi jumlah hutang‘
sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca
. _adaléh sebesar total penarikan dikurangi dengan
~ pelunasan. | - -
3) Terkait dengan ‘Utang Obligasi di‘catat‘ sebesar nilai
~nominal / pan, ditambah premlum atau dlkurangl
 diskon yang !dlsajlkan pada akun terplsah Nilai
nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan
- nilai yang |tertex"a .pada lembar surat utang
- Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang
akan dibayar ipemerintah pada saat jatuh tempo.
~ d. Penyajian dan Peleigungképan Utang Dalam Negeri
- Utang Dalam Negeri ‘disajikan sebagai kewajiban
jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan
pemben pmjama:n
UTANG LUAR NEGERI
‘ Pasal 3 Peraturan | Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006
. tentang Tata Cara Pengadaan Plnjaman ‘dan/atau
'Penerlrnaan Hibah serta Penerusan Plnjaman dan/atau
'Hlbah Luar Negerl menyatakan Pemerintah Daerah
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. dllarang melakukan penkatan dalam bentuk apapun yang

| dapat

- pinjaman luar negeri.

memmbulkan kewajlban untuk "~ melakukan

~ Pasal 20 ayat (1) dan (3) dxjelaskan bahwa Pemenntah

' Daerah dapat menerima sumber dana» dari Utang Luar

o Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam ‘bentuk

| pmjaman atau hibah.

~ a. Definisi Utang Luar Negem

1)

- 2)

3

4)

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah

pemerintahan | sebagai pmjaman luar negeri

"_merupakan ‘salah satu instrumen yang diambil
“oleh Pefnerintah Daerah = dalam  upaya

‘ menanggulangi defisit anggaran.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah
Daerah pada‘ saat pei'tarna kali transaksi o
bcrlangsung sepertx nilai yang tertera pada lembar
surat utang pemermtah | ’
Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah

nilai buku k(l,wa_]lban yang dihitung dari nilai

| nomlnal setelah d1kurang1 atau ditambah dlskonto

atau premlum yang belum diamortisasi.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara n11a1

- kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh

tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat
bunga nommal Ieblh t1ngg1 dari tlngkat bunga

efektif,

' Dlskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai

kini kewajiban (present value) dengain nilai jatuh
tempo kewajiban (maturity value) dan suatu utang
karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari
tingkat bunga efektif.

b Pengakuan Utang Luar Negeri

“Sesuai  dengan ’Perat'uran‘ ‘Standar  Akuntansi
- Pemerintahan (PSAP) 9 paragraf 21 disebutkan bahwa

. kewajiban diakui | pada saat dana pinjaman dltenma

 dan/atau pada saat kewajlban timbul.
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.

c. Pengukuran UtangiLuar Negen

-

2)

SesuaJ paragraf 32 Peraturan Standar Akuntans1
Pemermtahan (PSAP) 9, Utang dicatat sebesar
nilai"hominal. Utang dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah berdasétrkan n11a1 tukar (kurs tengah BI)
pada tanggal nieraca
Nilai nominal| atas utang mencerminkan nilai
utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali
transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera
pada lembar surat utang Pemerintah Daerah.
Aliran ekonomli setelahnya, seper'u transaksi -
pembayaran, pefubahan penilaian dikarenakan
pérubahah kurs valuta - asing, dan perubahan

lainnya ~ selain  perubahan nilai  pasar,

-diperhitungkalrl ~dengan menyesuaikan nilai

tercatat (carrying amount) utang tersebut.

d. Penyajlan dan Pengungkapan Utang Luar Negen

1)

Utang dlsajlkan dalam Neraca sebesar nilai
tercatat (carrying amount). '

Nilai tercatgt adalah nilai buku utang yang
dihitung dari .]niIai nominal setelah dikurangi atau
ditambah diskonto atau premlum yang belum
dlamortlsam i |
Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan
pos-pos Neraca ya.ltu rincian dari masing-masing
jenis utang (apablla rinciannya banyak atau lebih
dari satu halaman sebaiknya dibuat lamplran),
jatuh tem;io, tingkat bunga, amortisasi
diskonto/ preximum dan- SehSlh kurs utang dalam
valuta asing yang texjadl antara kurs transaksi

dan kurs tanggal Neraca.

116




3.

UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

a. Deﬁnlsl Utang J angka Panjang Lalnnya

)
2

3)

a)

S)

"
2)

1)

Utang jangka panjang lainnya adalah utang Jangka

'pan_]ang yang tidak termasuk pada kelompok

Utang Dalam dan Utang Luar Negen, mlsalnya
Utang Kemxtraeim '
Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan

dengan adanya kemitraan pemerintah dengan

pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna

(BSG).

Penyerahan aset oleh p1hak ketlga/ mvestor kepada
pemerintah disertai dengan pembayaran kepada
investor sekaligus atau secara bagi hasil.

Utang Kémitréan dengan Pihak Ketiga timb‘ul>

‘ apabila pemb?yafan kepada investor dilakukan

secara angsuran atau secara bagi hasﬂ pada saat

‘penyerahan aset kemitraan.

Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar

dana yang | dikeluarkan  investor  untuk

”‘membangu'n aset tefsebut.“Apabila pembayaran
~dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan
disajikan sebes}ar dana yang dikeluarkan investor
setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang

, dibayarkan.
b. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lamnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan |
oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk

selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian,

- misalnya secara angsuran.

P_engakuan rrllengenai utang kemitraan dapat
dilihat pada kebijakan aset lainnya — kemitraan

dengan pihak ketlga

Pcngukuran Utang Jangka Panjang Lamnya

vUtang kemltrrl,lan diukur berdasarkan nilai yang

~ disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG

sebesar nilai yang belum dibayar.
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2) Pengukuran mengenai utang kem1traan dapat ‘
dilihat pada kebijakan aset lamnya—kemltraan B

~ dengan pihak ketlga _ ’ v
d.  Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pan_;ang

o Lainnya .

1) ~Utang kemltraan disajikan dalam Neraca dengan
: klamﬁka&/pos Utang Jangka PanJang Rincian
‘Utang kemltraan untuk masing-masing perjanjian i
}» ker_lasama diungkapkan dalam CalX.
| 2) “.‘P‘engungkapan mengehai utang kemitraan dapat
dilihat pada kebijakan aset lainnya ~ kemitraan

‘dengan pihak ketiga.

| VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS
A. Umum
© 1. Tujuan | -‘ | |
a. Tujuan Kebijakan Akuntansi ekuitas adalah untuk
mengatur perlakuan Akuntansi;atas ekuitas dan informasi
lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
sebagaimana - ditetapkan oleh pératuran perundang— |
undangan. | _ |
b. Periakuan Akuntansi ekuitas ‘mencakup definisi, péngakuan,’
~dan pengungkapannya
2. Ruang Llngkup

‘ Kebljakan ini dlterapkan dalam Akuntansi ekuitas yang disusun
dan dlsajlkan dengan menggunakan Akuntansi berbasxs akrual.
Kebljakan ini dlterapkan untuk Entitas Akuntansx/ Entitas
Pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk, perusahaan

_daerah

B Deﬁmm Ekultas

1 Ekuxtas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang
' merupakan selisih antara aset dan kewapban Pemenntah

Daerah pada tanggal laporan

- 2. Saldo ekultas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
| Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) '
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‘tersaji dalam Laporan Perubahan Ekultas (LPE)

;3- Saldo Ekultas berasal dan Ekultas awal dltarnbah (dlkurang)f'f[x‘,”'
oleh Surplus/ DCfiSlt LO dan perubahan Iamnya sepert1 koreksi o

b ":'ﬁ.:nllal persedlaan, sehslh evaluasi Aset Tetap, dan Iam-lam yangh“,

4, 'Akun ekultas menurut kebgakan ini tldak mengakomodasr” -

- ,: Ekultas untuk leonsollda31kan dan Ekultas SAL (Saldo :
o -Anggaran Leblh) sesua1 dalam Peraturan Menten Dalam Negen .
.:_Nomor 64 Tahun 2013 e Bl :

o _j D1konsol1da31kan Hal ini dllakukan dengan pertlmbangan .

B ,:Perangkat Daerah) pada - kla31ﬁka81 ‘ Aset untuk'f

,"’:Akun Ekultas untuk D1konsohdasﬂ<an yang nncxannya terdlrl»:i; :
.?::darl R/ K PPKD (Rckemng Koran PeJabat Pengelola Keuangan»ﬂ_:- -

}':'--’Daerah) dlakomoda81 pada r1nc1an akun Kewa_uban untuk'_t_."' H

- bahwa akun R/K SKPD (Rekenlng Koran Satuan Ker]a-»-

leonsollda81kan sehmgga sebagal Iawan dar1 akun aset adalah .

;'akun kewajlban :}

- Neraca akan menya_]lkan n11a1 ekultas yang sebenarnya

o ."‘fgj_’lé.”;Pengakuan Ekultas S

Pengakuan - ekultas bcrdaSarkan saat pengakuan aset dan

kewajlban f. :

| DPengukuran Ekultas .

. Pengukuran atas ekultas berdasarkan pengukuran atas aset dan't o

kewa_]lban

- E : Penyajlan dan Pengungkapan Ekultas =

: Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

;'Dengan . t1dak dlakomodasmya akun ‘» Ekultas ;'untﬁk‘f

o leonsollda31kan dan EkLIltaS SAL maka Laporan Intenm untuk o

" ':'Ekmtas d1sa31kan dalam Neraca dan dljelaskan nncxannya dalam_ s .: .
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VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN—LRA

A UMUM

1. 'I‘uJuan

_,Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran

B "pendapatan pada Entitas Pelaporan dalam rangka memenuhi

-. tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

' perundang-undangan

- Perbandingan antara anggaran dan reahsas1 pendapatan

'menunjukkan tmgkat ketercapaian target-target yang telah"

dxsepakatx antara legislatif dan eksekutif sesua1 dengan

peraturan perundang- undangan

2. Ruang Lingkup

. a.

Kebijakan ini dlterapkan dalam Akuntansi Pendapatan LRA _

dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.

. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk Entitas

Akuntansi/ pelaporan Pemerintah  Daerah,  yang
memperoleh anggaran berdasarkan APBD tldak termasuk
‘perusahaan daerah ‘

. 3. ".Deﬁmsl Pendapatan LRA

a.

Pcndapatan-LRA adalah semua penenmaan Rekemng Kas

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Leblh

: dalam periode tahun anggaran yang bcrsangkutan yang

menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dxbayar
kembali oleh Pemerintah Daerah. ‘

Rekenmg Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penylmpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala

daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah

dan -rnembayar sgluruh pengeluaran daerah pada bank

yang ditetapkan.
Saldo Anggaran Lebih adalah ‘jumlah saldo yang berasal
dari akumulasi SiLPA/SiKPA  tahun-tahun ‘anggaran

" sebelurnnya dan tahun ber_]alan serta penyesualan lain

yang dlperkenankan
Slsa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
adalah selisih 1eb1h/kurang anta:a reahsas1 pendapatan-
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o ~2LRA dan belan_]a serta penenmaan dan pengeluaran

3 pemblayaan dalam APBD selama satu perlode pelaporan

o _é'.vf:'"Surplus/deﬁmt-LRA adalah sehs1h’ leblh/ kurang antaré o

-}v-v,'vpendapatan LRA dan - belan_la selama satu pelflod,‘?,‘ S

N pelaporan.
o :f. ; .'}‘Pendapatan LRA terd1r1 darl
o f}fl) Pendapatan Asli Daerah LRA
| 2) Pendapatan Transfer LRA TR
o  '_3] Laln Iam PendapatanDaerah Yang Sah LRA

S 4 Pengakuan Pendapatan LRA . B :
" : a Sesua1 dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Larnpll'&ln I'.“ )

- ;‘_Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 20 10 dan Paragraf o
: ’ 22 PSAP Nornor 02 Lamplran II PP Nomor 7 1 Tahun 2010 '

'_’::f,"maka pengakuan atas pendapatan telah dmterpretamkan .

’dalam IPSAP 02 Pengakuan Pendapatan LRA ditentukan -

t,:voleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebaga;l pemegangi _7 o |

. Daerah (RKUD) sebaga1 salah ,sat}u}, t»empat»

R ':penampungannya

g 0tor1tas dan bukan semata-mata oleh Rekemng Kas Umum .

b '_‘}'“Pendapatan LRA d1aku1 menjadl pendapatan daerah pada[tv:,‘ N |

: saat

1) ,Kas atas pendapatan tersebut telah dlterlma padav

:”»}RKUD

2)'.v7Kas atas pendapatan tersebut telah dltenma oleh- v-’i

R Bendahara Penerlmaan dan hlngga tanggal pelaporan_
| ,belum dxsetorkan ke RKUD o

B 3) Kas atas A endapatan tersebut telah dxterlma -

L ‘_“»Vsatker/ SKPD dan dlgunakan langsung tanpa disetor ke - S

- ,melaporkannya kepada BUD

- 4)1." Kas atas pendapatan yang berasal dan hlbah langsung: R

- fv ‘Entltas penenma Wa_]lb melaporkannya kepada BUD
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B RKUD dengan ’ syarat Entltas pener;ma‘ Wajlb'_ L

o dalam/luar negeri- yang dlgunakan untuk mendana1 S

pengeluaran Entltas telah dlterlma dengan syarat;



_.Entltas | pemenntah berdasarkan ' otontas ' yang'

5) Kas atas pendapatan yang dlterlma Entltas lam d1 luar S

'v;':v";.'dlbenkan oleh BUD dan BUD mengakumya sebagay EE

o 'pendapatan

5 Pengukuran Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA dllaksanakan berdasarkan azas. bruto, L

- "Hyaltu dengan membukukan penenmaan bruto, dan tldak B

"mencatat Jumlah netonya (setelah dlkompensa51kan S

R dengan pengeluaran)

o b _ Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA;; ”

bruto (bzaya) bersifat variabel terhadap pendapatan .
dxmaksu d dan tldak dapat dlanggarkan terleblh dahU.lu .

o dlkarenakan proses belum selesa.l maka asas bruto dapat,

E : 'dlkecuahkan

6 Penyajlan dan Pengungkapan Pendapatan LRA

a' P endapatan—LRA dlsa.llkan ‘dalam Laporan Reahsas;:

o Anggaran dengan ba31s kas dan dlsajlkan dalam mata S

uang I‘uplah R1n01annya leeIaskan dalam Catatan atas" . S
~ Laporan Keuangan (CalLK).. o
b Hal hal yang harus dlungkapkan dalam Catatan Atas

: Laporan Keuangan (CaLK) terkalt dengan pendapatan_.' |

L adalah v o
: _;1) ;Penenmaan pendapatan tahun berkenaan setelah o |

‘ v}_tanggal berakhlrnya tahun anggaran

2) v"PenJelasan mengena1 pendapatan yang pada tahun

o o pelaporan yang bersangkutan terjadl hal hal ya ng"‘ K

o bersﬂat khusus | R “ |
gy Penjelasan sebab sebab tldak tercapamya target =
- penerlmaan Pendapatan daerah - ' I

- 4) Informasx lamnya Yang dlanggap perIu SR

B PENDAPATAN ASLI DAERAH—LRA S
kS 1. »’ Deﬁmsl Pendapatan Ash Daerah—LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan"'[ S

yang dlperoleh Daerah yang dlpungut berdasarkan-
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'»:‘if'”Peraturan Daerah sesua1 dengan peraturan perundang- -

fundangan yang d1aku1 sebaga1 penambah mla1 kekayaan' :

'-_.‘f'ber31h dalam _ penode ' anggaran tertentu : vdan -

' mencermlnkan kemandlnan daerah

f.‘..”}’b.'v":_v"Pendapatan Ash Daerah (PAD) bersumber dan Pajak} o

i‘_Daerah Retr1bus1 Daerah hasﬂ pengelolaan kekayaan

B daerah yang chplsahkan, dan laln Iam PAD yang sah i :, ,

o : (mehputl hasﬂ penjualan kekayaan daerah yang tidak o

o dlplsahkan, Jasa glro, pendapatan bunga, v keuntunganb_.'

L selisih n11a1 tukar ruplah terhadap mata uang asmg, ‘dan . -

»_komlsl potongan, ataupun bentuk la1n sebaga1 ak1bat dari -

o penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau Jasa
- oleh Daerah) , ' ’. f v '
. ,Pengakuan Pendapatan Ash Daerah—LRA

;'Pendapatan Ash Daerah—LRA d1aku1 pada saat kas atas-'

R .;:.-}_pendapatan' tersebut telah dlterlma oIeh Bendahara'b" o

‘ }Pencnmaan dan RKUD

Pendapatan JKN yang sumber dananya d1transfer langsung N

dam Pernerlntah Pusat/ Pemermtah Provinsi dlakul pada saat .

_dlterbltkannya dokumen pengesahan pendapatan oleh BUD’}b

. f; sesua.l dengan Peraturan Perundang—undangan yang berlaku

. ,' | Pengukuran Pendapatan Ash Daerah—LRA

_-Pendapatan Ash Daerah—LRA dlukur sesual dengan Jumlah. -

leal yang dltenma dan tercantum dalam Bukt1 Penerlmaan'f o

e atau Surat Tanda Setoran atau sebesar mlal penenmaan yang N

tercantum dalam dokumen permohonan pengesahan'

fpendapatan yang d11aporkan SKPD penenma langsung dan‘-
telah disahkan oleh BUD. | - |

| ’vPenyajlan dan Pengungkapan Pendapatan Ash Daerah—LRA

fPendapatan ASll Daerah—LRA d1saJ1kan dalarn Laporanf

"v_Reahsa81 Anggaran dengan ba31s kas dan d1sa11kan dalam'

. mata uang ruplah R1nc1annya dljelaskan dalam Catatan atas o

o '.Laporan Keuangan (CaLK]
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e c PENDAPATAN TRANSFER—LRA

AR 1 :;:DeﬁnISI Pendapatan Transfer—LRA

’:}*APBN yang d1aloka31kan kepada Daerah untuk mendanal';-g:

RS , kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentral1sa81

) 2 :;’"‘v}'pengakuan Pendapatan Transfer—LRA : :
T ‘ff? v’ax,:.f -Pengakuan Pendapatan Transfer—LRA adalah pada saat -

’V.'Umum Daerah (RKUD) Pengakuan ini dapat didasarkan

Pendapatan Transfer—LRA atau _sering d1sebut ‘Dana

- Perlmbangan adalah dana yang bersumber dan pendapatan D

_ diterimanya. Pendapatan Transfer—LRA pada Rekemng Kas_-f R

‘pada dokumen Nota Kredlt dan Bank yang dltun_]uk:,f*'” o

S sebaga.l RKUD o L S
v o 'Vb."}f‘Pendapatan Transfer«-LRA 1n1 hanya d1aku1 dan dlcatat di

o V‘Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dlcatat oleh PeJabatbi, P

. }"Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

| 3 ,-Pengukuran Pendapatan Transfer—-LRA A
3 Pengukuran Pendapatan Transfer—LRA sesua1 dengan Jumlah o

A normnal aloka31 dana yang dltenma dalam RKUD o :

B 4 ,PenYajlan dan Pengungkapan Pendapatan Transfer—LRA o

Pendapatan Transfer—LRA dlsa_;lkan dalam Laporan Reahsasyg‘

}Anggaran dengan bas1s kas dan dlsa_]lkan dalarn mata uangf”». -

- ?bruplah R1n01annya dl_]claskan dalam Catatan atas Laporan.‘_ IR

. Keuangan (CaLK)

D LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YAN G SAH—LRA

N . o 1 Deﬁms1 La1n lam Pendapatan Daerah yang Sah—LRA

a Lam—lam pendapatan daerah yang -sah merupakan

o seluruh pendapatan daerah selaln Pendapatan Asht S

' 'Daerah-LRA dan : Pﬁndapatan | Transfer—LRA ( dana»_* .

- penmbangan)

b, ‘Lam—la.ln Pendapatan Dacrah yang Sah terdm dan R

i 1) Pendapatan Hlbah—LRA | ' .
: ,. ; v_'u2) Dana Darurat—LRA

_: :3) Pendapatan Lamnya—LRA



2.

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

‘a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah—LRA diakui pada

saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada
" Rekénihg Umum Kas Daerah ‘(RKUD) - dan rekening
bendahara Dana BOS. o

‘ Pendapatan BOS yang sumber dananya ditransfer langsung |
dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi diakui pada
saat dltenrnanya SPTMH oleh BUD sesuai dengan
‘Peraturan Perundang—undangan yang berlaku

‘b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah—LRA dlakul oleh

PPKD. ‘

3 Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

- Pengukuran. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

- sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan

_tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) atau

~ sebesar nilai penerimaan yang tercantum dalam dokumen

SPTMH yang dilaporkan SKPD penenma

. 'Penya_]lan dan. Pengungkapan Lam lain Pendapatan Daerah
'yang Sah-LRA " ' .
'Pendapatan Lam—lam Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas

- dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan

" dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalK).

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA
A. UMUM

1.

'I‘lJJuan

| Kebijakan Akuntan31 belan_;a mengatur perlakuan Akuntansi

= atas belanja yang mehputl pengakuan, pengukuran, penyajian -

dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan - |
Pemerintah Da‘e_rah

. - Ruang Lingkup

 Kebijakan ini diterapkan dalam Akimta‘n‘si beban yang disusun

dan disajikan dengaﬁ menggunakan Akuntansi berbasis

akrual.
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B DEFINISI BELANJA

1.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembah oleh‘ :
pemermtah | |
Belan_]a merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan
Reahsa31 Anggaran (LRA). v v

Belanja terdiri dari belanja 0pera31 belanja modal, dan belanja
tak terduga, serta belanja transfer.

Belan_]a Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk keglatan '
sehari-hari yang memberi manfaat Jangka pendek. Belanja
operasi antara lain meliputi beIanJa pegawai, belanja barang
dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan
belanja bantuan sosial. | | | :

Belanja pegawai mcrupakan kompensa31 terhadap pegawai

baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan o

' kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang "

dxpekeqakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus .

: PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan,"*

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk

péngadaén'bérang dan jasa yang nilai manfaatnya kiirang dari . -

12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan

B keglatan pemenntahan

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk
pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajlban
pehggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk
beban pemSaYaran biéya—biaya yang terkait dengan pinjaman
dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya
commu‘ment fee dan blaya denda. “

Belanja Sub31d1 merupakan pengeluaran atau alokasi
anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada
pemsahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk31/ jasa

yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
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9.

- Belanja Hlbah merupakan pengeluaran anggaran dalam
bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemenntah |

Pemermtah Daerah lamnya, perusahaan daerah masyarakat :

 dan organisasi kemasyarakatan, yang ber31fat tidak wajib dan

10.

tidak mengikat.
Belan_]a Bantuan Somal merupakan pengeluara.n anggaran

 dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada 3

 individu, ‘keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang

' Sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

. untuk mehndungx dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

11,

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan_
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode Akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain |
belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan

peralatan, dan aset tak berwujud.

. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga

12,

13.

14

beh/ bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait

" dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut

siap dlgunakan _
Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran ‘untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan
berulang seperti penémggulangan ‘bencana alam, bencana
sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat
dlperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan.
Pemerintah Daerah. ' »
BelanJa Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau
kewajlban ‘untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan
kepada ‘é.uatu Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan _
Belanja daerah d1k1a81fika31kan menurut _
a. Klasifikasi orgamsam yaitu mengelompokkan belanja
berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.

b. . Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja

berdasarkan jenis. belanja untuk melaksanakan suatu
aktmtas
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- 15. Kla31ﬁka51 Belanja secara terinci d1ura1kan dalam Bagan Akun

Standar (BAS).

'C. PENGAKUAN

- Belanja diakui pada saat:

1. Texjadmya pengeluaran dan RKUD

-2. Khusus pengeluaran‘ melalu: , ‘bendahara : pengeluarani B

pengakuannya terjadi " pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai :

fungsi perbendaharaan dengan terbltnya SP2D GU atau SP2D
Nihil, ‘ ' _ B
Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan
berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur
mengenau badan layanan umum.

Belanja BOS dan JKN yang sumber dananya dltransfer”
langsung dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi diakui

pada saat diterbitkannya dokumen penge‘sahan_belahja oleh

- BUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

D. PENGUKURAN

1.

Pengukuran belanja . berdasarkan reahsam klasifikasi yang

ditetapkan dalam dokumen anggaran.

. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas brufo dan

diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan

’ tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

. 1 M

BelanJa dlsajlkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
sesuai dengan klasifikasi ekonoml, yaitu:
a. Belanja Operasi
b. "Belarija Modal
Belanja Tak Terduga

~ dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

.’Belanja dlsajlkan dalam mata uang rupiah. Apabila

pengeluaran kas atas belan_]a dalam mata uang asing, maka

128



p“en‘geluarén tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata

uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal |

transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai péngeluaran belanja tahun '

berkenaan setelah tanggal berakhlrnya tahun anggaran,

pen_]elasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja
daerah, referensi sﬂang antar akun belanja modal dengan
penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan _

1nformasx lalnnya yang dianggap perlu}

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER
A UMUM

1.

'I‘ujuan | .
a. 'I‘uJuan Kebxjakan Akuntansi transfer adalah untuk
mengatur perlakuan Akuntansi atas transfer dan informasi
lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
'sébagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.

b. Perlakuan Akuntansi transfer mencakup definisi,

~ pengakuan, dan pengungkapannya.

Ruang Llngkup

Kebljakan ini dlterapkan dalam Akuntansx transfer yang

‘disusun  dan dlsajlkan dengan menggunakan Akuntansi

berbasis - akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk' Entitas
Akuntansi/Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah, tidak

termasuk perusahaan daerah.

B DEFINISI

~Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu

Entitas Pelaporan dari/kepada Entitas Pelaporan lain,

‘termésuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari Entitas

Pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari

‘pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
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3. Transfer | }Kﬁelua'r: (LRA) adalah pengeluaran dari Entitas
- Pelaporan ke Entitas Pelaporan lain :s>eperti pengeluaran dana
penmbangan oleh pemenntah pusat dan dana bag1 hasil oleh

~ Pemerintah Daerah ‘ _ R . N

4, Pendapatan Transfer (LO) ' adalah pendapatah berupa

: penerlmaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Entitas

o Pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang dlwajlbkan
oleh peraturan perundang—undangan ' -

5 Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang
atéu kewajiban untuk merigeluarkan ‘uang dan Entitas
Pelaporan kepada suatu Entitas Pelaporan lain yang
dlwajlbkan oleh peraturan perundang—undangan 5 |

6. Transfer dlklamfikasxkan menurut sumber dan Entltas
penerlmanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan
sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan
Entltas penenrna untuk transfer/beban transfer sesua1 BAS.

7. Klasifikasi transfer secara terinci d1ura1kan dalam Bagan Akun
Standar (BAS) |

C PENGAKUAN

'1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. v Untuk kepentmgan penyajlan transfer masuk péda Laporan o

- Realisasi Anggaran, pengakuan' atas transfer masuk
vdilakukan‘ pada saat transfer masuk ke Rekening Kas

~ Umum Daerah. | | |
"b.“-"Untuk kepentmgan penyajlan pendapatan transfer pada"‘
dalam Laporan Operasional, pcngakuan masmg—ma_smg o

~ jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat: “
1 Tlmbulnya hak atas pendapatan (earned) atau

' ,' 2) Pendapatan direalisasi ya.ttu aliran masuk sumber daya '
ekonomi (real:zed) .

c. :'Pengakuan pendapatan transfer dilakukan ~bersamaan
B dengan penerimaan kas selama penode berjalan Sedangkan 3
."}pada ‘saat penyusunan laporan keuangan, - pendapatan -,
transfer dapat dlakul sebelum penenrnaan kas apabila
'terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan
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~dokumen yang ‘sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2 Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Urltuk kepentingan penya_]lan v transfer keluar pada Laporan
Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar
dllakukan pada saat terbltnya SP2D atas beban anggaran
transfer keluar.

2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada
penyusunan Laporan Operasmnal pengakuan beban transfer
pada - periode Dberjalan dilakukan bersamaan dengan

 pengeluaran kas yaitu pada saat .dlterbltkannya SP2D.
Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan
‘laporan keuangan dilakukan penyesuaian ~ berdasarkan
dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah
Daerah yang bersarigkutari kepacfae Pemerintah Daerah
lainnya/desa. | |

D PENGUKURAN
1 Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

‘a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan
Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat
berdasarkan Jumlah transfer yang masuk ke Rekenmg Kas
‘Umum Daerah. o '

b. Untuk kepentingan penyusunan penyajlan pendapatan
transfer pada Laporan Operaswnal pendapatan transfer
~ diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer
‘bagi Pemerintah Daerah. '

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

a. Untuk kepentingan penyusunan Laperan Realisasi
 Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai
B SP2D yang diterbitkan atas beban ahggaran transfer keluavr.-,

b. “ Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional,

" beban transfer diukur dan dicatat sebesar  kewajiban

'transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada
" Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan "dokumen

yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
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E PENILAIAN

1 Transfer masuk d1mla1 berdasarkan asas bruto, yaltu dengan ”,
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat Jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

: 2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemermtah
Pusat sebageu akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan

- tidak meme}nuhl, kewajiban finansial - seperti pembayaran
pinjaman Pemerintah :'Daerah yang tertunggak  dan
‘dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah
Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan

| sebaga1 transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran
pinjaman Pemermtah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk
penyajlan dalam Laporan Operasmnal
Namun jika pcmotongan Dana Transfer misalnya DAU |
merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemeﬁntah pusat
'ke'padab Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompeﬁsasi
'péngurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pémerintah
pusat maka atas pemotongan DAU tersebut dlpcrlakukan
sebaga1 koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas

pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

3. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfcr karena adanya
kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun a.nggaran'
sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan
sebagai ‘pengurangan ‘hak Pemerintah Daerah pada tahuh

anggaran bexjalan untuk jenis transfer yang sama.

- F. PEN GUNGKAPAN

1. Pengungkapan atas transfer rnasuk dan pendapatan transfer
dalam Catatan atavaaporan K‘_euangan»adalah sebagai berikut:

a. Penjelasan rincian atas anggarah dan realisasi transfer‘

* masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi
pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta
p‘verbandivngannya" dengan realisasi tahun anggaran

sebelumnya
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2.

Penjelbasan - atas pényébab »téfjadinya selisih aritéra '
anggaran transfer masuk dengan reahsasmya
. PenJelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk
| dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan reahsa31

o pendapatan transfer pada Laporan Operasional.

Infor_ma51 la.lnnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam

Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

a.

Penjelasan rincian atas. anggaran dan realisasi transfer
keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi
beban transfer ‘pada} Laporan Operasional beserta "

perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.

~ Penjelasan atas penyebab _terjadiﬁya selisih antara

~ anggaran transfer keluar dengan realisasinya.

Penjelasan atas perbedaan nila.i realisasi transfer keluar

dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi -

" beban transfer pada Laporan Operasional.

- Informasi lainnya yang dianggap perlu,

XL KEBIJAKAN'AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A, UMUM
1. Tuyjuan .
S a. 'Tujuan Kebljakan Akuntan81 pemblayaan adalah untuk-

mengatur perlakuan Akuntansvl atas transfer dan

- informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan

- akuntabilitas sebagaxmana d1tetapkan oleh peraturan

perundang-undangan.

.Perlakuan Akuntansi pemblayaan mencakup deﬁrusx,j
" pengakuan dan pengungkapannya '
Ruang Llngkup

Kebijakan ini d1terapkan dalam Akuntans1 pemb1ayaan yang

- disusun dan disgjikan dengan - menggunakan Akuntansi

berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk Entitas
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,"Akuhtansi/Entitas Pelaporan Pemermtah Daerah udak

: termasuk perusahaan daerah.

| 3. Definisi |
| ‘a.  Pembiayaan (financing) adalé.h setiapi' pencrimaan yang
~ perlu dibayaxjvkembal_i dan/atau pengeluaran yéng akan -
* diterima  kembali, ‘baik pada tahun anggaran
| bersangkutan maupun tahun-tahun anggai'an berikutnya
~ yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau
e memanfaatkan surplus anggaran | |
b. Pembiayaan terdiri dari :
1) Penenmaan pemblayaan dan

- 2) Pengeluaran pemblayaan.

B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
-, 1. Definisi Penenmaan Pembiayaan |
‘a. Penerimaan pemblayaan adalah scmua penenmaan’
| " Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal
~dari - penerimaan i)injaman, penjualan  obligasi
pemenntah hasil pnvatlsam perusahaan negara/ daerah
penerimaan kembah pinjaman yang diberikan kepada
~ fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan
 pencairan dana caidangan. o | ' |

b.  Transaksi Penerimaan. Pembiayaan hanya dilaksanakan
~ oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)‘
| ‘yang berfung81 sebagau PPKD.

20 Pengakuan Penerimaan Pembiayaan
- Penerimaan pemblayaan d1aku1 pada saat dxterlma pada
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
<3 Pengukuran Penenmaan Pemblayaan : ‘

Penenmaan Pemblayaan diukur berdasarkan mlm nominal
dari transaksl., Penenmaan pembiayaan ‘ dxlaksanakan
»,‘berdasairkan azas bruto, yaitu ~dengan = membukukan
| penenmaan bruto, dan tidak mencatat Jumlah netonya (setelah

dlkompensaSIkan dengan pengeluaran) '

4 Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

~ Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
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o dan r1n01annya dljelaskan dalam Catatan atas Laporan,

| ) Keuangan (CaLK)

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN '

Deﬁmsl Pengeluaran Pemblayaan

a. .Pengeluaran pemblayaan adalah semua pengeluaran |

" Rekenmg Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain
. pemberian ‘pln_]aman kepada pihak ketiga, penyertaan
" modal pemenntah pembayaran kembali pokok pinjaman
~ ‘» dalam penode » tahun anggaran tertentu, dan |

pembentukan dana cadangan.

b. _.’I‘ransaksa Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan

olehv Sa_tuarfl Kerja'Pengeldla Keuangan Daerah (SKPKD)
yang berfurigsi sebagai PPKD. '
Pengakuan Pcngéluaran Pembiayaan

o Pengeluaran pemblayaan diakui pada saat terjadinya

pengeluaran kas dan Rekemng Kas Umum Daerah (RKUD)

. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan -

Pengeluaran Pemblayaan diukur berdasarkan mlm nominal

~ transaksi. Pengeluaran pembxayaan dllaksanakan berdasarkan -

azas bruto

.. ‘Penyajlan dan Pengungkapan Pcngeluaran Pemb1ayaan
- Pembiayaan dlsajlkan dalam Laporan Reahsasx Anggaran (LRA) -

| dan mnmannya dijelaskan dalam. Catatan atas Laporan*

Keuangan (CaLK)

D PERLAKUANAKUN’I‘T‘ANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

L

Bantuan yang (:iiberikéln kepada kglompbk masyarakat yang
diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah.
Daerah apabilai kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya

akan dlguhrkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya

| scbagau dana berguhr

Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang

vme‘ngurang1 rc‘k_enmg kas umum daerah dalam APBD )

- dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

135



3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang
' meriambah rekening kas umum daerah ~dalam APBD

| . dlkelompokkan pada Penerimaan Pemblayaan | |
4, Apablla mekamsme pengembalian dan penyaluran dana
: tersebut dllakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka
dana _térscbut sejatihya'merupakan pii.ltarig. Bagian yang jatuh
tempo dalam satu tahun diSajikan secbagai piutang dana
berguhr, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan

" ,dlsajxkan sebagai investasi jangka panjang. ‘

S. ‘Dana berguhr yang mekamsme pengembahan dan penyaluran
kembali dana bergulir yang  dilakukan oleh Entitas
‘Akuntanm/ badan layanan umum- daerah yang dilakukan
‘secara langsung (tldak melalm rekemng kas umum daerah),
seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka
panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau

pengeluaran pembiayaan.
E SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

‘1. Deﬁmsl Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah jumlah saldo yang
berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun
éhggaran sebelumnya dan tahun berjalan  serta
penyesuaién lain yang dlperkenankan D

,’ b. Akun ini secara umum bukan merupakan baglan dari
akun pembiayaan. - '

c. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada
dalam kategori Ekuitas SAL. Kebljakan ini ,memasukkan
akun SAL dalam akun perribiayaah namun  bukan
merupakan  bagian dari pembiayaan  dengan
pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal
bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan
rhempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun
ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir-tahun atau pada saat

- tanggal pelaporan o

- d. Saldo Anggaran Lebih terdm dari:
o 1) = Surplus/Defisit - LRA
2) Pembiayaan Netto

136




3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)

4) Perubahan SAL

‘Surplus/ defisit-LRA adalah selisih leblh/kurang antara
pendapatan LRA dan belanja selama satu periode
pelaporan |

' Pemblayaan Netto adalah - selisih antara penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)
adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-

LRA dan belanJa, serta penerimaan dan pengeluaran“

: pemblayaan da.lam APBN/APBD selama satu periode

pelaporan .
Perubahan SAL adalah akun yang dlgunakan untuk
mencatat transaksi penenmaan kas dan pengeluaran kas
yang membebam anggaran dalam rangka penyusunan
Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. "
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri akun viniv
‘diakomodasi sebagai akun Ekultas SAL dengan rmc1an’
Estimasi Perubahan SAL.

. Pehgakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a.

Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat ) teijadi.

transaksi penyusunan laporén keuangan

. Akun ini akan menutup ‘akun Pendapatan LO dan Beban

serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan

~ untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan

- Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka
(face) laporan tcrscbut Akun ini akan d1tutup pada periode
Akuntan31 '
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XII KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN—LO

A UMUM

Tuj uan

Menetapkan dasar-dasar penyajlan pendapatan dalam Laporani:_

‘-f'f;,OperaSmnal untuk Pemermtah Daerah dalam rangka

S .,‘v:_pemermtahan sebagmmana dltetapkan oleh‘. ‘peraturan’ B

_memenuh1 | tuJuan akuntablhtas : penyelenggaraan: T

B perundang-undangan

.;)-Ruannggkup y S - S
‘-;Kebl_]akan ini dlterapkan dalam Akuntan81 Pendapatan LOf'.,'

- | yang dlsusun dan dlsajlkan dengan menggunakan Akuntansr )

o berbas1s akrual Kebljakan ini dlterapkan untuk Entltasf” o

- __Akuntansx/ Entltas Pelaporan Pernerlntah Daerah ‘ tldakf

o "'termasuk perusahaan daerah
B DEFINISI

; 1 Pendapatan—LO adalah hak Pemermtah Daerah Yang dlakulfvl AR

}}':‘}"}"‘»:Daerah dlkelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan,5"‘ ”

sebaga1 penambah ekultas dalam penode tahun anggaran yang -

.- bersangkutan dan tldak perlu d1bayar kembali. ‘ .
. Pendapatan—LO d1k1a51ﬁkas1kan menurut sumber pendapataln S

- Kla31ﬁka31 menurut sumber pendapatan untuk Pemermtah Vijbv —_—

| yaltu pendapatan ash daerah pendapatan transfer, lam-lam

Bl pendapatan yang sah Pendapatan Non Operas1ona1 dan Pos :

, ('D Q.. o o

'Luar B1asa Masmg—masmg | pendapatan ‘_ tersebut N .
| d1klas1ﬁkas1ka.n menurut JCI‘HS pendapatan - ”
.‘.Pendapatan LO terd1r1 darl 'g .
a. .Pendapatan Ash Daerah LO

. Pendapatan Transfer LO

_Laxn lam Pendapatan yang Sah LO ;
fPendapatan Non Operasmnal LO dan

" Pos Luar Blasa LO S
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c. PENGAKUAN”

L1,

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Tlmbulnya hak atas pendapatan (eamed) atau;

b Pendapatan dlreahsasx yaitu aliran masuk sumber daya

ekonom1 (realized). . .
Pada saat timbulnya hak atas pendapaté_nv diartikan bahwa:
a. Peridapatan—LO yang diperoleh berdasarkan peraturan
}perundang-undangan dan sebaga1 imbalan atas ‘suatu
: pelayanan yang telah selesai dxbenkan diakui pada saat

tlrnbulnya hak untuk menagxh pendapatan / 1mba1an,

b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui

dengan ‘mengacu ‘' pada peraturan pcrundangan yang

| mengatur mengenai badan layanan umum. S
Pendapatan—LO yang diakui pada saat direalisasi dlarukan
bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa
terleblh dahulu adanya penagihan. v'

Bila dlkathan dengan penerimaan kas maka pengakuan'

- Pendapatan -LO dapat dllakukan dengan 3 (tlga) kOl‘ldlSl yaltu

a. Pendapatan—LO diakui sebelum penerimaan kas;
b. Pcndapatan-LO diakui bersamaan dengan penenmaan kas;

dan

~c. Pendapatan-LO diakui setelah p‘enerim’aan kas.

Dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat
dilakukan apébila dalam hal proses transaksi pendapatan
'daeirahl terjadi perbedaan Waktu ‘antara penetapan hak
pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak
pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO
.diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen

~ penetapan walaupun kas belum dltenma

b. Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerlmaan kas
dapat dilakukan apablla dalam hal proses transaksi
pendapatén daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara
penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/

penetapan hak pendapatan dilakukén' bersamaan dengan
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'_kas dltenma

o Kebuakan Akuntan31 terkalt pengakuan pendapatan - LOQ

""'Fl-':‘:,?bersamaan dengan penenmaan ‘kas dapat Juga,

- ,dllakukan atas transaksx dengan pertnnbangan A

o 1) Ketxdakpastlan Jumlah penerlmaan yang cukup t1ngg1

PR Beberapa . Jems pencnmaan» mempunya1 tlngkat:”;_“[f“ |

o dlterlmanya kas maka pendapatan - LO d1aku1 pada saatf B

'"ketldakpas'aan jumlah pendapatannya cukup ‘tinggi. S

*-'3'Oleh sebab itu sesuai dengan prln31p kehat1-hat1an serta

pnn81p pengakuan pendapatan yang dllakukan secara;‘; o

 :_' konservatlf maka ‘atas transak81 yang rnempunyalff

o ibperbedaan Waktu antara pengakuan pendapatan dan

B -"vpenerlmaan kas tersebut dapat d11akukan perlakuan5 S

Akuntans1 pengakuan pendapatan secara bersamaan;i‘ o

B ‘saat dltenmanya kas

B Beberapa pendapatan udak memerlukan dokurnen:f,'f o

- ,vpenetapan seperu paJak dan retnbu31 daerah dengan. )

o ‘_'vf’-31stem self assesment atau dokumen penetapan tldak:‘:j] o

'dlterlma oleh fung81 Akuntan31 sampal kas. diterima, .

o }maka atas transaks1 tersebut dapat dxlakukan perlakuanf . :

3 Akuntan31 pengakuan pendapatan LO secara bersamaan :

- -:_-saat dltenmanya kas

- o Selam pertlmbangan d1 atas pengakuan pendapatan: B

R :":;‘yang dllakukan bersamaan dengan penenmaan ‘kas . .

dldasarkan - atas pemmbangan kepraktlsan dan:ufv TR

. o ,‘pertlmbangan blaya dan manfaat

c Pendapatan—LO dlakL'II setelah penenmaan kas dap at" A

e ,l:'dllakukan apabﬂa dalam hal proses transak31 pendapatemvf o
L daerah terJadl perbedaan waktu antara penetapan hak
| pendapatan daerah dan penenmaan kas daerah dlmana'f

_kas telah dltenma terleblh dahulu : namun penetapan*.“ o

- vpengakuan pendapatan belum terjadl maka Pendapatan— .

e " LO d1aku1 pada saat terjadlnya penetapan/pengakuan‘:-:”;_; FE

o pendapatan
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D PENGUKURAN PENDAPATAN-LO
1 Pendapatan-LO d1n11a1 berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat Jumlah‘ :
o netonya (sctelah dlkompensamkan dengan beban).
| 2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan—LO bruto
": :(blaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum

selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN-LO
Pexidapatah—LO' disajikan dalam Laporan ‘Operasional (LO). Rincian
dari pendapatan—LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan
(CaLK) ’

F. PEN DAPATAN ASLI DAERAH -LO

1. Deﬁmsl Pendapatan Asli Daerah - LO ,
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang
dlperoleh Daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
| ,peratura_m perundang-undangan yang diakui sebagai penambah
* ekuitas dalam periode tahun aﬁggaran yang bersangkutan dan:
- tidak perlu dibayar kembali.
B b._vPendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dan PaJak Daerah,
" Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang‘
‘Dlplsahkan, dan Lam—lam PAD yang Sah

2, Pengakuan Pendapatan Ash Daerah-LO

L. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak
- bagi Pemerintah Daerah. | ‘
:2. Jika dihubungkan dengan pe}nerimaan kas pengakuan atas
~ Pendapatan Asli Dacrah-LO dilakukan sebagaimana kondisi
- berikut ini: v . B
1) Pendapatan Asli Daerah LO dlakl.ll sebelum penerimaan kas.

KOI‘ldlSl ini terjadi pada saat hak Pemerintah Daerah sudah
‘terjadlvmeslnpun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada,v |
saaf térbithya Surat Ketetapah Pajak Déerah, Surat Ketetapan
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B Retnbu31 maupun terbltnya Bukt1 Memonal Laxnnya
L

Ty kas Kondlsl 1n1 tcrjad1 pada beberapa pendapatan asli daerah

tPendapatan Asll Daerah—LO d1aku1 bersamaan penenmaan""

- '—LO yang tldak ada dokumen penetapan sehlngga dapat‘

o dlakul bersamaan dengan penenmaan kas Kond151 ini dapat

dlakul dengan berdasarkan bukt1 setoran sepertl ‘Bukti

; vPenerlmaan Kas, Surat ’I‘anda Setoran, Nota Kredlt serta"’v"'
| ."v-‘f-buktx setoran pendapatan launnya yang sah. R
‘ .» -"“Pendapatan Asli Daerah LO d1aku1 setelah penerlmaan kas :

o Kondlsl ini teljadl ketlka pendapatan ash daerah LO belumt

. menjadl hak pada perlode Akuntans1 namun kas sudah"

dlterlma KOI’IdlSl ini d1aku1 berdasarkan Nota Kredlt Surat . B

fuTanda Setoran atau Bukt1 lam yang sah Buku Memorlal

o ataupun dokumen Ialnnya yang sah

o dengan penenmaan kas memperhatlkan perlakuan Akuntan31

;Pengakuan yang dllakukan dengan kOl’ldlSl bérsarnaan o

- (accountmg treatment) pada akh1r penode Akuntanm atauv O

,,pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang_f' :

o "dlsajlkan dalam Laporan Keuangan waJar, tldak dlsa_]lkan L

kurang SaJl (understated) maupun leblh sajl(overstated)

Pengakuan per _]enls Pendapatan Ash Daerah Lo dapat dluralkan

'} sebagal benkut

B 1) Pendapatan Pajak Daerah LO . . ,
»f a. Pendapatan Pa_]ak Daerah yang Jumlah pajaknya dlhxtungf‘ o
sendln oleh Wa_]lb paJak (self assessment) sepert1 Pajakv

v?Hotel PaJak Restoran, Pajak Hlburan, Pa_]ak Penerangan | ,
;‘Jalan,,PaJak Parklr B Pajak Mmeral Bukan Logam dan‘,':" -

Batuan, dan BPH’I‘B Pendapatan LO d1aku1 bersamaan :

dengan penerlmaan kas berdasarkan bukt1 setoran sepertll

o Bukt1 Penenmaan Kas, Surat Tanda Setoran Nota Kredlt . :

- ,v'-serta bukti setoran pendapatan lamnya yang sah

: dltetapkan oleh Pemerlntah Daerah {OﬂiClal assessment)' o N

L..;jpendapatan Pajak Daerah yang _]umlah pa]aknya o

o SCpCI‘U PaJak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi o

C - dan Bangunan Pedesaan dan : Perkotaan (PBB P2),_-

S Pendapatan LO d1aku1 pada saat terb1tnya Surat Ketetapan o
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Pajak Daerah, maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO |

Sesuai dengan karakteristik - retribusi, secara umum

~ pendapatan retribusi-LO diakui ketika pembayaran telah

diterima Bendahara Penerimaan/ Petugas' Pemungut atau Kas

Daerah kecuali untuk Pendapatan-LO yang diperoleh

sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai

¥ dlberlkan d1aku1 pada saat tlmbulnya hak untuk menagih

imbalan ymtu setelah diserahterimakannnya barang atau
jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketlga Contoh
dari Pendapatan-LO ini. adalah pendapatan yang diterima
dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
Retribusi pemakaian kekayaan - daerah yang ditetapkan

dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip

| ﬁ  erhlmpunnya (accrued) pendapatan

3)

4)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dxplsahkan -LO

" Pendapatan dividen diakui keuka telah terbit pengumuman
' pembaglan laba BUMD serta pengumuman pembagxan Iaba

tersebut telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan -LO

- L Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategon ini adalah Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah. .
Pendapatan-pendapatan tersebut dlakul ketika telah

o dlterblt_kan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

2. Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapaﬁ

PAD yang masuk ke dalam kategon ini antara lain hasil
. penJualan kekayaan daerah  yang tidak dlplsahkan,
* Penerimaan Jasa' Giro, Pendapatan Bunga DCPOSItO
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah,
Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan
" Fasilitas Umum, Pendapatan dari »Penyélenggaraan
Pendidikan dan  Pelatihan, Pendapatan dari

'Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan

o Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan

* Pelaksanaan Pekexjaan,’ Pendapatan Denda Pajak, dan
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Pendapatan Denda Retrlbu81, Lam-lam PAD yang Sa.h LO
tanpa Penetapan Lainnya.
Pcndapatan-pendapatan tersebut dlakul keﬁka pihak
terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.
3. Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi J aminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak
ketiga tidak menunalkan kewajlbannya Pengakuan
pendapatan ini dllakukan pada saat dokumen eksekusi
yang sah telah dlterbltkan Lam-lam PAD yang Sah-LO
. yang d1tetapkan dengan : perjanjlan sewa diakui
, berdasarkan prms1p terhxmpunnya (accrued] pendapatan
3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah — LO
~ Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO dxukur sesuai Jumlah
hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan
berdasarkan azas bruto dan tidak d1kurang1 terleb1h dahulu
~ dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya. |
| 4 Penyajxan dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah — LO
| Pendapatan Asli Daerah LO disajikan dalam Laporan Operaswnal
(LO). Rinciannya dl_;elaskan dalam CaLK. '

G. PENDAPATAN TRANSFER - LO
1. Definisi Pendapatan Transfer -LO , ,
a. Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang bersumber dan :
pendapatan APBN yang dxalokasﬂ{an kepada Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pe_laksanaan
Desentrahsam N ' | | o
b Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk Pemerintah Daerah
| dltetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bag1 Hasil
~ Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum- LO, Dana Alokasi
. Khusus-LO dan Dana Penyesuaian - LO bagi (yang diterbitkan
. 't1ap tahun) dan dldlstnbusxkan setlap penode berdasarkan Nota
_ Kredit dari Bank. |
2, Pengakuan Pendapatan Transfer-LO
a. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO dlakm pada saat kas masuk
, ke Rekening Kas Umum Daerah. L | |
| b Pengakuan Pendapatan Transfer LO hanya dllakukan di PPKD.
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3.

Pengukuran Pendapatan Transfer LO

;Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dllakukan berdasarkan Jumlah

éyang diterima di RKUD. v
Penya_]lan dan Pengungkapan Pendapatan Transfer -~ LO

- Pendapatan Transfer LO dlsajlkan dalam Laporan Operasional (LOJ.
*Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dljelaskan dalam CaLX.

‘H. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -LO

1.
Lam»laln ’ Pendapatan ~ yang Sah -LO . adalah

Definisi Lain- lain Pendapatan yang Sah LO

- seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah —LO dan
- Pendapatan Transfer LO.

. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah—-LO; R

'b. Dana Darurat-LO;

c. Pendapatan Lainnya-LO.

. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

- a. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat

‘pendapatan ini di terima di RKUD, kecuali untuk pendapatan-LO

yang.sumber dananya berasal non APBD (misal dana BOS dari
‘pusat yang melalui provinsi) pengakuan pendapatan pada saat
pendapatan tersebut telah men_]adl men_]adl hak Pernermtah
Daerah/sekolah berdasarkan dokumen yang sah.

. b. Pendapatan Hibah - LO diakui pada saat di terima di RKUD.

Dana Darurat~LO terkait dengan 31fat ketldakpastrannya maka
diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas
Daerah . . .

d. Pendapatan Lamnya—LO d1aku1 pada saat telah menjadl hak
Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.

. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

a. Pengukuran Lain-lain - Pendapatan yang Sah-LO d11akukan
- sebesar Jumlah nominal yang diterima di RKUD. |

b. Lain-lain Pendapatan- yang Sah-LO diukur dengan "azas bruto
yang . artinya tidak dlkurangl dengan biaya-biaya yang timbul

karena pendapatan tersebut

. Penyajian dan‘Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan
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Operaswnal (LO) Rmcnan dar1 Lam-lam Pendapatan Daerah yang
- Sah LO duelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CalK).

L PENDAPATAN NON OPERASIONAL-LO

| 1. Deﬁrusl Pendapatan Non Operasmnal-—LO
" a. Pendapatan Non Operasional - LO adalah pendapatan yang |
o dlperoleh dari keglatan yang bukan merupakan kegiatan utama
" Pemerintah Daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung
- dari timbulnya suatu transaksi. , ' |
b ) Péndapatan Non Operasional-LO terdiri dari:
- 1) Surplus PenJualan Aset Non Lancar - LO.
© 2) Surplus Penyelesaxan Kewajlban Jangka Panjang - LO
~3) Surplus dari Keg1atan Non Operasional Lainnya - LO.
2. Pengakuan Pendapatan Non Operasional — LO v
a. Pengakuan Pendapatan Non Operasional — LO pada saat hak
 atas pendapatan umbul ,
b. "Pendapatan Non Operasional dlakul ketika dokumen ‘sumber
- berupa Berita Acara keglatan (mlsal Berita Acara Penjualan
~untuk mengaku1 Surplus Penjualan Aset ‘Non lancar) telah
- diterima. . | . '
- 3. Pengukuran Pendéipatan Ndn Operasional - LO
. Pendapatan Non Operasional — LO diukur dengan azas bruto yang
artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena
pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.
4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasmnal— LO
- Pendapatan Non Operasional-LO  disgjikan dalam Laporan
’ Operasional (LO) setelah pendapatétn operasional sebelum pos luar
" biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO duelaskan
dalam CaLK ‘

J PENDAPATAN LUAR BIASA LO

1 Deﬁmsl Pendapatan Luar Biasa - LO

; Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar b1asa yang terjadi

- karena ‘kejadian atau transaksi yang bukan ‘merupakan operasi
' biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar

- kendali atau pengaruh Entitas bersangkutan.
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2 Pengakuan Pendapatan Luar Blasa LO .
a Pendapatan Luar Biasa-LO dlakm pada - saat hak atas

pendapatan luar biasa timbul.

b. Adanya ketidakpastian serta ke_]adlan yang terjadi di luar kendah

atau pengaruh Entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini
diakui dengan kondxsz bersarnaan dengan d1tenmanya kas (basis

kas) dan dlsesualkan pada akhlr penode Akuntans1

- 3. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa - LO -
‘Pendapatan Luar Biasa - LO diukur berdasarkan azas bruto atau

tldak d1kurang1 terleblh dahulu dengan biaya-biaya yang timbul -

karena pendapatan tersebut dan - diukur berdasarkan Jumlah

nominal atas pendapatan tersebut

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Bxasa— LO

- Pendapatan Luar Biasa-LO disajikan dalam Laporan Operasional

(LO) setelah pendapatan Non Operasmnal Rincian dan Pendapatan o

Non Operasmna.l LO d1_]e1askan dalam CaLK

XIIIL KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

1.

, 'I‘ujuan v
 Kebijakan Akuntansi beban mengatur perlakuan Akuntansi
atas beban yang mehputl pengakuan, pengukuran, penyajlan

dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. -

"Ruang ngkup
Kebgakan ini diterapkan dalam Akuntansi beban yang disusun

dan dlsajlkan dengan menggunakan Akuntansi berbasis

s akrual. Kebijakan - ini diterapkan  untuk - Enutasbb

Akuntansi/Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah tidak

 termasuk perusahaan daerah

B DEFINISI BEBAN

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

- dalam perlode pelaporan yang ‘menurunkan ekuitas, - yang
» dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau tunbulnya
' kewapban
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2 Beban terdm dar1

: a Beban Operas1

o b Beban Transfer |
L : }fc Beban Non Operasmnal

5 d. Beban Luar Bzasa

C PENGAKUAN BEBAN R
| 1 Beban dapat diakui pada saat
- Can T1mbulnya kewajlban, S

| b Tergadmya konsum31 aset dan ; o
c Terjadmya penurunan manfaat ekonorm atau potensx Jasa
| Dapat d1uraJ.kan sebaga1 ber1kut I
| a. Saat tlmbulnya kewapban artmya beban d1aku1 pada saat
’ .terjadlnya perahhan hak dar1 plhak lain ke Pemenntah -

Daerah tanpa dnkutl keluarnya kas dan kas umum daerah

b“.”,Saat tegadmya konsumS1 aset artmya beban d1aku1 pada

saat pengeluaran kas kepada plhak lain- yang tidak

e d1dahu1u1 tlmbulnya kewa_uban dan/ atau konsum31 aset non L

kas dalam keglatan opcrasmnal Pemermtah Daerah

o c. Saat terJadlnya penurunan manfaat ekonorm atau poten31 S

», Jasa artmya beban d1aku1 pada saat penurunan n11a1 aset" |

- 'sehubungan dengan o penggunaan . aset:' »‘ |

',bersangkutan/ berlalunya waktu : Contoh penurunan o

o manfaat ekonom1 atau poten31 Jasa adalah penyusutan atau - R

. amortlsa31

2 B11a dlkaltkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban’ R

dapat dllakukan dengan t1ga kond131, yaitu:.

a Beban d1aku1 sebelum pengeluaran kas, R |

b Bcban d1aku1 bersamaan dengan pengeluaran kas dan
Beban d1aku1 setelah pengeluaran kas |

Dapat dluralkan sebagax benkut

f‘ a. Beban d1aku1 sebelum pengeluaran kas dllakukan apabﬂa';f;_ -

: v-';_dalarn hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi

U ’perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran Lo

B kas dlmana pengakuan beban daerah d11akukan ]eblh dulu o

o Kebgakan Akuntans1 untuk pengakuan beban dapat

o '.xdllakukan pada saat terblt dokumen penetapan/ pengakuan’j» o

| 1,48':"



. beban/ kewajiban Walaupun’k‘as‘ belum dikeluarkan. Contoh
~ dari transak31 ini mlsalnya dltandatangamnya Berita Acara
Penyerahan Barang /diterimanya taglhan dari plhak ketiga -.
dan dokumen transaksi lainnya. -
B b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dllakukan :
: apabxla perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan
pengeluaran kas daerah tidak s1gn1ﬁkan dalam periode
pelaporan. Beban - diakui - bersamaan dengan saat
pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran
mengiﬁputkah ‘bukti 'pengel_ué;ran dalam mekanisme SPP-
- GU. Perlakuan Akuntansi terkait pengakuan beban yang
bersamaan dengan pengehiaran kas ini dapat jugai'>
_dllakukan dcngan pertunbangan ‘manfaat dan biaya,
transak31 irii‘ akan memberikan manfaat yang sama
dibanding  dengan  perlakuan  Akuntansi (accounting
|  treatment) yang harus dilakukan. | | ” |
‘c. Beban diakui setelah pengeluaran kas dllakukan apablla
. dalam hal proses transaksx pengeluaran daerah »terjadl.
perbedaan waktu aritara ‘pengehiaran kas daerah dan
pengakuan beban, dlmana pengakuan beban d1lakuka
setelah pengeluaran kas. ’
Perlakuan Akuntansi pengakuan ‘beban dapat dllakukan
pada saat barang atau Jasa belum dlmanfaatkan walaupun‘
- kas sudah ~dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas -
'_mendahului--gdari saat barang atau jasa dimanfaatkan,
| "p'engelluaranv tersebut belum dapat diakui sebagai Beban.
Pengcluararil“ kas tersebut dapat d}iklasiﬁkasikan sebagai
Beban Dibayar di Muka (akun heraca), Aset Tetap dan Aset
- Lainnya. Pengelola Dana BOS Reguler, Dana Kapitasi JKN .
~ dan BLUD beban diakui pada saat penerbitan SP2B. |

D PENGUKURAN BEBAN o
Beban diukur sesuai dengan o
a. harga perolehan atas barang/Jasa atau nilai. nominal atas
kewa_pban yang tlmbul konsurns1 aset dan penurunan ‘manfaat o
}ekonoml atau potens1 Jasa Beban diukur dcngan menggunakan

mata uang rupiah.
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‘b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal

* transaksi Jlka barang/ jasa tersebut tidak dxperoleh harga

perolehannya

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN |
Beban dlsajlkan dalam Laporan Operaswnal (LO). Rincian dari Beban
dgelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

F. BEBAN OPERASI .

1 Defimsl Beban Operasi

a. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban

- untuk mengeluarkan uang dari Entitas ‘dalam rangka kegiatan

 operasional Entitas agar Entitas dapat melakukan fungsinya

dengan baik.

b. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beba_n Barang dan
- Jasa, Beban Bunga, Beban “Subsidi, Beban Hibah, Beban
Bantuan 'Sosial Beban Penyusutan dan Amortlsam, Beban

Penylslhan Piutang, dan Beban lam lain.

Dapat diuraikan sebaga1 berikut :

1) Beban pegawai- merupakan kompensasi terhadap pegawai

baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus

dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil,

“dan pegawai yang dipekerjakan oleh Peme;intah Daerah

yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan

- yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan

- dengan pengadaaan aset tetap.

2)

- Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat

ekonomi dalam periode pelaporan yang ménurunkén |

. ckUitas, yaing ‘dapat berupa pengeluaran atau konsumsi

3)

- aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan

barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas,

pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan

~ kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan

tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah
Daerah untuk pembayaran bunga (intefest) yang dilakukan
atas kewajiban penggunaan pokok utang  (principal
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outétanding‘)'termasﬁk beban pembayaran biaya-biaya yang
terkait déngan pinjaman dan. hibah yang diterima |
Pemerintah Daerah sepertl blaya commltment fee dan biaya
"denda. o v
’4) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi
anggaran yang diberikan Pemermtah Daerah kepada
. perusahaan/ Iembaga tertentu ‘agar harga  jual |
produksx/ jasa yang d1has1lkan dapat texjangkau oleh
'masyarakat
5) Beban Hibah merupakan beban pemenntah dalam bentuk
‘uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah
Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan
orgamsam kemasyarakatan yang bersifat tidak wa_]lb dan
_tidak mengikat. ‘ v
6) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah
" Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan
kepada  individu, keluarga, kelompok dan/atau
'masyarakat. | |
7) Beban Penyusutan dan amorhsam ‘adalah beban yang
terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan
dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
- 8) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang |
yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun
‘piutang terkait kolektibilitas plutang ,
| 9) Beban Lain-lain adalah beban opera31 yang tidak terrnasuk |

dalam kategori tersebut di atas.

2. Pengakuan Beban Operasi

a. Beban Pegawai diakui pada saat tlmbulnya kewajiban atau
- peralihan hak kepada—pegawm Tlmbulnya ‘kewajiban atas
beban pegawa1 diakui berdasarkan dokumen yang sah. |
b. Beban Pegawai dengan mekamsmc LS akan diakui

berdasarkan tanggal tagihan. ' -
c. ,Beban Pegawai dengan mekanisme UP/ GU/TU akan diakui
- pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti

‘_ pengeluaran
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. Beban Barang dan J asa diakui pada saat timbulnyé kewajiban

‘ ,atau perallhan hak kepada plhak ketlga yaxtu ketika bukt1'

penenmaan barang/jasa atau Benta Acara Serah Terima
ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat

barang persediaan yang belurii terpakéi atau jasa yang belum
diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban Bunga d1aku1 saat bunga tersebut _]atuh tempo untuk

. .dlbayarkan Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai

beban bunga d1aku1 sampai dengan tanggal pelaporan "
- walaupun saat jatuh tempo melewat1 tanggal pelaporan »

. Beban sub31d1 diakui pada saat kewajiban Pemenntah Daerah _‘ |
untuk membenkan subsidi telah tlmbul . | |
Beban Hibah dlakul pada saat perjanjian hibah atau NPHD |
dlsepakau/ ditandatangani mesklpun masih melalui proses
venﬁkam ‘Pada saat hibah telah dltenma maka pada akhir
periode Akuntansi harus d11akukan penyesualan '
. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan "
penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi
bersamaan dengan péngeluaran kas (baSis kaé), mehgingat

kepast1an beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum

dllakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan

sosial. Pada. akhir periode Akuntansi harus dilakukan }

penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

Bveban Penyusutan dan amortisasi =diakui saat akhir

tahun /periode Akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan
amort1sa31 yang sudah dltetapkan dengan mengacu pada bukti
memorlal yang diterbitkan. '

Beban Peny131han Piutang d1aku1 saat akhn' tahun/ periode
Akuntansi berdasarkan persentase cadangan p1utang yang
sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memonal yang
dlterbltkan | |

. Beban lain-lain’ dlakul pada saat kewajlban atas beban
tersebut timbul atau texjadl perahhan hak kepada plhak ketiga.
Untuk Beban-LO yang sumber dananya berasal non APBD
' (mlsal dana BOS dari pusat yang melalui prov1ns1) pengakuan

beban pada saat kewajlban atas beban tersebut timbul atau
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terjadl perahhan hak kepada plhak ketlga berdasarkan
dokumen yang sah. :
3 Pengukuran Beban Operam '

- Pengukuran Beban Opera81 berdasarkan jumlah ‘nominal beban
yang tlmbul, ‘Beban diukur dengan menggunakan mata uang
= Tupi ah . : : , .
4 Penyajian dan Pengungkapan Beban Operas1 ,

| Beban Opera31 disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rmman

dan Beban Opera31 duelaskan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK)

- G. BEBAN TRANSFER

1. Deﬁmsl Beban Transfer
. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban ‘untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah
A kepada Entltas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan
perundang—undangan ’
2. Pengakuan Beban Transfer
Beban transfer diakui pada saat tlmbulnya kewajiban Pemermtah
o Daerah. Dalam hal pada akhir periode Akuntansi terdapat alokasi
dana yang harus | 'dibagiﬁasilkan‘ tetapi belﬁm disalurkan dan
sudah diketahui daerah yang berhak ‘menerima, maka nilai
tersebut dapat chakul sebagal beban atau yang berartl beban
~ diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
3 Pengukuran Beban Transfer
' Beban Transfer diukur },berdas’arkan jumlah nominal yang
diserahkan ‘untuk dibagihasilka’n.v Beban transfer diukur dengan
mata uang ruplah | ) A v -
4. Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer ,
- Beban Transfer dlsa_]lkan dalam Laporan Operasional (LO) R1n01an
v dari ‘Beban Transfer dljelaskan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK]).
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- H. BEBAN NON OPERASIONAL

1 Deﬁmsl Beban Non Operasional
18 Beban Non Operasmnal adalah beban yang sifatnya tidak rutm
dan perlu dlkelompokkan ters_endln dalam kegiatan non
bperaswnal ' | - | |
2. Pengakuan Beban Non Operaswnal , ,

a. Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat
- timbulnya kewajiban. : , o '

b Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketldakpastlan akan
terjadinya beban ini maka nmbulnya kewa_uban d1aku1
bersamaan dengan pengeluaran kas ‘

3. Pengukuran Beban Non Operasmnal

Beban Non Operaswnal diukur berdasarkan Jumlah nomlnal

yang dlserahkan untuk dlbaglhasﬂkan. Beban Non Operasional |

dlukur dengan mata uang rupiah. | '

B Penyajzan dan Pengungkapan Beban Non Operaswnal

Beban Non ‘Operasional dlsajlkan dalam Laporan Operas1onal
(LO) 'Rincian dari Beban " Non - Operasmnal dljelaskan dalam‘
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK]
I BEBAN LUAR BIASA -
L Definisi Beban Luar Biasa

o | _Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena keJadlan o

'yang tldak dapat dlrarnalkan terjadi pada awal tahun anggaran,' o

_'.tldak diharapkan terjadi bemlang—ulang, dan kejadxan dlluar‘.
" kendali Entitas pernenntah
L 2. Pengakuan Beban Luar Biasa N
. Pengakuan Beban Luar. Biasa adalah pada saat kewajlban atas
beban tersebut ‘timbul atau pada saat  terjadi perahhan hak
':kepada pihak ketiga. ‘ '

‘Dengan alasan kepraktxsan dan faktor ketldakpastlan akan

texjadmya beban ini maka tlmbulnya kewajlban -diakui
 bersamaan dengan pengeluaran kas

3. Pengukuran Beban Luar Biasa

. Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang
"dlserahkan untuk dlbaglhasﬂkan Beban Luar Biasa diukur

dengan mata uang rupiah.
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4 Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa
‘Beban Luar Biasa dlsajlkan dalam Laporan Operasional (LO)
Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam
Laporan Operas:onal dan dlsapkan sesudah Surplus/ Defi31t dari
Keglatan Non Operasional. ,
‘R1n<:1an dari Beban Luar Biasa duelaskan da.lam Catatan atas |

: ‘Laporan Keuangan (CaLK). |

5 Untuk beban-LO yang sumber dananya berasal non APBD (misal

: dana BOS dari pusat yang melalui provinsi} pencatatan,
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya '
sebagaimana pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian -
dan pengungkapan beban luar biasa-LO dan harus didukung

dokumen sumber yang akurat

XIV 'KEBIJAKAN - AKUNTANS]I 'KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN

: jKEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN}

'OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN |
A UMUM
1, ’I‘ujuah

’I‘u_}uan kebl_;akan ini adalah mengatur perlakuan Akuntansx

- atas kOI’CkSl kesalahan, perubahan Kebl_]akan Akuntansi,

perubahan estlrna81 Akuntansi, dan operasi yang tidak

| dllanjutkan | .

2. Ruang ngkup
a. Dalam menyusun dan menyajlkan laporan keuangan suatu
Entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan‘
pengaruh kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi,'v
'perubahan ‘estimasi Akuntansi, dan operas1 yang tidak

v dllan_]utkan .
b Kebljakan ini dlterapkan untuk Entitas Akuntans1/ Entltas’

Pelaporan Pemenntah Daerah tidak termasuk perusahaan
daerah. o | |

3. : Definisi B
a. Kebuakan Akuntan31 adalah pmnSJp pr1n31p, dasar—dasar,‘

konvensrkonvcnsy} aturan-aturan, dan praktik-praktik
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' spes1ﬁk yang d1p111h oleh suatu Entltas Pelaporan dalam

. penyusunan dan penyajlan laporan keuangan

b. Kesalahan adalah penyajlan pos-pos yang secara sxgmﬁkan '
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang m¢mpengaruh1
lapbra‘n' keuangan periode berjalan atau periode -
sebelumnyé. | |

. Koreksi adalah tindakan pembetulan Akuntansi agar pos-

‘ pos yang tersaji dalam laporan keuangan Entitas menjadi

‘sesuai dengan yang seharusnya.

d. Operasu yang tidak dilanjutkan adalah penghentxan suatu
misi “atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau
’pcnghenUan suatu fungsi, program, atau kegiatan,
sehmgga aset, kewapban, dan operasi dapat dihentikan
tanpa mengganggu fungsu, program atau kegiatan yang
Iam

e Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena
perubahan kOI‘ldlSl yang mendasari estimasi tersebut, atau
~ karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman

'dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

f. Laporan keuangan dlanggap sudah dlterbltkan apablla»'
sudah dltetapkan dengan peraturan daerah.

—~ -~ B. KOREKSI KESALAHAN

1‘.‘ Kesalahan dalam pen&usunah laporan keuangan pada satu
atau ; beberapa periode s‘cbelufnnyavmungkin baru ditemukan

| pada pe’riode’beljalan.} Kesalahan mungkinv timbul dari adanya

: keterlambatan ‘penyampaian bukti transaksi anggaran oleh

pengguna an}g'vgarar;,“ kesalahan perhitungan matematis,
kesalahan dalam penérapan Kebijakah Akuntansi, kesalahan

interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh
mgmﬁkan bagi satu atau lebih laporan keuangan penode
| sebelumnya sehmgga laporan-laporan keuangan tersebut tidak

‘ dapat diandalkan 1ag1. : ‘
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T e

3. Kesalahan dltmjau dari sﬂ'at kejadiannya dzkelompokkan

dalam 2 (dua) Jems
a. Kesalahan yang tldak berulang; v
b. Kesa,lahan yang berulang dan S1stem1k

. Kesalahan yang tldak berulang adalah kesalahan yang

dlharapkan txdak akan ter_]adl kembali yang dxkelompokkan.

dalam 2 (dua) Jenls
a. 'Kesalahan yang tidak berulang yang texjadl pada perlode

o _berjalan, L

b. Kesalahan yang tldak berulang yang tergad1 pada penode

o sebelumnya,

. Kesalahan yang berulang dan s1stem1k adalah kesalahan yang

dlsebabkan oleh sifat alamlah (normal) dari Jems-_]ems
transaks1 tertentu yang dlperlnrakan akan terjadi berulang
Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang

‘memerlukan koreksi sehingga perluxdilakukan restitusi atau

tambahan pembayaran dan wajib pajak.

'Kesalahan berulang dan 31stem1k tidak memerlukan koreksi,

melamkan dicatat pada saat ter;;ad1 pengeluaran kas untuk.
mengembahkan kelebihan pendapatan dengan mengurangl

pendapatan-LRA maupun pendapatan -LO yang bersangkutan

'Terhadap setlap kesalahan dllakukan korek31 segera setelah
_'d1ketahu1 ‘

. Koreksx kesalahan yang t1dak berulang yang terjadx pada

.penode berjalan baik yang mempengaruhi posisi kas maupun

yang ‘tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang

bersangkutan dalam perlode betjalan

. ,Koreks1 kesalahan yang tidak berulang yang ter;]adx pada
~penode bex]alan baik yang mempengaruhz pOSISI kas maupun
‘yang ndak dilakukan dengan pembetulan pada akun yang'

bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun

"‘pendapatan LRA atau akun belanja, - maupun akun
‘pendapatan-LO atau akun beban. '
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“_Koreks1 kesalahan yang tldak berulang yang ter_]adl pada

perlode-penode sebelumnya dan mernpengaruh1 posisi kas, -

. apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan,

dilakukan dengan pembetulan} pada akun yang bersangkutan,
baik‘pad'a akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun

- 'akun pendapatan-LO atau akun beban.

10.

) Korekm kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga

',mengéklbatkan ‘penenmaan kembali belanja) yang tidak

berulang yang terjadi pada pe_riode-période sebelumnya dan

" menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode
"'terseBUt sudah  diterbitkan, dilakukari dengan pembetulan
pada  “akun _pendapatan  lain-lain-LRA. Dalam  hal

meng’akibatkar} ~ pengurangan kas» “dilakukan dengan

S e

pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

e Contdﬁ koreksi kesalahan belanja :

a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas

fyaltu pengembalian  belanja pegawai karena salah
pengh1tungan Jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas
dan pendapatan lain-lain. : .

b. yang menambah saldo kas terka1t belanja modal yang
‘menghasﬂkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up
dan setelah d1lakukan pemeriksaan kelebihan belahja
tersebut - harus dikembalikan, dikoreksi dengan
»menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan
lain-lain-LRA., v , o v :

c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi

| bélzahj'a ‘pégaWai’ tahun lalu -yang belum dilaporkan,
~d1korek31 dengan mengurangl akun Saldo Anggaran Lebih
dan mengurang1 saldo kas."

- d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang

11.

. berulang yang terjadi pada penode-penode sebelumnya dan

‘menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang
belum 'dicétat dikoreksi dengan me'nguranvgi akun Saldo
Anggaran Leb1h dan mengurang1 saldo kas.

Korek81 kesalahan atas perolehan aset selain kas yang txdak .
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N menambah maupun mengurang1 pOSlSl kas, apablla laporan

: ’-keuangan perlode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan

12.

vdengan pembetulan pada akun kas dan akun aset
‘bersangkutan ' ’ ' o '

Contoh korek31 kesalahan untuk perolehan aset selam kas:

. a. yang menambah saldo kas terkalt perolehan aset selam kas

yai’tu pengadaétn aset tetap yang 'di-mark-up dan 'setelah‘

dllakukan pemenksaan kelebihan nilai aset tersebut harus

o ,dxkembahkan, d]korek51 dengan ‘menambah saldo kas dan

mengurangl akun terkait dalam pos aset tetap.

b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selam
kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum
‘dl]aporkan, dlkorek51 dengan menambah akun terkait

‘dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Korgksx kesalahan atas beban yang}tldak berulang, sehingga
merigé;kibatkan pengurangan bebah, yang terjadi pada periode-

: penode sebelumnya dan mempengaruhl posisi kas dan tldak_

mempengaruhx secara material posisi aset selain kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah dlterbltkan,

dllakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan laln-"

' lain-LO., Dalam hal mengakibatkan penambahan beban
) d1lakukan dengan pembetulan pada akun ekultas

Contoh ko_rek31 kesalahan beban :

a. Yang menambah saldo kas yaitu pengenibalian beban
pegawa1 tahun lalu karena salah penghltungan jumlah gaji,
rd1korek31 dcngan menambah saldo kas dan menambah

pendapatan lain- lam-LO

b Yang mengurang1 saldo kas yaitu terdapat transaks1 beban

13.

pcgawal_ tahun  lalu yang belum dﬂaporkan, dlkOI‘CkSl
dengan mengurangi akun beban lam-lam LO dan

"mengurangi saldo kas.

Koreks1 kesalahan atas penenmaan pendapatan -LRA yang

tidak berulang yang ter_]adl pada perlode penode sebelumnya

o dan menambah maupun mengurang1 posisi kas, apabila

Iaporan : keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
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dllakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo
Anggaran Lebih. ‘ .
| Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA

- a. Yang 'menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba

: pei‘usahaari 'yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi
}_;dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo
'_Anggaran Leblh ‘ ‘

b. Yang . mengurangi saldo kas ya1tu pengembahan

pendapatan dana alokasi umum karena keleblhan transfer

oleh Pemenntah Pusat, dlkOI‘CkSl oleh: |
B 1) Pemerintah yang menerima transfer de'rigan
. menguraﬁgi akun Saldo - Anggaran Lebih dan
, :, mengurangi saldo kas. | ' |
2) Pernenntah pusat dengan menambah akun saldo kas
‘dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

. KorekSi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan |
' vkeuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dxlakukan
dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. ’

Contoh koreksx kesalahan pendapatan -LO:-

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba
o perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi
- .dengan menambah akun kas dan menambah akun

:,ckultas B : |

b. yang mengurangi saldo kas yaitu bengembalian
- 'bendépatah dana alokasi?umurri karena kelebihan transfer
~ oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh: | |

' 1) Pemerintah yang menerima transfer ~dengan
- mengurangi akim Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
,2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas
dan menambah Eku1tas '

- 15. Korekm . kcsalahan atas penefii‘naan dan pengeluaran

'pembxayaan yang tidak berulang yang _terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi
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’Z':’_»_f'posml kas, apablla Iaporan keuangan penode tersebut sudah SR

. - dlterbltkan, dllakukan dengan pembetulan pada akun kas dan ‘- X "

N vakun Saldo Anggaran Leblh

o ..,'Contoh korek31 kesalahan terkalt penerlmaan pemblayaan .

e Pemermtah Daerah dengan menambah saldo kas da_n -

a '_‘yang menambah saldo kas yaltu Pemermtah Daerah

imenenma setoran kekurangan pembayaran cmﬂan pokok’ V,

f»-f"’pm_]aman tahun lalu darl plhak ket1ga, dlkOI'CkSl oleh

o mcnambah akun Saldo Anggaran Leb1h

b 'yang mengurangl ’ saldo kas terka.lt penenmaan"".

:pemblayaan yaltu pemermtah pusat mengemb allkan’ AU

keleblhan setoran c1cxlan pokok pln_]arnan tahun lalu dan '

| “'ﬁ;”"‘Pemda A dlkorek31 dengan mengurang1 akun Saldo :

N ‘_vAnggaran Leblh dan mengurang1 saldo kas

o Contoh korek31 kesalahan terkalt pcngeluaran pemblayaan .

a ”'.yang menambah saldo kas yaltu keleblhan pembayaran -

suatu angsuran utang Jangka : panjang sehmgga’
,',terdapat pengembahan pengeluaran angsuran,f N

- d1koreksx dengan menambah saldo kas dan menambah,'f

| _' '_}akun Saldo Anggaran Leblh

| b ‘.:Yang mengurangl saldo kas yaltu terdapat pembayaran S

.}suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dlcatat .

" ‘:‘,: ,, dlkOI‘ekSl dengan mengurangl saldo kas dan- mengurangl B S

| :'3} ;""fakun Saldo Anggaran Leblh

TR

C kewajlban yang ter_]adl pada perlode perlode sebelumnya dan .

;,dengan pcmbetulan pada akun kas dan akun kewajlban -

-Koreks1 kesalahan yang tldak berulang atas pencatatan

R menambah maupun mengUrangl posisi kas, apabila laporanv’

keuangan perxode tersebut sudah dlterbltkan, ~ dilakukan -

B bersangkutan

'- Contoh korek31 kesalahan terkaut pencatatan kewaJ1ban

| a Yang menambah saldo kaS Yaltu adanya penenmaan kas

karena d1kemba11kannya keleblhan pembayaran angsuran, RTINS

suatu kewajlban dlkorek81 dengan menambah saldo kas .




o -dan menambah akun kewajlban terkalt »
ivb.'.‘}’yang mengurang1 saldo kas yaltu terdapat pembayaran‘ :

" 'suatu angsuran kewajlban yang seharusnya dlbayarkan

- fitahun lalu dlkorekm dengan menambah akun kewajlban -

j_fterkeut dan mengurang1 saldo kas

17 Koreks1 kesalahan yang tldak berulang yang terJad1 pada, e

perlode-penode sebelumnya dan tidak mempengaruhl posisi .
kas, balk sebelum maupun setelah laporan keuangan per1ode
o tersebut dxterbltkan, dllakukan dengan pembetulan pos-pos

" neraca terkait pada periode dltemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan _ !

dan mesin (kelompok aset tetap) dllaporkan sebagai jalan,
1r1ga31, dan Janngan Korek51 yang dilakukan hanyalah pada

. Neraca dengan mengurangl akun Jalan, irigasi, dan jaringan
dan menambah akun’ peralatan dan mesin. Pada Laporan | ‘

' Real1sa31 Anggaran tidak perlu dxlakukan koreksi |
| 18. Korek31 kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode

yang lalu terhadap posisi kas’ dllaporkan dalarn Laporan Arus

‘Kas tahun berjalan pada akt1v1tas yang bersangkutan
- 19, Koreks1 kesalahan dlungkapkan pada Catatan atas Laporan '
Keuangan Y

C. PERUBAHAN KEBUAKAN AKUNTANSI ”
1. Para pcngguna perlu membandmgkan laporan keuangan dari
suatu Entxtas Pelaporan dari waktu ke waktu untuk
mengetahm tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh |

karcna itu, Kebijakan Akuntans1 yang dlgunakan dlterapkan

secara konsxsten pada setlap penode

P 2.;Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran

Akuntansi sebagai akibat | dari perubahan atas . basis
Akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan. esﬁmasx
merupakan contoh perubahan Kebx_]akan Akuntans1

e 3. Suatu perubahan Kebuakan Akuntansi dilakukan hanya
~apabila penerapan suatu Kebgakan.Akuntansi yang berbeda

diwajibkan oleh peraturan p_erundangan atau Kebijakan
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: Akuntans1 pemermtahan : yang berlaku, atau apablla
»A_.dlpererakan bahwa perubahan tersebut akan menghasﬂkan -
| N ,‘1nforma51 mengenau posisi keuangan, kmer_]a keuangan, atau .
-arus kas’ yang lebih- relevan dan leblh andal dalam penya_]lan '

3 ,v ;.llaporan keuangan Entltas

g, "Perubahan Kebljakan Akuntans1 tldak mencakup hal hal N
- sebaga1 benkut ‘ - o |
a adopsi suatu Kebgakan Akuntan31 pada penstxwa atau

ke_]adlan yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau ‘ ’,
keJadlan sebelumnya; dan

'b. adopsi suatu Kebljakan Akuntan31 baru untuk kejadlan |

o . "atau transak31 yang sebelumnya tldak ada atau yang tidak

’ matenal

5. Tlmbulnya suatu kebljakan nntuk merevaluasi  aset
} ‘merupakan suatu perubahan Kebijakan Akuntansi. Namun
demikian, perubahan t_crsebut “harus sesual dengan standar
“Akunltansvi terkait yang telah vm'enerapkan p‘ev:rsyaratan-\'

persyaratan sehubungan dengan"revaluasi

6. 'Perubahan Kebljakan Akuntans1 harus dlsajlkan pada Laporan |
VPerubahan Ekuitas dan d1ungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan

_ D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar mempéroleh Laporan Kéuangan yang andal, maka

. estimasi Akuntan31 perlu dlsesumkan antara lain dengan pola -
penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi llngkungan :

- . Entitas yang berubah ' : '

2 Pengaruh atau dampak:: perubahan ‘estimasi Akuntansi
~ disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan .
‘dan “periode selanjutnya sesual sifat perubahan. Sebaga1 :
~ contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset} tetap
"’-jberpengaruh pada LO tahun ‘perubahan dan tahun-tahun :

- selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
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3 Pengaruh perubahan terhadap LO perlode :berjalan dan yang o
. akan datang d1ungkapkan dalam Catatan atas - Laporan‘:‘,}»»‘
Keuangan Apabﬂa tldak memungkmkan, harus dlungkapkan"_f;,,,

‘ alasan tldak mengungkapkan pengaruh perubahan 1tu

) ﬁ.s_bOPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
1 :;Apablla suatu m1s1 atau tugas pokok dan fung31 suatu Entltas';_"ﬂf

pemermtah dlhapuskan oleh peraturan, maka suatu operaS1j |

o -;_keglatan, program, proyck atau kantor terkalt pada tugas }’

vvf‘.jv‘}_,{.pokok tersebut dxhentlkan o

A"""%-‘z‘f}",‘2:*"_Informasl Pentlng dalam “ Opel’aSI yang tldak dllanjutkanf;_:,f
'fmlsalnya haklkat opera31 keg1atan program, proyek yang:tf"'

" ) dlhentlkan, tanggal efektlf penghentxan, cara penghentlan
B pendapatan dan beban tahun berjalan sampeu tanggalf?":f: f
;bhpenghentlan apabﬂa dlmungklnkan, dampak 3031a1 atau?u
o dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajlban terkalt_

pada penghentlan apabﬂa ada harus dxungkapkan pada

Catatan atas LaporanKeuangan

3 Agar Laporan Keuangan dlsajlkan secara komparatlf suatu*_;} ‘
o :‘fi'segrnen yang dlhentlkan 1tu harus dllaporkan dalam Laporanf“
E nb."Keuangan Walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan P
Dengan demlklan opera31 yang dlhentlkan tampak pada:'i»»;‘_
’ff'ff:fLaporan Keuangan R
: '};“v'lPendapatan dan beban opera31 yang d1hent1kan pada suatu:';
j ‘tahun ber_]alan dlAkuntansﬂ{an dan dllaporkan sepertl blasa,
jseolah olah opera81 1tu berjalan sampal akhlr tahun Laporan;‘ ,
’“Keuangan Pada umumnya Ent1tas membuat rencanaf f
"’penghentlan mellputl Jadwal penghentlan bertahap atauk‘;?;:l;";-__
Sekahgus, resolu31 masalah lcgal Ielang, penjualan hlbah danfl'i"f’

laln lam

‘ ‘;‘;;'v‘Bukan merupakan penghentlan opera51 apablla

a Penghentlan {, Suatu : program »- keglatan proyek ]

o _segmen secara 1 evolusmner /alarmah Hal m1 dapat 3"; E

.::";dlaklbatkan oleh permlntaan pUbhk yan g dllayam) yang .

o ']terus merosot pergantlan kebutuhan Iam e




b. Fung51 tersebut tetap ada.

c. Beberapa Jems sub ‘kegiatan dalam suatu fungs1 pokok

dihapus, seleblhnya ~ berjalan seperu biasa. Relokas1 suatu

program, proyek keglatan ke wilayah lain.

}d. Menutup suatu fasilitas yang ber- uttltsam amat rendah

menghemat - biaya, menjual - ‘sarana operasi ‘t‘anpa‘, _}

mengganggu 'op'evrasi tersebut.

 F. PERISTIWA LUAR BIASA

1. Per1st1wa luar biasa menggambarkan suatu kejadlan atau -
transak31 yang secara jelas berbeda dari aktivitas b1asa Di
dalam akt1v1tas b1asa Entltas Pemermtah Daerah termasuk

penanggulangan bencana alam atau sosial yang terJad1 i

bem]ang Dengan demikian, yang termasuk dalam per1st1wa

luar biasa hanyalah per1st1wa~penst1wa yang belum pernah*

atau Jarang terjadx sebelumnya

Peristiwa yang berada di luar kendah atau pengaruh Entltasf |

adalah kejadlan yang sukar dxantlslpa51 dan oleh karena itu
tidak dlcermmkan di dalam anggaran Suatu kejadlan atau

transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh Entitas

merupakan -peristiwa luar biasa bagi suatu ,E‘ntltas}’ atau
tingkatan pemerintah'tertentu tetapi peristiwa yang sama

tidak tergolong luar biasa - untuk Entltas atau tingkatan

pemermtah yang lam

. vDampak yang s1gn1ﬁkan terhadap reahsasx anggaran karena
perlsuwa luar blasa terpenuh1 apablla kejadlan dimaksud
secara tunggal menyebabkan penyerapan sebaglan besar*s
anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehmgga

memerlukan perubahan/ pergeseran ' anggaran ~ secara

mendasar. .

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain

yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan

besarnya berdasarkan perklraan dengan memanfaatkan

- informasi - kejadlan yang bersifat darurat pada tahun tahun”

lalu. Apablla selama tahun anggaran berJalan terjadi peristiwa
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darﬁrat bencana | dan sebagamya yang menyebabkan | -
penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut
~ tidak = dengan sendu—mya termasuk perlsuwa Iuar blasa

‘terutama bila penstlwa tersebut tidak sampai rnenyerap por31 v

yang signifikan dan anggaran yang tersedia. Tetapi apablla‘ }’

peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima pu‘luh

persén) atau lebih anggaran tahunan, maka pcristii}va tersebut =

layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai

petunjuk “akibat penyerapan dana yang - besar 1tu Entztasf;c:f —

memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran» guvnav",

membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau’ peristiwa lain

yang seharusnya d1b1aya1 dengan mata anggaran belanja tak o

terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat

. Dampak yang sxgmﬁkan terhadap pOSlSl aset/ kewapban-» _,
karena penstxwa luar biasa terpenuh1 apabila kejadlan atau -
" transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasarv;'v ”

| dalam keberadaan atau nilai aset/ kewajiban Entitas |

. Perxstlwa luar bxasa memenuh1 seluruh persyaratan benkut
a. Tidak merupakan keglatan normal dari Entltas v L
b. Tidak dlharapkan terjadi dan tidak dlharapkan terJad1~_
berulang, A : ' :
c. Berada di luar kendah atau pengaruh Ent1tas
d. Mem1hk1 dampak ‘yang - s1grufikan terhadap ‘realisasi

anggaran atau p03131 aset/ kewaijan

. Haklkat Jumlah dan pengaruh yang dlaklbatkan oleh per1st1wa_"
luar biasa dlungkapkan secara terplsah dalam Catatan atasv

Laporan Keuangan
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- B. TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP AKIBAT ADANYA PERBAIKAN
(SUBSEQUEN T EXPE NDITURES) ‘

'»Persentase

Rénovasi/ Restorasi/
,Overhaul dan Nllax
‘Perolehan (Diluar -

AR ,,.;-'v,'_’Penyusutan
Alat Besar S o S
Alat Besar Darat Qverhaul >0%s.d.30% 1
‘ ' ' >30%s.d50% 3
>50 % S .
Alat Besar Apung - Querhaul >0%s.d.30% D
- >30%s.d50% 2
. >50% -4
Alat Bantu . Overhaul >0%s.d.30% . 1
->30%s.d50% 2
. >50% 4 -
Alat Angkutan . : » .
Alat Angkutan Darat- | Overhaul >0%s.d.25% 1
Bermotor . o B
>25%s.d50% 2
© >50%s.d75% 3
>75% q
| Alat Angkutan Darat Tak Overhaul ->0%s.4.30% 0
Bermotor ‘ .
' - >30%s.d50% -1
>50 % 2
Alat Angkutan Apung Overhaul >0%s.d.25% 2
Bermotor '
>25%s.d50% 3
>50%s.d75% 4
- >75% - 6
Alat Angkutan Apung 'I‘ak Renovasi - >0%s.d.30% 0
Bermotor : . . v
; >30%s.d50% 1
>50 % 2
Alat Angkutan Bermotor Udara |Overhaul >0%s.d. 25% 3
: o . . >25%s.d 50% - 6
>50%s.d 75% 9.
©>75% .




- | Persentase = |

.| Renovasi/Restorasi/..
 Overhaul dari'Nilai™ | ="
- Perolehan (Diluar. “{*- .
- Penyusutan) | -

lvat Bengkél dan Alat Ukur B

>0%s.d. 25%

Alat Bengkel Bermesin

Overhaul

>25%s.d 50%

>50%s.d 75%

>75%

IRenovasi

>0%s.d. 25%

Alat Be;xgkel Tak ber Mesin

>25%s.d 50%

>50%s.d 75%

>75%

~l=lolol

AlatUkur

Overhaul .

>0%s.d. 25%

>25%s.d 50%

T>50%s.d 75%

>75%

W NN =

IAlat Pertanian

Overhaul

>0% s.d. 20%

Alat Pengolahan

>21% s.d50%

>50% s.d 75%

A Wl N~

>75%

Alat Kantor danRumah

" Overhaul

>0%s.d. 25%

>25%s.d 50%

Alat Kantor

- >50%s.d 75%

w| o —|o

>75%

Alat Rumah Tangga

>0%s.d. 25%

Overhaul

>25%s.d 50%

- >50%s.d 75%

>75%

Wl N~ O

Alat

Overhaul

>0%s.d. 25%

>25%s.d 50%

~ {Alat Studio

>50%s.d 75%

G| N | =

>75%

>0%s.d. 25%

Alat Koniunikasi

Overhaul }

>25%s.d 50%

>50%s.d 75%

>75%

W N =] =

"|Overhaul

>0% s.d. 25%

Peralatan Pemancar

. >25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%

U Bl WIN




Alat Kedokteran

L ~ [Unit Alat [aboratorium -

Perolehan (Diluar

Penyusutan)

- |Peralatan Komunikasi Navigasi -

Overhaul P

>0% s.d. 25% .

. >25% s.d 50%

. >50% s.d 75% . -

o| <o

>75% o L

o Alét’Kevdoktcran'dan”» T

: Overhéul o

" >0% s.d. 25%

>25% 5.d 50%

" >50% s.d 75% -

©>75%

TS0%sd. 25% |

o Alat Kesehatan Umum

SR Overh‘aui S

>25%s.d 50% - -

o >50% s.d 75% -

SR T75%

w[o| o]

~lAlat laboratorium

">0% s.d. 25% .-

= OVerhauI : ~

T335%s.d50%

>50% s.d 75%

Bl o=l ]

- >73%

- i>0% s.d. 25% -

~ Unit Alat laboratorium Kimia

Ovefhdui T

L >25% s.d 50%

. >50% s.d 75% .

:‘.>750/o . S

»lw ol

>0%s.d.25% . o

| -1Alat Laboratorium Fisika

™ Overhaul

.>25% s.d 50% -

>50% s.d 75% |
TST5%

EN RTINS P

Overhaul- .

- ->0% s.d. 25% .

 [Alat Proteksiradiasi/

©. >25% s.d 50%

>50% s.d 75%

o vf]

1 >73%

C Radiation Application & Non -
- [Destructive Testing laboratory -

>0% s.d. 25%

O\)erhaul o

T>05% s.d 50%

0 >50% s.d 75% - -

- >75%

INFRIECI N

© >0%s.d. 25% . -

o ‘|Alat laboratorium Lingkungan

: Ovérhalil :

>25% s.d 50% -

. >50% s.d 75% -

2 78%




. URAIAN.

‘- - Persentase =
- | Renovasi/Restorasi/.
" | Overhaul dari Nilai
_..|".. Perolehan (Diluar
~ Penyusutan)

Lyl e e | G e s e e

" Penambahan
. Masa Manfaat
. (Tahun

Peralatan Laboratorium
Hidrodinamica '

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%

' Overhaul

>0% s.d. 25%

Alat laboratorium

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%

ENEFAIESI I N PR S

Alat Persenjataan

Overhaul

>0% s.d. 25%

Senjata Api

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%

NEH I IS

Renovasi

>0% s.d. 25%

Persenjataan Non Senjata Api

>25% s.d 50%

€

>50% s.d 75%

>75%

ow»-o"‘

Senjata Sinar

Overhaul -

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%

WIN| O

Overhaul '

>0% s.d. 25%

Alat Khusus KepoIisian

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%

'co:o.-o

Komputer

Overhaul

>0% s.d.50%

Komputer Unit

>50%

Peralatan Komputer

Overhaul

>0% s.d.50%

NI E

>50%

: Alat Eksplorasi-

Overhaul

>0% s.d. 25%

—

Alat Eksplorasi Topografi

>25% s.d 50%

>50%




|Alat Eksplorasi Geofisika

- iOverhaul

: ,>O%sd 25%

- >25% s.d 50% - -

- |Alat Pengeboran

- - |Alat Pengeboran Mesin -

"~ Overhaul -

T>0% s.d. 35%

- >25% s.d 50%

T >50%

>0%s.d. 25% |

o Alat Pengeboréln Non Mesih.»"-‘

Renovasi

>25% s.d 50%

o =]

>50%

~ Pemurnian

Alat Produk51 Pengolahan dan .

>0% s.d. 25%

Sumur ¢

-Renovasi . -

>25% s.d 50% -

N

" Produksi

- “Renovasi . |

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50% -

N

- >50%

->0% s.d. 25%

[l 3

Pengdlahan dan Pemurnian

— Overhaul

- >25% s.d 50% : -

S50% .

) Alat Bantu Explorasi

>0% s.d. 25% - -

—

Alat Bantu Explorasi -

' Ovefhaﬁl‘

>25% s.d 50%

>50% S

EE OVefhaul

S0% s.d. 25% |

 [ATat Bantu Produksi

" >05% s.d 50% . -

N

- >50%

A keselamatan KerJa

Alat Detek31

>0% s.d. 25%"

: Overhaul -

~ .. >25% s.d 50% .. -

~ >50%




, Penambahan

- [Renovasi -

~>0% s.d. 25%

- [Alat Pelindung__

>25%s.dS50% - |

- o

o >50%

[AlatSAR

. Renovasi - -

0% s.d. 25%

T 305%sd50% |

=ol ||

>50%

>0%s.d. 25%. 0 |

» AlatﬂKerjaPenerbang :

Overhaul

T>205%s.d 50%

vl=|ol | [

»50% . -

Alat Peraga

Alat Peraga Pelatlhan dan

>0% s.d. 25%

o ;3 Ovérhaul .

~>25% s.d 50% .

' Percontohan

T >50%

- - Peralatan Proses/ Produk51

- >0% s.d. 25%

Umt Peralatan Proses / Produk51 Overhaul n

- >25% 5.d 50%

L350% oo

. Rambu rambu g

T >0%s.d. 25%

Rambu rambu Lalu lmfas Darat Overhaul .

- >25% s.d 50% .

- >50% s.d 75% -

e 75%

Rambu-rambu Lalu llntas

>0% s.d. 25% -

Ovefhatil

>25% s.d 50% . - -

- >50% s.d 75% . -

Rambu-rambu Lalu ilntas
Laut

’v._v>0°/o s.d. 25% M

Overhaul _

~>35% s.d 50%

- >50% sd75% . |

W] -

| Peralatan Olah Raga

ol |-

. >0% s.d. 25%

Peralatan Olah Raga. - -

Renovasi

>25% s.d 50% |

N =

—50%




Penyusutéh)

Bangunan Geduhg :

Bangunan Gedung Tempat

>0% s.d. 25%"

Renovasi -

o >25% s.d 50%

- >50% s.d 75% -

>T5%

Bangunan Gedung Tempat

.- Renovasi "

»>O% s. d 30%

-+ >30% s.d 50% -

o ngga]

o350 % —

Monumen

* [Candv/ Tugu Permgatan /-
Prasasti - '

>0% s.d. 30% -

- [Renovasi”

. >30% s.d50% |

.- >50% L

- | Bangunan Menara

Bangunan Menara

- ‘[Renovasi |

30% s.d. 30%

-+ >30% s.d 50%

T >50%

Tuga Titk Kontrol / Prasasti |

0% s.d. 30%

. | Tugu / Tanda batas

--IRenovasi -

->30% s.d 50%

T>50% -

‘Jalandan Jembatan -

Jalan -

. Renovasi

T30% s.d. 30%

- >30% s.d 50% -

>50%

Renovasi

->0%s.d. 30% -

-Jembétan ’

0. >30% s.d 50% -

~>50% .-

Bangunan Air -

>0% s.d.30%

. [ Bangunan Ar Irigasi____

" IRenovasi

- >30% s.d 50%

4. .>50%

’ s Bangunan Pengalran Pasang g
Surut e

>0% 5.d.30%

[Renovasi

>30% s.d 50% - -

>50% .

: :_ Bangunan Pengembangan -

- >0% 5.d.30%

- Renovasi -

T >30% s.d 50%

Rawadan Polder -

- >50%.

>0% 5.d.30%. - -~

Bangunan Pengaman

" . [Renovasi:..

- >30%s.dS0%

T >50%




Overhaul dari’ Nﬂa.l
erolehan (D11

>0%s.d.30% | .2
T >30%s.d50% | . 5. | -
580% e 10 e

' Bangunan'Pengembangan - Renovasi.

Bangunan Air Bersib/Air -~ [Renovasi - >0%s.d.30% T2
R T >30%s.d50% - 5
T >50% - | - .10 -

Bangunan Air Kotor __ Renovasi | >0%s.d.30% — | 2 . |
T T T T s30%s.ds0% . | - 5 |-
>50% | 10

Instalasn A SRR R RS S T
Instala51 Air Bersxh/Alr baku Renovasi | >0%s.d30% - .| - 2.

: S| >30%s.d50% 0 S
>50% [ 10 |

Instalasi Air Kotor. .- ° ~ |Renovasi - | >0%s.d.30% - | 2 1o
T T >80%sd50% 0 | 5 |
-~ >50% R 100 s

B InstalaSI Pengeloiahan 7 Renovasi. | - >0%sd30% S 2
Sampah b 0 >30%s.d50% 0 o 5
' o B Ce>50% 0 s b 10 T

o InstalaSI Pengolahan Bahangi Renovasi | >0%sd30% - - 2
Bangunan B - >30%s.d50%° . |'. . S50 .. p
— — — T SEo% | 10

- [Instalasi Pembangkit Listrik___[Renovasi | >0%s.d:30% | 2 | -
>50% | - 10

| Instalasi gardu Listrik -~~~ [Renovasi ~ | >0%sd.30% = | = 2 T
e o AR N [ >30%s.d50% | 5 o
- >50% . . {10 -

- [Instalasi Pertahanan ~~ [Renovasi | >0%sd.30% | 2 = | .-
T T s30%saAs0% . f o 5 o i
e >50% . .- C S -10».

[ Tnstalasi gas . . RRenovasi _ >0%s.d.30% |} 2
ol e L e ] >30%s.d50% R
>50% ¢ o 10

Instalasi Pengaman ~ - [Renovasi | ~>0%sd30% -~ | .~ -2 -
T T >30%sd50% | 5
©»50% . . o010




JENIS

Persentase -

- Renovasi/Restorasi/
- Overhaul dari Nilai -

" Penambahan

Masa Manfaat

>50%

,URAIAN Perolehan (Diluar (Tahun) -
: ' . Penyusutan) '
Instalasi Lain Renovasi >0% s5.d.30% 2
I ' >30% s.d 50% 5 .
o - >50% - 10
Jaringan - . .
| Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d.30% 2
- ' >30% s.d 50% 5
>50% 10
Jaringan Listrik [Overhaul >0% s.d.30% 2
' : >30% s.d S0% S
>50% 10
Jaringan Telepon Overhaul >0% 5.d.30% 2
T - | >30%s.d 50% 5
>50% 10
.| Jaringan Gas - {Overhaul - >0% 5.d4.30% 2
B | >30% s.d 50% 5
>50% 10
Alat Musik Modern/Band Overhaul - >0% 5.d.30% o1
' L ' - :>30% s.d 50% - 2 .
->50% 3
ASET TETAP RENOVASI - , o
Peralatan dan Mesin dalam Overhaul >0% 5.d.30%. 2
renovasi. - T~ 330% sd50% 3
>50% )
Gedung dan bangunan dalam  [Renovasi >0% s.d. 30% 5
Renovasi o ' ; :
. >30% s.d 50% 10
>50% 15
Jaringan Irigasi dan Jaringan - [Renovasi. - >0%sd.30% S
Dalam Renovasi Overhaul o _
' >30°(o s.d 50% 10 .
15

.



